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GURU

GRI sebagai tempat berhimpunya segenap guru
dan tenaga kependidikan. PGRI merupakan

organisasi perjuagan, organisasi profesi, dan
organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan GUR'
Pancasial, bersifat unitaristik, independen, dan non

Politik praktis, secra aktif menjaga, memelihara,

mempertahankan, dan meningkatkan Persatuan dan T . .
kesatuan bangsa yang dijiwai semangat Ditinjau dari Prespektif
kekeluargaan, kesetiakwanan Sosial yang kokoh serta
sejahtera lahir batin, dan kesertia kawanan organisasi
baik nasional maupun internasional. Guru Indonesia
harus mempu menjadi agen keprofesionalitasan,
etika, moral dan nilai karakter bangsa.
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KATA PENGANTAR

Alahamdulillah penulis pajtakan kehadiranNYA, karena berkat Rahmat
dan Hidayahnya sehingga buku ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan
baik. Buku Falsafat Guru ini disusun untuk memberikan pandangan kepada
kaum Guru terutamanya kaum Guru Milenial karena terdapat Kkrisis
keprofesionalitasan, etika dan moral. Guru tidak hanya mentransfer
Kenowlage tetapi harus mampu mentransfer Value dari yang diajarkan.

Seorang warga negara Indonesia yang merasa dirinya sebagai guru
tertentu berusaha untuk mengajar dengan baik, profesional. Guru Indonesia
harus berperan aktif membantu Pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa (UUD 1945). Mengajar adalah suatu aktivitas Internasional, suatu
aktivitas yang menimbulkan semangat belajar. Guru melakukan berbagai hal
(mengajar, memberikan soal, menilai), supaya siswa mau belajar apa saja.
Guru yang profesional mempunyai ciri antara lain: mengetahui apa yang
diajarkan, menegtahui bagaimana cara mengajar, dan mengetahui untuk siapa
mengajar.

Menurut George (1971) yang ada sejumlah kondisi dari mengajar yang
baik adalah kontinuitas. Maksudnya guru bukan mengajarkan suatu pelajaran
tersendiri secara lepas dan membiarkannya berlalu. Tetapi guru mengajarkan
suatu pelajaran secara kontinuitas dan dalam tata urutan kesatuan.
Pengajaran yang baik melibatkan pula suatu kondisi yang ketiga yaitu
“consept formation”. Pengajaran yang baik akan berhasil jika ditunjang oleh
guru yang baik yakni mengajar siswanya untuk memperoleh pola pemikiran
dan tindakan yang membawa perubahan (dari tidak tahu menjadi tahu).

Yogyakarta, 1 Februari 2023

Dr. Septian Aji Permana, M.Pd
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BAB1

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH
TANGGA PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
(PGRI)

A. Sejarah Singkat PGRI

Didorong oleh kegiatan luhur untuk berperan serta secara aktif
Menegakkan, mengamankan, mengisi dan melestarikan Negara kesatuan
Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tangggal 17 Agustus 1945
Serta usaha mencerdaska kehidupan bangsa seperti terkandung dalam
pembukaan Udang - Undang Dasar 1945 dan mewujudkan peningkatan
harakat, martabat dan kesejahteraan guru Kkhususnya serta tenaga
kependidikan pada umumnya, maka perlu di bentuk suatu organisasi.

Atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Maka pada 25 November
1945 dalam kongres guru indonesia di Surakarta, telah didirikan satu
organisasi Guru dengan nama Persatuan Guru Republik Indonesia di singkat
PGRI. PGRI sebagai tempat berhimpunya segenap guru dan tenaga
kependidikan Lainnya merupakan organisasi perjuagan, organisasi profesi,
dan organisasi ketenagakerjaan yang berdasarkan Pancasial, bersifat
unitaristik, independen, dan non Politik prakts, secra aktif menjaga,
memelihara, mempertahankan, dan meningkatkan.

Persatuan dan kesatuan bangsa yang dijiwai semangat kekeluargaan,
kesetiakwanan Sosial yang kokoh serta sejahtera lahir batin, dan kesertia
kawanan organisasi baik nasional maupun internasional.
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PGRI sebagai organisasi perjuangan mengemban amanat dan cita-cita
Proklamasi 17 Agustus 1945 menjamin, menjaga, dan mempertahankan
keutuhan dan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan
membudayakan nilai-nilai luhu Pancasila.

Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembanguan pendidikan
ditintut memiliki intergrasi dan kemampuan profesional yang tinggi agar
mampu melaksanakan darma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan
bangsa. PGRI bertujuan dan berupaya membina, mempertahanan, dan
meningkatkan harakat dan martabat guru melalui penigkatan kemampuan
profesionalnya dan kesejahteraan guru berserta keluarganya. Atas dasar hal-
hal di atas maka disusunlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PGRI

B. Anggaran Dasar PGRI
BABI
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
1) Organisasi ini bernama Persatuan Guru Republik Indonesia sisingkat PGRI
2) Persatuan Guru Republik Indonesia didirikan pada 25 November 1945
dalam kongres Guru indonesia di Surakarta untukwaktu yang tidak di

tentukan
3) Organisasi tingkat nasional kedudukan di ibukota negra Republik
Indonesia
BAB II
DASAR
Pasal 2

PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang- undang Dasar1945

BABIII
JATI DIRI
Pasal 3
PGRI adalah organisasi perjuangan, organisasi profesi da Organisasi Ketenaga
kerjaan

BAB1V
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SIFAT DAN SEMANGAT
Pasal 4
1) PGRI adalah organisasi yang bersifat :
a. Unitaristik tanpa memandang ijazah, tempat kerja, kedudukan, agama,
suku, golongan, gender, dan asal usul
b. Independen yang berlandasan pada prinsip kemandirian organisasi
dengan mengutamakan kemitrasejajaran dengan berbagai pihak
c. Non partai politi, bukan merupakan bagian dari dan tidak berfasilitas
kepada partai politik
2) PGRI memiliki dan melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi
kekeluargaan, keterbukaan dan tanggung jawab etika, moral serta hukum

BABV
KEDAULATAN
Pasal 5
Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Kongres.

BAB VI
TUJUAN
Pasal 6
PGRI bertujuan :
a. Mewujudkan cita-cita Proklamsi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
b. Berperan serta aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan
bangsa dan membentuk manusia indonesia seutuhnya,
c. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan
nasional,
d. Mempertinggi kesadaran dan sikap guru, meningkatkan mutu dan
kemampuan profesi guru dan tenaga kependidikan lainnya,
e. Menjaga, memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat
guru tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan serta
kesetiakawanan anggota
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BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal7

PGRI mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a.

b.
C.
d

®

—

4

Meningkatkan keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan Yang maha Esa
Membela, mempertahankan, mengamankan dan mengamalkan Pancasila
Mempertahankan dan melestari Negara Kesatuan Republik Indonesia
Meningkatkan itegrasi bangsa dan menjaga tetap terjamin serta
terpeliharanya keutuhan kesatuan dan persatuan bangsa.

Melaksanakan dan mengembangkan Saistem Pendidikan Nasional
Membina dan bekerja sama dengan Himpunan / lkakatan / Asosiasi
profesi dan keahlian sejenis di bidang pendidikan yang secara suka rela
menyatakan diri bergabung dan atau bermitra dengan PGRI
Mempersatukan semua guru dan tenaga ke pendidikan di semua jenis,
jenjang dan satuan pendidikan guna meningkatkan pengabdian dan
peranserta dalam pembangunan Nasional.

Mengupayakan dan mengevaluasi terlaksananya peningkatan kualifikasi
akademik, sertifikasi, akreditasi, sebagai lisensi bagi pengukuhan
kompetensi profesi guru

Menegakkan dan melaksanakan Kode Etik dan ikrar Guru Indonesia serta
peraturan organisasi

Mengadakan hubugan kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan,
dan organisasi yang bergerak dibidang pendidikan, dan organisasi
kemasyarakatan umumnyadalam rangka peningkatan mutu pendidikan
kebudayaan

Memelihara, membina dan mengembangkan kebbudayaan nasional
mememlihara kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan
nasional

Menyelenggarakan dan membina anak lembaga PGRI

Memelihara dan mempertinggi kesadaran guru akan profesinyauntuk
meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, pengabdian, prestasi
kerjasama.

Memelihara dan meningkatkan mutu keorganisasi PGRI

| Falsafah Gurw



BAB VIII
KODE ETIK DAN IKRAR GURU INDONESIA
Pasal 8
1) PGRI memiliki dan melaksanakan Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia
2) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tersebut dalam ayat (1) pasal ini
diataur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tersendiri

BAB IX
ATRIBUT
Pasal9
1) PGRI memiliki atribut Organisasi yang terdiri dari Lambang, Panji, Pakaian
Seragam, Hymne dan Mars PGRI
2) Atribut organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan
tersendiri
BAB X
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 10
Yang dapat ditrima menjadi anggota PGRI adalah Warga negara Republik
Indonesia, yang dengan sukarela mengajukan permohonan menjadi anggota
serta memenuhi persyratan yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11
Keanggotaan Berakhir :
a. Atas permintaan sendiri
b. Karena di berhentikan atau,
c. Karena meninggal dunia
Pasal 12

1) Setiap anggota berkewajiban :
a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta Kode Etik
dan Ikrar Guru Indonesia
b. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, peraturan -
peraturan dan disiplin organisasi
c. Melaksanakan program Organisasi secara aktif
2) Tata cara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
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Pasal 13

1) Setiap Aggota Mempunyai :
a. Hakbicara

Hak suara

Hak memilih

Hak disiplin

Hak membela diri

Hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabat
g. Hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

2) Tata cara penggunaan dan pelaksanaan hak anggota diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga

me a0 o

BAB XI
SUSUNAN DAN PERANGKAT KELENGKAPAN ORGANISASI
Pasal 14
PGRI memiliki tata urutan/tingkat organisasi dengan susunan sebagai berikut:

Tingkat Nasional

Tingkat Provinsi

Tingkat Kabupaten/Kota
Tingkat Cabang / Cabang Khusus
Tingkat Ranting

© o0 o

Pasal 15
Organisasi tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pasal 16
Organisasi tingkt Provinsi meliputi wilayah satu Provinsi

Pasal 17
Organisasi tingkat Kabupaten/ Kota meliputi wilayah satu Kabupaten / Kota

Pasal 18
PGRI cabang / cabang khusus terdiri dari :
a. Cabang yang meliputi wilayah satu kecamatan
b. Cabang khusus yang meliputi satu unit kerja tertentu, baik di dalam
maupun di luar negeri
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Pasal 19

Organisasi tingkat Ranting meliputi wilayah desa/kelurahan atausatu unit

kerja/satuan pendidikan/ /gugus sekolah.

Pasal 20
Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI terdiri dari :
Badan Pimpinan dan Badan Khusus
Anak lembaga dan badan Khusus

Forum Organisasi
Badan Penasehat

™o a0 TP

BAB XII

Himpunan/ Ikatan/ Asosiasi Profesi dan keahlian Sejenis

Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia

BADAN PIMPINAN ORGANISASI

Pasal 21
Badan pimpinan organisasi terdiri dari :

a. Pengurus Tingkat Nasional disebut Pengurus Besar PGRI
b. Pengurus Tingkat Provinsi disebut Pengurus PGRI Provinsi.
¢. Pengurus Tingkat Kabupaten/ Kota disebut Pengurus PGRI

Kabupaten/Kota.

d. Pengurus Tingkat Cabang/ Cabang Khusus disebut Pengurus PGRI

Cabang/ Cabang Khusus.

e. Pengurus Tingkat Ranting disebut Pengurus PGRI Ranting.

Pasal 22

(1) Susunan, proses pencalonan, dan pemilihan Pengurus Besar PGR],
PEngurus PGRI Provinsi, Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota, Pengurus PGRI
Cabang/ Cabang Khusu, dan Pengurus Ranting ditetapkan dalam Anggaran

Rumah Tangga.

(2) Masa Bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi ditetapkan 5 (lima)

tahun.

Falsafol Gurw |
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Pasal 23

(1) Badan Pimpinan Organisasi bertugas melaksanakan program dan kegiatan
organisasi.

(2) Badan Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing
berwenang menetapkan kebijakan organisasi untuk memperlancar
pelaksanaan tugas organisasi serta bertindak ke dalam dank e luar atas
nama organisasi.

(3) Badan Pengurus Organisasi sesuai dengan tingkatannya masing-masing
berkewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pada forum
organisasi tertinggi pada tinghkatan masing-masing.

Pasal 24

(1) Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Badan Pimpinan Organisasi
disahkan dan dilantik oleh Badan Pimpinan Organisasi setingkat lebih
tinggi kecuali seluruh anggota Badan Pimpinan Organisasi Tingkat
Nasional yang mengucapkan janji dihadapan Kongres.

(2) Tata cara pelaksanaan pelantikan, pengucapan janji dan pengesahan
Badan Pimpinan Organisasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII
ANAK LEMBAGADAN BADAN KHUSUS
Pasal 25

(1) Untuk mengelola bidang dan atau tugas tertentu dalam upaya mencapai
tujuan organisasi yang bersifat tetap dan jangka panjang dibentuk Anak
Lembaga.

(2) Jenis, susunan dan tugas anak lembaga PGRI Nasional dan pengurusnya
ditetapkan oleh Pengurus Besar PGRI

(3) Anak Lembaga PGRI dikoordinasikan oleh Badan Pimpinan Organisasi
sesuai tingkatannya masing-masing.

(4) Masa Bakti Kepengurusan Anak Lembaga PGRI ditetapkan sama dengan
masa bakti Badan Pimpinan Organisasi sesuai tingkatannya. Ketentuan
mengenai tugas, fungsi dan kegiatan antar lembaga serta susunan dan tata
kerjanya diatur dalam peraturan tersendiri.

(5) Semua anak lembaga harus tunduk kepada semua peraturan dan
keputusan-keputusan PGRI sebagai induk organisasinya.
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Pasal 26

(1) Untuk melaksanakan program tertentu dan dalam jangka waktu ertentu
yang ditetapkan Forum Organisasi baik sebagai upaya mencapai sasaran
program organisasi maupun dalam upaya bekerjasama dengan pihak lain,
Badan Pimpinan Organisasi di semua tingkatan dapat membentuk Badan
Khusus.

(2) Badan khusus bertanggung jawab kepada Badan Pimpinan Organisasi
yang membentuknya.

(3) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan serat tata kelola Badan
Khusus diatur dalam peraturan tersendiri.

(4) Badan Khusus yang dibentuk oleh PGRI harus tunduk kepada semua
peraturan dan keputusan-keputusan PGRI sebagai induk organisasinya

BAB XIV
HIMPUNAN PRESIDEN DAN
KEAHLIAN SEJENIS
Pasal 27
(1) Himpunan /Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis di lingkungan
pendidikan yang sukarela menaytakan bergabung atau berafiliasi dengan
PGRI merupakan salah satu Badan Kelengkapan Organisasi PGRI.
(2) Hak, kewajiban, dan mekanisme hubungan kerja antara PGRI dengan
Himpunan /Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis seperti tersebut
dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XV
FORUM ORGANISAI
Pasal 28
Jenis Forum Organisasi
(1) Jenis Forum Organisasi terdiri dari:
a. Kongres

KOngres Luar Biasa
Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS)
Konferensi PGRI Provinsi (KONPROV)
Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa (KONPROVLUB)
Konferensi Kerja PGRI Provinsi (KONKERPROV)
Konferensi PGRI KAbupaten/Kota (KONKAB/ KONKOT)

I
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h. Konferensi PGRI Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONKABLUB/
KONKATLUB)

i. Konferesnsi Kerja PGRI Kabupaten/Kota (KONKERKAB/ KOKERKOT)

j-  Konferensi Cabang/Cabang Khusus (KOCAB/KONCABSUS)

k. Konferensi Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa (KOCABLUB/
KONCABSUSLUB)

l. Konferensi Kerja PGRI Cabang/Cabang Khusus Luar Biasa
(KONKERCAB/KONKERCABSUS)

m. Rapat Anggota PGRI Ranting (RAPRAN)

n. Rapat Pengurus dan Pertemuan lain

(2) Ketentuan mengenai tugas, fungsi, dan susunan serta cara kerja masing
masing Forum Organisasi tersebut dalam ayat (1) pasal ini diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVI
BADAN PENASIHAT
Pasal 29
(1) Badan Pimpinan Organisasi Tingkat Nasional sampai Ranting dibantu oleh
sebuah Badan Penasihat yang diangkat, disahkan dan berhenti bersama-
sama dengan pengurus Badan Pimpinan Organisasi yang bersangkutan
oleh forum organisasi yang memilihny.
(2) Badan Penasihat bertugas memberikan nasihat, pertimbangan, dan saran
kepada Badan Pimpinan Organisasi baik diminta maupun tidak.
(3) Badan Penasihat terdiri dari unsur tokoh-tokoh pendidikan, kebudayaan,
masyarakat, dan para ahli.
(4) Masa bakti kepengurusan Badan Penasehat ditetapkan sama dengan masa
bakti kepengurusan Badan Pimpinan Organisasi sesuai dengan tingkatnya.
(5) Ketentuan mengenai susunan, uraian tugas, fungsi dan cara kerja badan
Penasihat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XVII
DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI
Pasal 30
(1) Terkecuali untuk organisasi tingkat cabang dan ranting, Badan Pimpinan
Organisasi dapat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi yang terdiri
dari unsur Badan Penasehat, unsur BAdan Pimpinan Organisasi, unsur
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Himpunan/Ikatan/Asosiaso Profesi dan Keahlian Sejenis dan unsur
keahlian sesuai keperluan.

(2) Dewan Kehormatan Organisasi bertugas memeberikan saran, penmdapat
dab pertimbangan tentang pelaksanaan, penegakan, dan pelanggaran,
disiplin organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia.

BAB XVII
PETBENDAHARAAN
Pasal 31
(1) Sumber keuangan diperoleh dari:
a. Uang pangkal,
b. Uang iuran,
c. Sumbangan tetap para donatur,
d. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat,
e. Usaha-usaha lain yang sah.
(2) Kekayaan Organisasi dibukukan dan diinventarisasikan sebaik-bakinya.
(3) Ketentuan mengenai tatacar pengelolaan keuangan dan kekayaan
organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIX
PERUBAHAN ANGGRAN DASAR
Pasal 32

(1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggran Rumah Tangga adalah wewenang
Kongres.

(2) Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah pabila dihadiri lebih
dari %2 (satu perdua) jumlah Kabupaten/Kota yang meakili lebih dari %
(satu perdua) jumlah suara

(3) Perubahan AD/ART harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua
pertiga) dari jumlah suara yang hadir.
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C. Anggaran Rumah Tangga

BAB I
KODE ETIK GURU INDONESIA DAN
IKRAR GURU INDONESIA
Pasal 1
(1) Kode Etik Guru Indonesia merupakan etika jabatan guru yang menjadi
landasan moral dan pedoman tingkah laku profesi yang dijunjung tinggi
diamalkan dan diamankan oleh setiap guru Indonesia.
(2) Ikrar Guru Indonesia merupakan penegasan kebulatan tekad anggota PGRI
dalam penghayatan dan pengamalan Kode Etik Guru Indonesia.

(3) Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia tercantum dalam naskah tersendiri.
(4) Setiap anggota PGRI wajib memahami, menghayati, mengamalkan dan
menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia dan Ikrar Guru Indonesia.

(5) Tata cara penggunaan dan pengucapan Ikrar Guru Indonesia diatur lebih
lanjut dalam ketentuan tersendiri.

BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 2
Jenis Keanggotaan
Jenis keanggotaan terdiri dari :
a. Anggota biasa
b. Anggota luar biasa
c. Anggota kehormatan
Pasal 3
Anggota Biasa
Yang dapat menjadi anggota biasa adalah :
a. Paraguru/ dosen dan tenaga kependidikan.
b. Para ahli yang menjalankan pekerjaan pendidikan.
c. Mereka yang menjabat pekerjaan di bidang pendidikan.
d. Pensiunan yang dimaksud dalam butir (a), (b), dan (c) pasal ini yang tidak
menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan PGRI.
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Pasal 4
Anggota Luar Biasa
Yang menjadi anggota luar biasa :
a. Para petugas lain yang erat kaitannya dengan tugas kependidikan,
b. Mereka yang berijazah lembaga pendidikan tetapi tidak bekerja di bidang
pendidikan.

Pasal 5
Anggota Kehormatan
Anggota kehormatan ialah mereka yang atas usul Pengurus Besar, Pengurus
Provinsi, Pengurus Kabupaten/ Kota diangkat dan ditetapkan oleh Kongres
Konferensi Provinsi dan Koferensi Kabupaten/ Kota karena jasa-jasanya
terhadap pendidikan dan organisasi.

Pasal 6
Tata cara Penerimaan Keanggotaan

(1) Keanggotaan biasa atau luar biasa dapat diperoleh dengan jalan
mengajukan surat permintaan menjadi anggota kepada Pengurus
Cabang/ cabang Khusus melalui Pengurus PGRI Ranting.

(2) PGRI Cabang/ Cabang khusus yang tidak mempunyai Ranting, surat
permintaan sebagai anggota disampaikan langsung kepada Pengurus
PGRI Cabang/ Cabang Khusus.

(3) Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus menyetujui permintaan
keanggotaan dan melaporkannya kepada Pengurus PGRI Kabupaten/
Kota untuk menerbitkan kartu anggota bagi anggota yang bersangkutan.

(4) Untuk CabangKhusus di instansi tingkat provinsi dan perguruan tinggi,
permintaan menjadi anggota dapat diurus langsung oleh pengurus PGRI
Provinsi di daerahnya.

(5) Pada instansi tingkat Nasional dan satuan pendidikan Indonesia di luar
negeri, keanggotaannya diurus dan ditangani oleh Pengurus Besar PGRI.

- Dalam surat permintaan itu disebutkan antara lain :
-  Nama

- Jenis kelamin

- Tempat dan tanggal lahir

- Pekerjaan

- Agama
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(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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- Alamat TempatTinggal

- ljazah yang dimiliki

Keanggotaan disahkan dengan surat pengesahan serta pemberian kartu
anggota oleh pengurus Kabupaten/ Kota atau oleh Pengurus PGRI
Cabang/ Cabang Khusus yang jauh dari tempat kedudukan Pengurus PGRI
Kabupaten/ Kota.

Keanggotaan harus terdaftar mulai dari Pengurus Ranting sampai dengan
Pengurus Besar.

Pengadaan kartu anggota dilaksanakan oleh Pengurus kabupaten/ Kota.
Kartu anggota berlaku selama 5 tahun.

Pasal 7

Penolakan dan Permintaan Ulang Keanggotaan
Wewenang penolakan permintaan menjadi anggota, dilakukan oleh
pengurus PGRI Kabupaten/ Kota atau Pengurus PGRI Provinsi yang diberi
wewenang untuk mengurusnya jika persyaratan seperti yang tercantum
dalam pasal 6 Anggaran Rumah Tangga tidak dipenubhi.
Jika permintaan menjadi anggota ditolak, yang berkepentingan boleh
mengajukan permintaan ulang kepada instansi organisasi yang lebih
tinggi sampai kepada pengurus PGRI provinsi.
Untuk instansi tingkat nasional, provinsi, perguruan tinggi dan satuan
pendidikan Indonesia di luar negeri, pengajuan permintaan ulang
tersebut disampaikan kepada Pengurus Besar PGRI.

Pasal 8
Kepindahan Anggota

Seorang anggota yang pindah ke Cabang/ Cabang Khusus lain, wajib
memberi tahu Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus asal dan melapor
kepada Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus di tempat yang baru.
Pengurus PGRI Cabang/ Cabang Khusus yang melepas maupun yang
menerima wajib melaporkan mutasi tersebut ke Pengurus PGRI
Kabupaten/ Kota.
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Pasal 9
Kewajiban Anggota

Anggota mempunyai kewajiban untuk :

a.

I I

Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta
ketentuan organisasi,

Menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia,

Mematuhi peraturan dan disiplin organisasi,

Melaksanakan program, tugas, serta misi organisasi

Membayar uang pangkal dan iuran anggota,

Memberikan sumbangan sukarela kepada PGRI jika secara langsung
maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi dan/
atau ada kaitannya dengan organisasi.

Pasal 10
Hak Anggota

(1) Anggota biasa memiliki :

a. Hak pilih, yaitu hak memilih dandipuilih menjadi pengurus organisasi,

b. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu
pemungutan suara,

c. Hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan
maupun tertulis,

d. Hak membela diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri
atas tindakan disiplin organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas
pembatasan, hak-hak keanggotaannya dan

e. Hak memperoleh kesejahteraan , pembelaan dan perlindungan
hokum dalam melaksanakan tugasnya.

(2) Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan

pendapat baik lisan maupun tertulis.

(3) Anggota kehormatan memiliki hak biocara, yaitu hak untuk

mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tertulis
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Pasal 11
Disiplin Organisasi

(1) Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota yang :

a.

Dianggap telah melanggar Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru
Indonesia, Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga, serta disiplin
organisasi,

Tidak membayar uang iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut
dengan tidak ada alas an yang dapat dibenarkan oleh organisasi.

(2) Tindakandisiplin berupa:

(3)

(4)

16

a.
b.
C.
d.

Peringatan lisan atau tertulis,

Pemberhentian/ pembebasan selaku pengurus organisasi,
Pemberhentian/ pembebasan sementara sebagai anggota, dan
Pemberhentian

Pemberhentian/ pembebasan sementara :

a.

Sebagai anggota biasa/ luar biasa dilakukan oleh Pengurus PGRI
Cabang/ Cabang Khusus atau Pengurus PGRI yang mengurus
keanggotaannya.

Selaku anggota pengurus organisasi dilakukan oleh rapat pleno
pengurus organisasi yang bersangkutan dan dipertanggungjawabkan
pada forum, organisasi yang setingkat.

Sebagai anggota Pengurus Besar PGRI dapat dilakukan oleh
keputusan apat  pleno Pengurus Besar PGRI yang
dipertanggungjawabkan kepada Konferensi Kerja Nasional.

Sebagai anggota PGRI berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan
sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah
pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan
pemberhentian tetap.

Sebagai anggota pengurus berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun
dan sesudah jangka waktu tersebut wajib ditentukan apakah
pemberhentian sementara itu dicabut atau dilanjutkan dengan
pemberhentian tetap.

Sebelum suatu tindakan didiplin dilakukan, pengurus organisasi yang
mempunyai wewenang untuk menegakkan tindakan disiplin wajib

mengadakan penyelidikan yang seksama.
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(5) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap
bersalah diberi kesempatan membela diri dengan cukup disertai
pembuktian yang sah.

(6) Semua anggota yang terkena tindakan disiplin organisasi mempunyai hak
banding kepada instansi organisasi yang lebih tinggi sampai ke tingkat
kongres.

BAB III
ORGANISASI TINGKAT NASIONAL
Pasal 12
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan Organisasi
(1) Organisasi Tingkat Nasional merupakan institusi tertinggi organisasi yang
meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk sekolah-sekolah
Indonesia di luar negeri yang memiliki keanggotaan PGRI.
(2) Kongres merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.
(3) Organisasi Tingkat Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik
Indonesia.
(4) Perangkat kelengkapan organisasi tingkat nasional terdiri dari :
a. Pengurus Besar
b. Anak Lembaga dan Badan Khusus Tingkat Nasional.
c. Himpunan/ ikatan/ asosiasi profesi dan keahlian sejenis tingkat
nasional.
Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional.
Forum organisasi lainnya Tingkat Nasional.
BAdan Penasehat Tingkat Nasional.
Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia.

© e A

BAB IV
ORGANISASI TINGKAT PROVINSI
Pasal 13
Status, Wilayah dan Perangkat Kelengkapan Organisasi
(1) Organisasi PGRI Provinsi meliputi wilayah satu provinsi.
(2) Dalam wilayah satu provinsi tidak boleh didirikan organisasi PGRI
provinsi yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.
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(3) Jika wilayah satu provinsi berkembang menjadi lebih dari satu provinsi
yang sederajat, dapat didirikan organisasi PGRI provinsi yang baru
dengan tata cara sebagai berikut :

(4)

a.
b.

Pengurus PGRI Provinsi induk mengadakan Konferensi Khusus.
Konferensi Khusus menetapkan Pengurus PGRI provinsi baru sebagai
penanggungjawab organisasi di provinsi tersebut.

Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggung jawab
penyelenggaraan  konferensi  provinsi berlaku pula  bagi
penyelenggaraan konferensi khusus.

Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI provinsi terdiri dari :

a.

b.
C.
d

o

Pengurus PGRI Provinsi

Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi.

Himpunan/ Ikatan/ Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Provinsi.
Konferensi PGRI Provinsi, Konferensi Provinsi Luar Biasa, Konferensi
Kerja PGRI Provinsi dan forum organisasi lainnya.

Badan Penasehat PGRI Provinsi.

Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia.

Pasal 14
Pengesahan dan Penolakan Organisasi PGRI Provinsi

(1) Pengesahan Organisasi PGRI Provinsi

18

a.

Pengesahan Organisasi PGRI Provinsi yang baru dilakukan oleh

Pengurus Besar.

Untuk memperoleh pengesahan sebagai Organisasi PGRI Provinsi,

Pengurus PGRI Provinsi induk mengajukan Surat Permintaan

Pengesahan kepada Pengurus Besar dengan menjelaskan :

- Nama calon Organisasi PGRI Provinsi

- Susunan Pengurus PGRI Provinsi pertama kali.

- Alamat Pengurus/Kantor Organisasi PGRI Provinsi.

- Laporan/berita acara tentang pembentukan Organisasi PGRI
Provinsi yang bersangkutan.

- Keadaan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota/ dan Organisasi PGRI
Cabang/Cabang Khusus di bawahnya

Organisasi PGRI Provinsi dianggap sah apabila sudah menerimaSurat

Pengesahan dari Pengurus Besar.

Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :
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- Pembentukannya telah sesuai dengan syarat-syarat / prosedur
yang telah ditetapkan

- Dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 13 ayat(1), (2), dan (3).

- Calon Organisasi PGRI Provinsi telah menyelesaikan administrasi
organisasi.

- Memperlihatkan kegiatan organisasi.

(2) Penolakan pengesahan Organisasi PGRI Provinsi

a.

Penolakan pengesahan Organisasi PGRI Provinsi dilakukan oleh
Pengurus Besar PGRI dengan pemberitahuan melalui surat penolakan
kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.

Calon Organisasi PGRI Provinsi yang ditolak permintaan
pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada
Koferensi Kerja Nasional tahun berikutnya yang wajib diagendakan
secara khusus oleh Pengurus Besar.

Pasal 15
Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran Organisasi
PGRI Provinsi

(1) Pembekuan Organisasi PGRI Provinsi berarti :

a.

Menonaktifkan seluruh kepengurusan Organisasi PGRI Provinsi dan

mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas

nama PGRI,

Pembekuan, dan pencairan kembali Organisasi Provinsi dilakukan

oleh Pengurus Besar yang kemudian memberikan pertanggung

jawabannya kepada  Konferensi Kerja Nasional dengan

mempertimbangkan usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi yang

bersangkutan.

Pembekuan dilakukan karena pengurus :

- melanggar Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia.

- melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga serta
ketentuan organisasi lainnya,dan

- tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.

Pembekuan wajib didahului dengan peringatan tertulis oleh

Pengurus Besar sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut.

Sesudah Organisasi Provinsi dibekukan, segala kegiatan organisasi

yang ada di daerahnya diurus langsung oleh Pengurus Besar dan
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segala urusan Organisasi PGRI Provinsi menjadi tanggung jawab
Pengurus Besar.

(2) Pencairan Organisasi PGRI Provinsi.

a.

Pengurus Besar wajib mengidupkan kembali Organisaai PGRI
Provinsi antara lain dengan menyelenggarakan Konferensi PGRI
Provinsi, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah dibekukan.
Pengurus Besar dapat mencairkan kembali suatu Organisasi PGRI
Provinsi yang dibekukan kalau Organisasi PGRI Provinsi tersebut
telah dapat melakukan tugasnya secara wajar.

(3) Pembubaran Organisasi PGRI Provinsi.

a.

Organisasi PGRI Provinsi dibubarkan oleh Konferensi Kerja Nasional
jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan setelah berbagai
upaya menghidupkan kembali tidak juga berhasil.

. Sesudah Organisasi PGRI Provinsi dibubarkan, Organsasi PGRI

Kabupaten/Kota dan organisasi di bawahnya yang tetap memenuhi
syarat diurus langsung oleh Pengurus Besar.

Kekayaan Organisasi PGRI Provinsi, utang-piutang dan urusanlain-lain
dari Organisasi PGRI Provinsi yang dibubarkan menjadi
tanggungjawab

Pengurus Besar.

Pembubaran seda pengalihan segala kekayaan Organisasi PGRI
Provinsi oleh Pengurus Besar wajib diumumkan melalui media massa
baik cetak maupun

elektroniksetempat.
BABV
ORGANISASI PGRI KABUPATENIKOTA
Pasal 16

Status. Wilayah. dan Perangkat Kelengkapan

(1) Wilayah Organisasi PGRI TingkatKabupaten dapat meliputi:

a.
b.

satu Kabupaten, dan atau
satu Kota

(2) Dalam wilayah satu Organisasi PGRI Kabupaten tidak boleh didirikan
Onganisasi PGRI Kabupaten lain yang mempunyai batas wilayah yang

20
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(3)

(4)

(1)

(2)

Jika wilayah satu Organisasi PGRI Kabupaten/Kota berkembang menjadi
lebih dan satu Kabupaten yang sederajat, dapat didirikan Organisasi PGRI
Kabupaten/Kota yangbaru dengan tatacara sebagai berikut :

a. Pengurus PGRI KabupatenKota mengadakan Konferensi PGRI
Kabupaten/Kota khusus untuk menetapkan pembentukan Organisasi
PGRI Kabupaten/Kota baru.

b. Konferensi PGRI Kabupaten/Kota menetapkan Pengums PGRI
Kabupaten yang baru sebagai penanggungjawab onganisi di daerah
baru tersebut,

c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang tanggung jawab
penyelenggaraan konferensi PGRIberlaku pula bagi penyelenggara
konferensi tersebut .

Perangkat Kelengkapan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari :

a. Pengurus PGRIKabupaten/Kota.

b. Anak Lembaga dan Badan Khusus Kabupaten/Kota.

c. Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Kabupaten/

Kota.

d. Konferensi PGRI Kabupaten/Kota, Konferensi Luar Biasa PGRI
Kabupaten/Kota, Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota dan forum
organisasi lainnya.

e. Badan PenasihatPGRIKabupaten/Kota.

f. Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia.

Pasal 17
Pengesahan dan Penolakan

Organisasi PGRI Kabupaten/Kota
Pengesahan organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang baru dilakukan oleh
Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus
PGRI Provinsi yang bersangkutan.
Untuk memperoleh pengesahan sebagai Organisasi PGRI Kabupaten/
Kota, Pengurus PGRI Kabupaten/Kota mengajukan Surat Permintaan
Pengesahan kepada Pengurus Besar melalui Pengurus PGRI Provinsi
dengan menjelaskan :
a. Nama Calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kota.
b. Susunan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota pertama kali.
c. Alamat Pengurus/Kantor Organisasi PGRI Kabupaten/Kota.

Falsafob Gurw | 21



(3)
(4)

(5)

(6)

(1)
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d. Laporan/Berita Acara tentang pembentuk Organisasi PGRI Kabupaten/
Kota yang bersangkutan.

e. Keadaan Organisasi Cabang/Cabang Khusus bawahnya

Organisasi PGRI Kabupaten/kota dianggap sah apabila sudah menerima

surat pengesahan dari Pengurus Besar.

Pengesahan diberikan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. pembentukannya telah sesuai dengan syarat dan prosedur yang
ditetapkan dalamAnggaran Rumah Tangga pasal 16 ayat (1),(2), dan
3),

b. calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kota telah menyelesaikan
administrasi onganisasi

c. memperlihatkan kegiatan organisasi

d. usul dan saran Pengurus PGRIProvinsi yang bersangkutan.

Penolakan pengesahan Organisasi Kabupaten/Kota dilakukan oleh

Pengurus Besar dengan mempertimbangkan usul dan saran Pengurus

PGRI Provinsi yang bersangkutan yang diberitahukan dengan surat

penolakan kepada yang berkepentingan dengan menjelaskan alasannya.

Calon Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang ditolak permintaan

pengesahannya dapat mengajukan permasalahannya kepada Konferensi

Kerja Nasional tahun berikutnya yang wajib diagendakan secara khusus

oleh Pengurus Besar.

Pasal 18
Pembekuan, Pencairan, dan Pembubaran
Organisasi PGRI Kabupaten/Kota

Pembekuan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota :

a. Pembekuan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota berarti menonaktifkan
seluruh kepengurusan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dan
mencabut seluruh hak-haknya untuk mengadakan ikatan-ikatan atas
nama PGRI.

b. Pembekuan dilakukan karena Pengurus :

- melanggar Kode Etik dan Ikrar Guru Indonesia,

- melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, dan
ketentuan organisasi lainnya, dan

- tidak memperlihatkan kehidupan/kegiatan organisasi.
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Pembekuan wajib didahuluidengan peringatan tertulis oleh Pengurus
Besar sekurang-kurangnya tiga kali berturut-turut.

Sesudah Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dibekukan, segala kegiatan
organisasi dan segala urusan yang ada di daerahnya diurus langsung
oleh Pengurus Besar dan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar.
Pengurusan kegiatan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang
dibekukan tersebut dalam ayat (1) butir d pasal ini dapat
didelegasikan kepada Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan.
Pembekuan dan pencarian kembaliOrganisasi PGRI Kabupaten/kota
dapat dilakukan oleh Pengurus Besar dengan mempertimbangkan
usul dan saran Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan kemudian
wajib mempertanggungjawabkannya kepada Konferensi Kerja
Nasional.

(2) Pencairan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota

a.

Pengurus Besar wajib menghidupkan kembali Organisasi PGRI
Kabupaten/kota antara lain dengan menyelenggarakan Konferensi
PGRI Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah
pembekuan.

Pengurus Besar dapat mencairkan kembali suatu Organisasi PGRI
Kabupaten/Kota yang dibekuk kalau Organisasi PGRI Kabupaten/
Kota tersebut telah dapat melakukan tugasnya secara wajar dengan
mempertimbangkan usul dan sarana Pengurus PGRIP rovinsi.

(3) Pembubaran Organisasi PGRI Kabupaten/Kota

a.

Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dapat dibubarkan oleh Konferensi
Kerja Nasional jika 12 (dua belas) bulan sesudah dibekukan dan
setelah berbagai upaya untuk menghidupkan kembali tidak juga
berhasil.

Sesudah Organisasi PGRI Kabupaten/Kota dibubarkan, Organisasi
Cabang/Cabang Khusus yang tetap memenuhi syarat diurus langsung
oleh Pengurus Besar yang pelaksanaannya dapat didelegasikan
kepada Pengurus PGRI Provinsi yang bersangkutan atau kepada
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang berdekatan.

Kekayaan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota, utang-piutang, dan
urusan lain-lain dari Organisasi PGRI Kabupaten/Kota yang
dibubarkan menjadi tanggung jawab Pengurus Besar yang
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pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Pengurus PGRIProvinsi
yang bersangkutan.

d. Pembubaran serta pengalihan segala kekayaan Organisasi PGRI
Kabupaten kota oleh Pengurus Besar wajib diumumkan melalui
media massa baik cetak maupun elektronik setempat.

BAB VI
ORGANISASI PGRI CABANGICABANG KHUSUS
Pasal 19
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan
Organisasi

(1) Wilayah Organisasi Cabang meliputi wilayah satu kecamatan.

(2) Wilayah Organisasi Cabang Khusus dapat meliputi satu unit kerja tingkat
nasional atau tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota atau satu unit
karja perguruan tinggi.

(3) Perangkat Kelengkapan Organisasi Cabang/Cabang Khusus terdiri dari :

- Pengurus Cabang/Cabang Khusus.

- Anak Lembaga dan Badan Khusus Cabang/Cabang Khusus.

- Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis Cabang/
Cabang Khusus.

- Konferensi Cabang/Cabang Khusus, Konferensi Cabang/Cabang
Khusus Luar Biasa, Konferensi Kerja Cabang/Cabang Khusus, dan
forum organisasi lainnya.

- Badan PenasihatCabang/Cabang Khusus

Pasal 20
Pengesahan dan Penolakan Organisasi
Cabang/Cabang Khusus

Anggaran Rumah Tangga pasal 14 dan 17 berlaku pula bagi pengesahan dan
penolakan permintaan pembentukan Cabang/Cabang Khusus, dengan
ketentuan bahwa yang berhak memberikan atau menolak permintaan
pengesahan Cabang/Cabang Khusus adalah Pengurus PGRI Provinsi dengan
mempertimbangkan usul dan pendapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang
bersangkutan.
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Pasal 21
Pembekuan, Pencairan, dan
PembubaranCabang/Cabang Khusus
Anggaran Rumah Tangga pasal 15 dan 18 berlaku pula bagi pembekuan,
pencairan dan pembubaran Cabang/Cabang Khusus, dengan ketentuan bahwa
yang berhak menetapkan pembekuan, pencairan, dan pembubaran adalah
Pengurus PGRI Provinsi dengan memperhatikan usul dan pendapat Pengurus
PGRIKabupaten/Kota yang bersangkutan.

BAB VII
ORGANISASI PGRI RANTING
Pasal 22
Status, Wilayah, dan Perangkat Kelengkapan
Organisasi

(1) Wilayah Organisasi Ranting dapat meliputi Satu kelurahan/desa. atau
Satu unit kerja tingkat kecamatan/satu satuan pendidikan/gugus sekolah.

(2) Dalam wilayah satu Organisasi Ranting tidak boleh didirikan Organisasi
Ranting yang lain yang mempunyai batas wilayah yang sama.

(3) Jika wilayah satu Organisasi Ranting berkembang menjadi lebih dari satu
kelurahan/desa atau terdapat satuan pendidikan atau gugus sekolah baru
yang sederajat dapat didirikan Organisasi Ranting yang baru dengan tata
cara sebagai benkut:

a. Pengurus Ranting mengadakan Rapat Anggota untuk menetapkan
mmbentukan Organisasi Ranting yang baru.

b. Rapat Anggota tersebut menetapkan Pengurus Ranting yang baru
sebagai penanggung jawab organisasi di daerah yang baru tersebut.

c. Ketentuan tentang tata cara, wewenang dan tanggungjawab
penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI berlaku pula bagi
penyelenggaraan Rapat Anggota PGRI tersebut.

(4) Perangkat Kelengkapan Organisasi Ranting terdiri dari :

a. Pengurus Ranting

b. Badan Khusus yang dibentuk Ranting

c. RapatPengurus Ranting, RapatAnggota, dan pertemuan lainnya.
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Pasal23
Pengesahan dan Penolakan
Pembentukan Ranting
Anggaran Rumah Tangga pasal 14 dan 17 bertaku pula bagi pengesahan dan
penolakan permintaan pembentukan Ranting dengan ketentuan bahwa yang
berhak memberikan atau menolak permintaan pengesahan Ranting adalah
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan usul dan
pendapat Pengurus Cabang/Cabang Khusus yang bersangkutan.

Pasal 24
Pembentukan, Pencairan, dan
Pembubaran Ranting
Anggaran Rumah Tangga pasal 15 dan 18 berlaku pula bagi pembentukan.
pencairan dan Pembubaran Ranting dengan ketentuan bahwa yang berhak
memberikan atau menolak permintaan pengesahan Ranting adalah Pengurus
PGRI Kabupaten/Kota dengan memperhatikan usul dan pendapat Pengurus
Cabang/Cabang Khusus yang bersangkutan.

BAB VIII
SYARAT-SYARAT PENGURUS
Pasal 25
Syarat Umum dan Syarat Khusus

(1) Semua anggota kepengurusan organisasi PGRI di semua jenis dan
tingkatan wajib memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut:

a. Beriman dan bertagwakepadaTuhanYang Maha Esa.

b. Berjiwa dan melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
secara murni dan konsekuen.

c. Anggota PGRI yang telah membuktikan peran serta aktif dalam
kepengurusan dan atau terhadap organisasi.

d. Bersih, jujur, bermoral tinggi, bertanggung jawab, terbuka, dan
berwawasan luas.

(2) Anggota Pengums Besar, Pengurus PGRI Provinsi Pengurus PGRI
Kabupaten/Kota. Pengurus Cabang/Cabang Khusus, dan Pengums
Ranting, di samping mmenuhi syarat umum tersebut dalam ayat (1) pasal
ini wajib memenuhi syarat khusus sebagai berikut :
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(1)
(2)

a. pernah duduk dalam kepengurusan organisasi pada tingkat yang
sama atau paling rendah 2 tingkat dibawahnya, kecuali untuk
Pengurus Cabang/Cabang Khusus dan Ranting.

LI =T =2

bekerja dan atau bertempattinggal di wilayah kerja organisasi.

tidak merangkap jabatan Pengurus PGRI pada tingkat lainnya

tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik

tidak menduduki jabatan pengurus lebih dari dua kali masa bakti

berturuttumt dalam jabatan yang sama.

Dalam kepengurusan PGRIperlu dilaksanakan kesetaraan gender.

BAB IX
PENGURUS BESAR
Pasal26
Susunan Pengurus

Pengurus Besar PGRI berjumlah paling banyak 25 orang dengan susunan
sebagai berikut:
a. Pengurus Harian:

1.

O 0N A WD

(R QY
N R O

Ketua Umum

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

Ketua

SekretarisJenderal
Wakil Sekretarisjenderal

. Wakil SekretarisJenderal
. Wakil SekretarisJenderal
. Bendahara

13.

Wakil Bendahara

b. Departemen:

14.
15.
16.
17.
18.

Departemen Organisasi dan kaderisasi
Departemen Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan
Departemen infomasi dan Komunikasi
Departemen Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan dan Pelatihan
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19. Departemen Hubungan Kerja sama Luar Negeri

20. Departemen Pengembangan Karier dan Profesi

21. Departemen Kerohanian

22. Departemen Pemberdayaan Perempuan

23. Departemen Pengembangan Kesenian. Kebudayaan dan Olahraga
24. Departemen Pengabdian Masyarakat

25. Departemen Advokasi dan Penindungan Hukum

Pasal 27

Pemilihan Pengurus Besar
Pada setiap Kongres, Pengurus Besar mengakhiri masa baktinya dan
diselenggarakan pemilihan Pengurus Besar yang baru.
Calon Pengurus Besar wajib tercantum dalam daftar nama calon tetap
yang diusulkan Pengurus PGRI Provinsi! Kabupaten/Kota dan disahkan
oleh Kongres.
Pengurus Besar PGRI dipilih oleh Kongres, yang dalam hal ini berturut-
turut memilih Ketua Umum (F 1), enam Ketua dalam satu paket (F2), dan
Sekretaris Jenderal (F3) melalui pemungutan suara secara bebas dan
rahasia.
Kedelapan pengurus terpilih tersebut menjadi format yang bertugas
melengkapi susunan Pengurus Besar sesuai dengan pasal 25 dan pasal 26
Anggaran Rumah Tangga yang diambil dari daftar calon Pengurus Besar
PGRI tersebut pada ayat (2) pasal ini dengan memperhatikan
keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
Serah terima Pengurus Besar lama kepada Pengurus Besar baru
dilakukan di hadapan peserta Kongres yang bersangkutan.H al-hal yang
berkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih
menjadi tanggungan pengurus lama sampai ada penyelesaian dengan
pengurus baru selambatlambatnya 15 hari setelah kongres.
Pemilihan Pengurus Besar dipimpin Panitia Pemilihan Pengurus Besar
PGRI yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh Kongres
Sebelum memulai tugasnya, seluruh Pengurus Besar mengucapkan janji
di hadapan peserta kongres yang memilihnya.
Dalam hal kekosongan anggota Pengurus Besar pengisian dilakukan oleh
Rapat Pengurus Besar dan hasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja
Nasional kecuali untuk jabatan Pengurus Han‘an terpilih pengisiannya
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(1)

(2)

3)
(4)
(5)
(6)

wajib dilakukan oleh Konferensi Kerja Nasional dengan tetap
mengindahkan pasal 25 dan pasal 26Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 28
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Besar

Pengurus Besar PGRI bertugas menentukan kebijakan organisasi dan
melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Kongres, Kongres
Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional dan Rapat Pengurus Besar PGRI.
Penjabaran tugas Pengurus Besar diatur tersendiri dalam ketentuan
organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Besar PGRI merupakan
badan pelaksana tertinggi yang kolektif.
Pengurus Besar mewakili PGRI di dalam dan di luar pengadilan yang
pelaksanaannya diatur dalam peraturan organisasi.
Pengururs Besar bertanggung jawab kepada kongres atas kepengurusan
organisasi untuk masa baktinya.
Pengurus Besar bertanggung jawab atas pelaksanaan Kode Etik Guru
Indonesia, lkrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar, dan Anggaran Rumah
Tangga serta keputusan Kongres dan Konferensi Kerja Nasional.

BAB X
PENGURUS PGRI PROVINSI
Pasal 29
Susunan Pengurus

(1) Dalam kepengurusan PGRI perlu dilaksanakan kesetaraan gender,

(2)

Pengurus PGRI Provinsi berjumlah paling banyak 2 orang dengan
susunan sebagai berikut :

a. Pengurus Harian berjumlah 9 orang

Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris Umum

o1k Wi

Wakil Sekretaris Umum
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(2)

3)

(4)
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7. Wakil Sekretaris Umum
8. Bendahara
9. Wakil Bendahara

b. Pengurus PGRI Provinsi dapat dilengkapi paling banyak 12 (dua
belas) Ketua Biro yang nama, susunan, serta fungsinya dapat
mengacu pada susunan serta fungsi Departemen di Pengurus Besar
atau berdasar pada pembagian tugas dan fungsi organisasi yang
disesuaikan dengan kondisi daerah, efektivitas serta efisiensi, dan
atau bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 30
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Provinsi

Pengurus PGRI Provinsi bertugas dan berkewajiban :

a. menentukan kebijakan organisasi dan melaksanakan segala
ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran
Rumah Tangga, keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa,
Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi, Konferensi
Kerja PGRI Provinsi, dan Rapat Pengurus PGRIP rovinsi di
wilayahnya.

b. melaksanakan program kerja organisasi baik program kerja nasionai
maupun program kerja provinsi.

c. mengawasi, mengkoordinasi, membimbing dan membina. aktifitas
Pengums PGRI Kabupaten/Kota.

d. menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta
kelancaran keuangan Pengurus Besar dan Pengurus Provinsi.

Penjabaran tugas Pengurus Provinsi diatur dalam ketentuan organisasi

yang menjadi bagian yang tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus PGRI Provinsi bertanggungjawab atas terlaksananya segala

ketentuan dalam Kode Etik Guru Indonesia, ikrar Guru Indonesia,

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres.

Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi serta Konferensi

Kerja PGRIP rovinsi.

Pengurus PGRI Provinsi bertanggung jawab kepada Konferensi PGRI

Provinsi atas kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.
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(5)

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, pengurus PGRI Provinsi
merupakan badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat
kolektif berdasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab,
demokrasi, dan kekeluargaan.

Pengurus PGRI Provinsi berkewajiban mengirimkan laporan kepada
Pengurus Besar setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 31
Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi

Pada setiap Konferensi PGRI Provinsi yang diadakan paling lambat 6

(enam) bulan setelah Kongres Pengurus PGRI Provinsi wajib mengakhiri

masa baktinya dan diselenggarakan pemilihan Pengurus PGRI Provinsi

yang baru.

Bakal Calon Pengurus PGRI Provinsi wajib tercantum dalam daftar nama

calon yang diusulkan Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus paling

lambat satu bulan sebelum Konferensi Provinsi.

Tata cara dan proses pencalonan diatur sebagai berikut:

a. Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus berhak mencalonkan
sebanyak-banyaknya 18 orang bakal calon yang memenuhi syarat
sesuai pasal 25 Anggaran Rumah Tangga.

b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan
Konferensi PGRI Provinsi, sebuah Panitia Khusus meneliti semua
persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan
menyampaikan rekomendasi kepada Konferensi.

c. Panitia Khusus diangkat dan ditetapkan Konferensi Kerja PGRI
Provinsi terakhir yang terdiri dari wakil lima Pengurus PGRI
Kabupaten/Kota.

Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI Provinsi diatur sebagai

berikut:

a. Konferensi memilih secara langsung berturut-turut Ketua (F1), tiga
Wakil Ketua (F2) dalam satu paket, dan Sekretaris Umum (F3).

b. Calon Pengurus hams terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan
oleh Pengurus Cabang/Cabang Khusus.

c. Kelima Pengurus Harian terpilih tersebut bertindak selaku formatur
dengan wewenang dari Konferensi untuk melengkapi susunan
Pengurus PGRI Provinsi seperti dimaksud pasal 25 dan pasal 29
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(5)

(6)

(7)

(1)
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dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30%.

d. Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus PGRI Provinsi dari
nama-nama yang tercantum dalam daftar calon yang diseleksi oleh
Konferensi PGRI Provinsi tersebut.

e. Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi dipimpin oleh Pengurus Besar
PGRI
yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus PGRI
Provinsi yang susunan dan keanggotaannya disahkan oleh
Konferensi PGRI Provinsi di antara peserta Konferensi PGRI Provinsi
tanpa mengikutsertakan anggota Pengurus PGRI Provinsi yang lama.

Serah terima Pengurus PGRI Provinsi lama kepada Pengurus PGRI

Provinsi baru dilakukan di hadapan peserta konferensi yang

bersangkutan. Hal-hal yang berkaitan dengan inventaris kekayaan dan

keuangan organisasi masih menjadi tanggungan Pengurus PGRI Provinsi
yang lama sampai ada penyelesaian dengan PGRI Provinsi yang baru
selambat-lambatnyal5hari setelah konferensi.

sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PGRI Provinsi

dilantik oleh Pengurus Besar dan mengucapkan janji di hadapan peserta

Konferensi yang memilihnya.

Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus PGRI Provinsi,

pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PGRI Provinsi dan hasilnya

dilaporkan kepada Konferensi Kerja Provinsi kecuali untuk jabatan

Pengurus Harian terpilih, pengisiannya wajib dilakukan oleh Konferensi

Kerja PGRI Provinsi dengan gelap mengindahkan pasal 29, 30, dan pasal

31 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga.

BABXI
PENGURUS PGRI KABUPATENIKOTA
Pasal 32
Susunan Pengurus

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berjumlah paling banyak 19 orang
dengan susunan sebagai berikut.
a. Pengurus Hanan berjumlah 7 orang terdiri dari :

1. Ketua

2.  WakilKetua
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(2)

(1)

(2)

(3)

3.  Wakil Ketua

4. SeKkretaris

5. Wakil Sekretaris
6. Bendahara

7. Wakil Bendahara

b. Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dapat dilengkapi dengan paling
banyak 12 (dua belas) bidang yang susunan serta fungsinya dapat
mengacu pada susunan serta fungsi biro pada Pengurus PGRI
Provinsi atau disesuaikan dengan kebutuhan PGRIK abupaten/Kota.

Pembagian tugas dan fungsi bidang dapat dilaksanakan berdasar pada

acuan pembagian tugas dan fungsi biro di Pengurus PGRI Provinsi yang

disesuaikan dengan kondisi daerah, efektifitas serta efisiensi, dan/atau
bidang tugas yang terkait dengan program organisasi.

Pasal 33
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus PGRI
Kabupaten/kota

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertugas dan berkewajiban :

a. Menentukan kebijakan Organisasi dan melaksanakan segala
ketentuan dan kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar. Anggaran
Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Kongres, Kongres Luar Biasa,
Konferensi Kerja Nasional. Konferensi PGRI Provinsi dan Kabupaten/
Kota, Konferensi Kerja PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rapat
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota di wilayahnya.

b. Melaksanakan program kerja nasional di wilayahnya, program kerja
provinsi di wilayahnya, dan program kerja PGRI Kabupaten/Kota.

c. Mengawasi, mengkoordinasi. membimbing dan membina aktifitas
Pengurus Cabang.

d. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta
kelancaran keuangan Pengurus Besar, Pengurus PGRI Provinsi dan
Pengurus PGRIKabupaten/Kota.

Penjabaran tugas Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diatur dalam

ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak

bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertanggungjawab atas terlaksananya

segala ketentuan dalam Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia,
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Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres,
KonferenSi Kerja Nasional, Konferensi PGRI Provinsi dan Kabupaten/
Kota, Konferensi Kerja PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Rapat
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Konferensi
PGRI Kabupaten/Kota atas kepengurusan organisasi untuk masa
baktinya.

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota merupakan badan pelaksana organisasi
tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif dengan berlandaskan pada
prinsip keterbukaan, demokrasi, tanggungjawab, dan kekeluargaan.
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota berkewajiban mengirimkan laporan
kepada Pengurus PGRI Provinsi dengan tembusan kepada Pengurus Besar
setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34
Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dipilih oleh Konferensi PGRI

Kabupaten/Kota yang wajib diadakan paling lambat 6 (enam) bulan

setelah Konferensi PGRI Provinsi.

Bakal calon Pengurus PGRI Kabupaten/Kotaharus terdaftar dalam

daftar calon yang diusulkan oleh Pengurus Ranting dan/atau perwakilan

anggota.

Tata cara dan proses pencalonan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

dilaksanakan sebagai berikut:

a. Pengurus PGRI baik ranting unit kerja maupun ranting desa dan/atau
perwakilan anggota sekurang-kurangnya 25 anggota yang tidak
termasuk ranting berhak mencalonkan sebanyak-banyaknya 13
orang bakal calon yang memenuhi syarat sesuai pasal 25.

b. Sebelum diajukan untuk menjadi calon tetap dan disahkan
Konferensi PGRI Kabupaten/Kota, sebuah Panitia Khusus meneliti
semi persyaratan teknis dan administratif para bakal calon dan
menyampaikanrekomendasinya kepada Konferensi.

c. Panitia Khusus diangkat danditetapkan Konferensi Kerja PGRI
Kabupaten/Kota terakhir yang terdiri dari wakil lima Pengurus PGRI
Cabang/Cabang Khusus.
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(5)

(6)

d. Jika Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus kurang dari lima, Panitia
Khusus dapat dilengkapi hingga berjumlah lima dari Pengurus PGRI
Ranting dari ibukota Kabupaten/Kota.

Tata cara dan proses pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diatur

sebagai berikut:

a. Konferensi memilih secara berturut-turut Ketua (F-1) dua Wakil
Ketua (F2) dalam satu paket, Sekretaris (F3), melalui pemungutan
suara secara bebas dan rahasia.

b. Calon Pengurus harus terdaftar dalam daftar calon yang diusulkan
oleh Pengurus Ranting dan/atau perwakilan anggota.

c. Keempat Pengurus Harian terpilih tersebut bertindak selaku
formatur dengan wewenang dari Konferensi untuk melengkapi
susunan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota seperti termaksud pasal 25
dan 29 dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-
kurangnya 30%.

d. Formatur wajib melengkapi susunan Pengurus Kabupaten/Kota dari
namanama yang tercantum dalam daftar calon yang disahkan oleh
Konferensi PGRIK abupaten/Kota tersebut.

e. Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pengurus
PGRI Provinsi yang dibantu oleh Panitia Pelaksana Pemilihan
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang susunan dan keanggotaannya
disahkan oleh Konferensi PGRI Kabupaten/Kota di antara peserta
Konferensi PGRI Kabupaten/Kotatanpa mengikutsertakan anggota
Pengurus PGRI Kabu paten/Kota yang lama.

Serah terima Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang lama kepada
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru dilakukan di hadapan peserta
konferensi Kabupaten/Kota yang memilihnya. Hal-hal yang berkaitan
dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi masih menjadi
tanggungan Pengums PGRI Kabupaten/Kota yang lama sampai ada
penyelesaian dengan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru
selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah konferensi.

Sebelum memulai tugasnya, seluruh anggota Pengurus PGRI

Kabupaten/Kota dilantik oleh Pengurus PGRI Provinsi dan mengucapkan

janji dihadapan peserta Konferensi PGRl Kabupaten/Kota yang

memilihnya.
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(7) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,

pengisiannya dilakukan oleh Rapat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
danhasilnya dilaporkan kepada Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota
kecuali untuk jabatan Pengurus Harian Terpilih. pengisiannya wajib
dilakukan oleh Konferensi Kerja PGRl Kabupaten/Kota dengan tetap
mengindahkan pasal 29, 30, dan pasal 31 ayat (2) Anggaran Rumah
Tangga.

BAB XII
PENGURUS PGRI CABANG/CABANG KHUSUS
Pasal 35
Susunan Pengurus

Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus terdiri dari 17 orang dengan susunan
sebagai berikut:

a.

(1)

(2)

36

Pengurus Harian sebanyak 5 orang yang terdiri dari :

1. Ketua

2.  WakilKetua

3. Sekretaris

4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara

Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus dapat dilengkapi paling banyak
12 (duabelas) seksi, yang nama, susunan serta fungsinya dapat mengacu
pada nama, susunan serta fungsi Bidang pada Pengurus PGR|
Kabupateanota atau disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pasal 36
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Cabang
Pengurus Cabang bertugas menentukan kebijakan organisasi dan
berkewajiban untuk melaksanakan segala ketentuan dan kebijakan sesuai
dengan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan
Kongres, Kongres Luar Biasa, Konferensi Kerja Nasional, Konferensi PGRI
Provinsi, Kabupaten/Kota dan Cabang, Konferensi Kerja PGRI Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Cabang Rapat Pengurus Cabang di wilayahnya.
Penjabaran tugas Pengurus Cabang dan Cabang Khusus diatur dalam
ketentuan organisasi yang menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak
bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga.
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(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Tugas pokok Pengurus Cabang meliputi antara lain :

a. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktivitas
Pengurus Ranting dan Anggota.

b. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta
kelancaran keuangan Pengurus Besar, Pengurus PGRI Provinsi,
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dan Pengurus PGRI Cabang.

Pengurus Cabang bertanggungjawab atas tedaksananya segala ketentuan

dalam Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar.

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Konferensi Kerja Nasional.

Konferensi PGRI tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Konferensi

Kerja ngkat Provinsi dan Kabupateanota.

Pengurus Cabang bertanggungjawab kepada Konferensi Cabang atas

kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Cabang merupakan

badan pelaksana tertinggi di wilayahnya yang bersifat kolektif.

Pengurus Cabang berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus

PGRI Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Pengurus PGRI Provinsi

setiap6 (enam) bulan sekali.

Pasal 37

Pemilihan Pengurus PGRI Cubang/Cabang Khusus
Pengurus Cabang dipilih oleh Konferensi PGRI Cabang/Cabang Khusus
yang diadakan setelah masa baktinya berakhir.
Pemilihan Pengurus Cabang dapat dilaksanakan secara langsung dan atau
perwakilan.
Konferensi PGRI Cabang memilih berturut-turut Ketua (F1), seorang
Wakil Ketua (F2). dan Sekretaris (F3). Melalui pemungutan suara secara
bebas dan rahasia.
Ketiga Pengurus tersebut bertindak selaku formatur dengan wewenang
dari Konferensi untuk melengkapi susunan Pengurus Cabang seperti yang
termaksud dalam pasal 25 dan pasal 35 Anggaran Rumah Tangga.
Formatur melengkapi susunan Pengurus PGRI Cabang dari nama-nama
yang tercantum dalam daftar calon Pengurus Cabang yang disahkan oleh
rapat Pengurus Cabang tersebut.
Pencalonan Pengurus Cabang dilaksanakan oleh Konferensi Cabang.
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(7)

(8)

(9)

Serah terima Pengurus PGRI Cabang/cabang Khusus yang lama kepada
Pengurus PGRI Cabang/cabang Khusus yang baru dilakukan di hadapan
peserta konferensi Cabang/cabang Khusus yang memilihnya. Hal-hal
yangberkaitan dengan inventaris, kekayaan dan keuangan organisasi
masihmenjadi tanggungan Pengurus PGRI Cabang/cabang Khusus yang
lamasampai ada penyelesaian dengan Pengurus PGRI Cabang/cabang
Khususyang baru selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah
konferensi.

Dalam hal terjadi kekosongan anggota pengurus, pengisiannya dilakukan
oleh Rapat Pleno Pengurus Cabang, kecuali untuk jabatan Pengurus
Harian terpilih pengisiannya wajib dilakukan Konferensi Kerja Cabang
PGRI dengan tetap mengindahkan pasal 29, 30 dan pasal 31 ayat
(2)Anggaran Rumah Tangga.

Pemilihan Pengurus Cabang/Cabang Khusus dipimpin oleh Pengurus
PGRIKabupaten/Kota.

(10)Sebelum memulal tugasnya, Pengurus Cabang mengucapkan janji dan

dilantik oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota dihadapan peserta
Konferensi Cabang yang memilihnya.

BAB XIII
PENGURUS RANTING
Pasal 88 Susunan Pengurus Ranting

Susunan Pengurus Ranting terdiri dari :

a.

o a0 T

(1)

38

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

Bendahara

Sebanyak-banyaknya empat orang anggota pengurus

Pasal 39
Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Ranting
Pengurus Ranting bertugas melaksanakan segala ketentuan dan
kebijakan sesuai dengan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga,
Keputusan. Keputusan Forum Organisasi yang lebih tinggi, Rapat
Anggota, dan Rapat Pengurus Ranting di wilayahnya.
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(2)

(3)

(4)

(5)
(6)
(7

(1)

(2)

(3)

(4)

Penjabaran tugas Pengurus Ranting diatur dalam ketentuan organisasi
menjadi bagian tak terpisahkan dan tidak bertentangan dengan Anggaran
RumahTangga.

Tugas pokok Pengurus Ranting meliputi antara lain :

a. Mengawasi, mengkoordinasi, membimbing, dan membina aktivitas
para anggota.

b. Menegakkan disiplin organisasi dan mengatur ketertiban serta
kelancaran iuran anggota serta penyalurannya sesuai ketentuan
organisasi.

Pengurus Ranting bertanggungjawab atas terlaksananya ketentuan dalam

Kode Etik Guru Indonesia, Ikrar Guru Indonesia, Anggaran Dasar.

Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan Forum Organisasi yang

lebih tinggi, RapatAnggota dan RapatPengurus Ranting di wilayahnya.

Dalam menjalankan kebijakan tersebut, Pengurus Ranting merupakan

badan pelaksana di wilayah yang bersifatk olektif.

Pengurus Ranting tanggungjawab kepada Rapat Anggota atas

kepengurusan organisasi untuk masa baktinya.

Pengurus Ranting berkewajiban mengirimkan laporan kepada Pengurus

Cabang dengan tembusan kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota setiap

6 (enam) bulan sekali.

Pasal 40

Pemilihan Pengurus Ranting
Pengurus Ranting dipiliholeh Rapat Anggota yang diadakan setelah masa
baktinya berakhir.
Rapat Anggota memilih secara langsung bertumt-turut seorang Ketua.
seorang Wakil ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, dan
sebanyakbanyaknya 4 orang Anggota Pengurus melalui pemungutan
suara secara bebas dan rahasia.
Pencalonan Pengurus Ranting dilaksanakan oleh Rapat Anggota dan
Pengurus Ranting wajib dipilih dari daftar calon yang disahkkan dalam
Rapat Anggota tersebut.
Serah terima Pengurus Ranting lama kepada Pengurus Ranting baru
dilakukan langsung dalam RapatAnggota itu juga.
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Dalam hal terjadi kekosongan Anggota Pengurus, pengisiannya dilakukan
oleh Rapat Pengurus Ranting yang kemudian mempertanggung-
jawabkannya pada RapatAnggota.

Pemilihan Pengurus Ranting dipimpin oleh Pengurus Cabang.

Sebelum memulai tugasnya, Pengurus Ranting dilantik oleh
PengurusCabang dan mengucapkan janji dihadapan peserta Rapat
Anggota yangmemilihnya.

BAB XIV
ANAK LEMBAGA DAN BADAN KHUSUS PGRI
Pasal 41
Anak Lembaga
Untuk membantu mencapai tujuan organisasi Pengurus Besar PGRI
membentuk Anak Lembaga PGRI yang bertugas mengelola bidang-bidang
tertentu dengan kedudukan, tugas, wewenang, dan pimpinannya
ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Pengurus Besar PGRI.
Pengurus Anak Lembaga PGRI di tingkat daerah ditetapkan diangkat dan
bertanggungjawab kepada badan organisasi sesuai tingkatannya.
Fungsi-fungsi anak lembaga menyangkut pelaksanaan, teknis edukatif
dan teknis administrasi menjadi wewenang anak lembaga yang
bersangkum.
Salah seorang anggota Badan Pimpinan Organisasi kecuali Ketua Umum,
Ketua PGRI Propinsi/Kabupaten/Kota, Sekretaris Jendral. Sekretaris
Umum, Sekretaris dan Bendahara diangkat menjadi ketua anak lembaga
sesuai tingkatan.
Pengurus PGRI Provinsi, Kabupaten/Kota menjadi pembina Anak
Lembaga PGRIs ejalan dengan ketentuan dan kebijakan Pengurus Besar
PGRI serta Pimpinan Anak Lembaga TIngkatN asional yang bersangkutan.
Masa bakti Pengurus Anak Lembaga PGRI sama dengan masa bakti
Pengurus sesuai tingkatannya ditempatnya masing-masing.
Terkecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan negara.
akte pendirian sebagai badan hukum sebuah Anak Lembaga dibuat dan
diselenggarakan di tingkat nasional yang berlaku dan dapat digunakan
Oleh semua Anak Lembaga yang sama di daerahnya.
Semua ketentuan mengenai kedudukan, tugas, wewenang, Struktur, dan
mekanisme kerja Anak Lembaga PGRI baik yang sudah ada maupun yang
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(1)

(2)
3)

(1)
(2)

(3)

(4)

disusun dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
ketentuan Anak Lembaga tersebut wajib sejalan dan tidak boleh
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta
peraturan organisasi PGRIL

Pasal 42

Badan Khusus
Pengurus PGRI di setiap tingkatan dapat membentuk badan khusus yang
berfungsi melaksanakan sebagian tugas organisasi untuk mencapai
tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu.
Kedudukan, tugas dan fungsi badan khusus diatur dan ditetapkan
pengurus organisasi di tingkatannya masing-masing.
Badan Khusus dapat dibentuk antara lain: kelompok kerja, tim verifikasi,
keuangan, koperasi guru/karyawan PGRI, Bank Guru Indonesia,
danakesejahteraan, dan kematian dan danasosial.

BAB XV
HIMPUNAN PROFESI DAN KEAHLIAN SE]JENIS

Pasal 43
Dalam upaya peningkatan mutu profesi guru, perlu didayagunakan
berbagai Ikatan guru sejenis.
Untukmenguatkan serta memperlancar mekanisme kerja dalam jaringan
organisasi Himpunan/lkatan/ Asosiasi profesi dan keahlian sejenis
menjadi tugas dan tanggung jawab Departemen/Biro/Bidang
Pengembangan Karierdan Profesi.
Terhadap organisasi profesi di bidang pendidikan lainnya perlu dilakukan
kerjasama atas dasar kemitrasejajaran dalam rangka peningkatan mutu
profesiserta kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
Ketentuan tentang status, struktur, kedudukan. tugas, wewenang, dan
hubungan kerja Himpunan/lkatan/ Asosiasi Profesi dan Keahlian
Sejenisdengan PGRI diatur dalam peraturan tersendiri.
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BAB XVI
FORUM ORGANISASI
Pasal 44
Jenis Forum Organisasi

Forum Organisasi terdiri dari :

S@me oo o

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)

42

Kongres

Kongres Luar Biasa

Konferensi Kerja Nasional (KONKERNAS)

Konferensi PGRI Provinsi (KONPROV)

Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa (KONPROVLUB)

Konferensi kerja PGRIP rovinsi (KONKERPROV)

Konferensi PGRI Kabupaten/Kota (KONKAB/KONKOT)

Konferensi PGRI  Kabupaten/Kota Luar Biasa (KONKABLUB/
KONKOTLUB)

Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota (KONKERKAB/KONKERKOT)
Konferensi cabang-cabang Khusus (KONCAB/KONCABSUS)

konferensi Cabang/ Canbang Khusus Luar Biasa KONCABLUB/
KONCABSUSLUB)

konferensi Kerja PGRI Cabang/Cabang Khusus (KONKERCAB/
KONKERCABSUS)

rapat Anggota PGRI Ranting (RAPRAN)

Rapat Pengurus dan Pertemuan lain.

Pasal45

Korum
Kongres dianggap sah apabilajumlah Kabupaten/Kota yang hadir lebih
dari 1/2 (seperdua) dan mewakili Iebih dari 1/2 (seperdua)jumlah suara.
Konferensi dianggap sah jika jumlah PGRI Provinsi yang hadir lebih dari
1/2 (seperdua) dan mewakili Iebih dari (seperdua)jumlah suara.
Konferensi PGRI Provinsi dan Kabupaten/Kota dianggap sah jika jumlah
Cabang yang hadir lebih dari 1/2 (seperdua) dan mewakili Iebih dari 1/2
(seperdua)jumlah suara.
Rapat Anggota dan Rapat Pengurus dianggap sah jika jumlah yang hadir
Iebih dari 1/2(seperdua)jumlah suara.
Jika suatu rapat terpaksa ditunda karena tidak memenuhi kuorum maka
rapat berikutnya diadakan secepatnya 1 (satu) hari dan selamat-
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lambatnya 10 (sepuluh) hari dengan undangan dan acara yang sama
tanpa harus memenuhi persyaratan kuorum.

Pasal 46
Pengambilan Keputusan
(1) Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
(2) Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka diputuskan
dengan suara terbanyak.

BAB XVII

KONGRES

Pasal 47
Waktu dan Sifat

(1) Kongres diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar setiap 5
(lima) tahun sekali.

(2) Kongres Luar Biasa diadakan :

a. Jika Konferensi Kerja Nasional menganggap perlu, atas dasar
keputusan yang disetujui paling sedikit 2/3 (duapertiga) jumlah
suara yang hadir.

b. Atas permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah Kabupaten/Kota
yang mewakili lebih dari 1/2 (seperdua)jumlah suara.

c. Bila dipandang perlu oleh Pengurus Besar dan disetujui Konferensi
Kerja Nasional.

(3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sesudah
keputusan atau permintaan tersebut ayat (2) (a), (b) atau (c) pasal ini
diterima, Pengurus Besarwajib menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.

(4) Kongres Luar Biasa Khusus yang membicarakan pembubaran organisasi
dapat dilaksanakan atas permintaan sekurang-sekurangnya 2/3
(duapertiga) jumlah Kabupaten/Kota yang mewakili sedikitnya 2/3
(duapertiga) jumlah suara.

Pasal 48
Peserta Kongres
Peserta Kongres terdiri dari :
a. Pengurus Besar PGRI
b. Para Penasihat PGRI
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Utusan Pengurus Anak Lembaga tingkat nasional

Utusan Pengurus Badan Khusus tingkat nasional

Utusan pengurus Himpunan/lIkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis
tingkatnasional

Utusan PGRI Provinsi

Utusan Kabupaten/Kota

Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 49

Hak Bicara dan Hak Suara
Tiap peserta mempunyai hak bicara.
Hak suara hanya ada pada utusan Kabupaten/Kota.
Tiap-tiap Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) suara untuk jumlah
sampai dengan 2.000 (dua ribu) anggota.
Jumlah suara Kabupaten/Kota paling sedikit 1(satu) dan paling banyak 5
(lima) suara.
Satu Kabupaten/Kota boleh mewakili hanya 1 (satu) Kabupaten/Kota lain
yang berhalangan menghadiri Kongres dengan mandat yang sah.
Mandat hanya mewakili Kabupaten/Kota yang dimaksud dalam ayat (5)
pasal ini tidak boleh diberikan kepada pengurus PGRI Provinsi, Pengurus
Besardan Anggota Penasihat.

Pasal 50
Acara Kongres
Acara pokok kongres paling sedikit wajib membahas dan menetapkan
hal-hal sebagai berikut:
a. Laporan penanggungjawaban Pengurus Besar, mengenai hal-hal:
- Kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa
bakti.
- Kebijakan keuangan organisasi, inventaris. dan kekayaan
organisasi, dan
- Kegiatan dan perkembangan Anak Lembaga, Badan Khusus, dan
Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis.
b. Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan
untuk masa bakti yang akan datang.
c. Pemilihan Pengurus Besar.
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(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(7
(8)
(9)

Acara lainnya yang ditetapkan dan disahkan Kongres sesuai kewenangan
yang diaturdalamAD dan ART serta peraturan organisasi.

Pasal 51

Panitia Pemeriksa Keuangan
Untuk memeriksa keuangan dan kekayaan yang menjadi tanggung jawab
Pengurus Besar dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksa Keuangan yang
dibentuk oleh Konferensi Nasional terakhir sebelum Kongres.
Panitia tersebutt erdiri atas 5 (lima) PGRI Provinsi.
Panitia memulai tugasnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum sidang
pertama Kongres bertempat di Pengurus Besar.
Panitia memilih Ketua, Sekretaris dan Pelapor, serta melaporkan hasil
pekerjaan Panitia kepada Kongres.
Seluruh pembiayaan panitia menjadi tanggung jawab Pengurus Besar dan
dimasukkan dalam anggaran Kongres.

Pasal 52
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara
Pengurus Besar membentuk Panitia Pemeriksa Mandatdan Hak Suara,
yang bertugas :
a. memeriksa mandat dan hak suara Pengurus Kabupaten/Kota yang
mengirimkan utusan ke Kongres.
b. melaporkan hasilnya kepada Kongres.
Panitia beranggotakan sebanyak 12 (duabelas) orang mewakili 12
Provinsi yang tidak merangkap Panitia Pemeriksa Keuangan.
Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suara wajib menyelesaikan tugasnya
sebelum sidang pertama kongres dimulai.
Panitia memilih Ketua, Sekretaris dan Peiapor serta melaporkan hasil
pekerjaannya kepada Kongres.

(10)Jumlah suara Kabupaten/Kota dalam Kongres ditetapkan berdasarkan

daftar anggota Kabupaten/Kota di Pengurus Besar yang ditutup 2 (dua)
bulan sebelum Kongres dimulai.
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Pasal 53

Panitia Pemilihan Pengurus Besar
Panitia Pemilihan Pengurus Besar terdiri atas utusan Pengurus PGRI
Provinsi masing-masing 1 (satu) orang wakil.
Panitia bertugas mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan pengurus
serta menyusun berita acara hasil pemilihan yang dilaporkan kepada
Kongres.
Panitia Pemilihan memilih Ketua, Sekretaris, dan Pelapor serta
melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kongres.

BAB XVIII
KONFERENSI KERJA NASIONAL
Pasal54
Status
Kontorensi Kerja Nasional adalah rapat antar Pengurus PGRI Provinsi
yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar dan merupakan
instansi tertinggi di bawah Kongres.
Tugas Konferensi Kerja Nasional ialah menetapkan garis kebijakan yang
belum ada dalam Keputusan Kongres selama masa antara Kongres.
Pengurus PGRI Provinsi Ikut bertanggungjawab tentang Keputusan
Konferensi Kerja Nasional kepada Kongres.

Pasal 55
Waktu
Konferensi Kerja Nasional diadakan 1 (satu) tahun sekali.
Konferensi Kerja Nasional pertama dalam masa bakti yang baru diadakan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) bulan sesudah Kongres.
Konferensi Kerja Nasional terakhir daiam masa bakti itu diadakan
selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kongres.
Konferensi Kerja Nasional dapat diadakan :
a. Jika Pengurus Besar menganggap perlu,
b. atas permintaan 1/2 (seperdua) jumlah Pengurus PGRI Provinsi dan
dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah permintaan tersebut,
Pengurus Besarwajlb menyelenggarakannya.
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Pasal 56
Peserta Konferensi Kerja Nasional

Peserta Konferensi Kerja Nasional terdiri dari :

a.

T Qo0 o

=h

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(4)

Pengurus Besar PGRI

Badan PenasihatPB PGRI

PengurusAnak Lembaga PGRI tingkat Nasional

Pengurus Badan Khusus PGRI tingkatNasional

Pengurus Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis PGRI
tingkatNasional

Utusan Pengurus PGRIProvinsi

Peninjau serta undangan lain yang ditetapkan oleh Pengurus Besar.

Pasal 57
Hak Bicara dan Hak Suara
Dalam Konferensi Kerja Nasional semua peserta mempunyai hak bicara.
Hak Suara ada pada utusan-utusan Pengurus PGRI Provinsi dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Tiap PGRI Provinsi memiliki sekurang-kurangnya 1(satu) suara dan
sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.
b. Tiap 30.000 (tiga puluh ribu) anggota berhak 1 (satu) suara.

Pasal 58

Kewajiban Konferensi Kerja Nasional
Membahas dan menilai cara pelaksanaan Keputusan Kongres oleh
Pengurus Besar.
Menetapkan ketentuan-ketentuan umum, rencana kerja tahunan dan
kebijakan yang bersifat nasional yang belum ditetapkan dalam kongres
baik ke dalam maupun ke luar yang tidak bertentangan dengan
Keputusan Kongres.
Menentuakn penggantian anggota Pengurus Harian terpilih Pengurus
Besar yang berhalangan tetap, berhenti dan/atau diberhentikan sebelum
masa jabatan berakhir.
Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Beianja
Organisasi (RAPBO) Pengurus Besar untuktahun mendatang.
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(6)
(7)

(1)
(2)

(3)

Membicaran dan mengesahkan laporan Pengurus Besar untuk
disampaikan kepada Kongres dan membicarakan persidangan-
persidangan lain untuk Kongres.

Konferensi Kerja Nasional pertama masa bakti kepengurusan wajib
menetapkan program kerja Pengurus Besar selama lima tahunan.
Konferensi Kerja Nasional terakhir dari masa bakti kepengurusan wajib
menetapkan Panitia Pemeriksa Keuangan Pengurus Besar dan Panitia
Pemeriksa Mandatd an Hak Suara Kongres yang akan datang.

BAB XIX
KONFERENSI PGRI PROVINSI
Pasal59
Waktu
Konferensi PGRI Provinsi diadakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI
Provinsi tiap 5 (lima) tahun sekali.
Konferensi PGRI Provinsi Luar Biasa dapatdiadakan :
a. Atas permintaan Konferensi Kerja PGRI Provinsi berdasarkan
keputusan 2/3 (dua pertiga) suara dari yang hadir.
b. Atas permintaan lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah cabang yang
mewakili lebih dari 1/2 (seperdua) jumlah suara.
c. Jika Pengurus Pgovinsi menganggap perlu dan disetujui Konferensi
Kerja Provinsi.
d. Atas permintaan Pengurus Besar.
Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah salah satu dan atau Semua
permintaan tersebut ayat (2) butir a, b, ¢ atau d diterima. Pengurus
PGRIProvinsi wajib menyelenggarakan Konferensi tersebut.

Pasal 60
Peserta

Peserta Konferensi PGRI Provinsi terdiri dari:

® a0 o

48

Utusan Pengurus PGRI Cabang dan Cabang Khusus

Utusan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

Pengurus Provinsi

Utusan Pengurus Besar

Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi

| Falsafah Gurw



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(6)

(1)

(2)
(3)

Wakil Pimpinan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis
Provinsi

Badan Penasihat Pengurus PGRI Provinsi

Peninjau yang diundang oleh Pengurus Provinsi

Pasal 61

Hak Bicara dan Hak Suara
Dalam Konferensi PGRI Provinsi semua peserta mempunyai hak bicara.
Hak suara hanya ada pada utusan Cabang/Cabang Khusus.
Tiap Cabang mempunyai 1 (satu) suara untuk 200 (dua ratus) orang
anggota.
Jumlah suara 1 (satu) cabang sedikitnya 1 (satu) dan sebanyak-
banyaknya 3 (tiga) suara.
Cabang boleh mewakili 1 (satu) Cabang lain yang berhalangan
menghadiri Konferensi PGRI dengan mandatyang sah.
Hak suara Cabang Khusus hanya 1 (satu) suara

Pasal 62
Acara Konferensi PGRI Provinsi
Acara Pokok Konferensi PGRI Provinsi paling sedikit wajib membahas
dan menetapkan hal-hal sebagai berikut:
a. Laporan pertanggungjawaban Pengurus PGRI Provinsi mengenai hal-
hal :

- kegiatan pelaksanaan program organisasi selama satu masa
bakti.

- kebijakan keuangan, inventaris, dan kekayaan Organisasi PGRI
Provinsi.

- kegiatan dan Perkembangan Anak Lembaga, Badan Khusus, dan
Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis
Provinsi.

b. Penetapan Program Kerja termasuk rencana anggaran keuangan dan
untuk masa bakti yang akan datang.

c. Pemilihan Pengurus PGRI Provinsi masa bakti berikutnya.

Acara lainnya ditetapkan dan disahkan dalam Konferensi tersebut.

Pada dasarnya ketentuan pasal 50 Anggaran Rumah Tangga berlaku pula

bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
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Pasal 63
Panitia Pemeriksa Keuangan
Pada dasarnya Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga bagi pasal
ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.
Panitia beranggotakan sedikitnya 3 (tiga) orang mewakili dari 3 (tiga)
Kabupaten/kota.

Pasal 64
Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara
Panitia pemeriksa Mandat dan Hak Suarabertugas :
a. Memeriksa Mandat dan Hak Suara Cabang yang mengirim utusan ke
Konferensi PGRI Provinsi.

b. Melaporkan hasil tugasnya kepada Konferensi PGRIP rovinsi.
Panitia terdiri sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang dan sedikit-dikitnya
3(tiga) orang yang mewakili seluruh Kabupaten kota, yang tidak
merangkap dengan Panitia Pemeriksaan Keuangan.
Jika jumlah Kabupaten/Kota kurang dari enam. maka ketentuan ayat (2)
pasal ini dapat diwakili oleh Pengurus Kabupateanota yang sama
denganPanitia Pemeriksaan Keuangan.
Pada dasarnya ketentuan pasal 52 Anggaran Rumah Tangga bedaku pula
bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 65
Panitia Pemilihan Pangurus PGRI Provinsi

Pada dasamya Pasal 53 Anggaran Rumah Tangga berlaku juga bagi pasal ini
dan disesuaikan dengan tingkatannya.

(1)

50

BAB XIX
KONFERENSI KERJA PGRI PROVINSI
Pasal 66
Status, Tugas, dan Kewajiban

Konferensi Kerja PGRI Provinsi adalah rapat antar Pengurus PGR.
Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus PGRI
Provinsi dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi PGRI
Provinsi.
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Konferensi Kerja PGRI Provinsi bertugas menetapkan program tahunan
dan Kkebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan
keputusan Konferensi PGRI Provinsi.

Pada dasarnya ketentuan pasal 54 Anggaran Rumah Tangga berlaku pula
bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 67

Waktu
Konferensi Kerja PGRIP rovinsi diadakan 1 (satu) tahun sekali.
Konferensi Kerja PGRI Provinsi yang pertama masa bakti PGRI Provinsi
yang baru diadakan seiambatlambatnya 6 (enam) bulan sesudah
Konferensi PGRI Provinsi dan Konferensi Kerja PGRI Provinsi terakhir
diselenggarakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum
Konferensi PGRI Provinsi.
Konferensi Kana PGRI Provinsi dapat juga diadakan:
a. Jika Pengurus PGRIP rovinsi menganggap perlu.
b. Atas permintaan 1/2 (seperdua) jumlah PGRI Provinsi yang mewakili

Iebih 1/2 (seperdua)Jumlah suara.

c. Atas permintaan Pengurus Besar.
Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua
p’é'rmintaan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diterima, Pengurus PGRI
Provinsi wajib menyelenggarakannya.

Pasal 68
Peserta

Peserta Konferensi Kerja PGRI Provinsi terdiri dari :

a
b
c
d.
e
f.

Utusan Pengurus PGRI Cabang Khusus

Utusan Pengums PGRI Kabupaten/Kota

Pengurus Provinsi

Utusan Pengurus Besar

Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Provinsi

Waidi Pimpinan Himpunan lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis
Provinsi

Badan Penasihat Pengurus PGRI Provinsi

Peniniau yang diundang oleh Pengurus Provinsi
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Pasal 69
Hak Bicara dan Hak Suara

(1) Tiap peserta Konferensi Kerja mempunyai hak bicara.

(2) Hak suara hanya ada pada utusan Pengurus Kabupaten/Kota.

(3) Tap-tiap Kabupaten/Kota mempunyai 1 (satu) suara untuk jumlah
sampai dengan 2.000 (dua ribu) anggota

(4) Jumlah suara Kabupaten/Kota sedikitnya 1 (satu) dan sebanyak-
banyaknya 5 (lima) suara.

(5) Ketentuan pada pasal 49 dan 57 Anggaran Rumah Tangga pada dasarnya
berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan tingkatannya.

Pasal 70

Kewajiban Konferensi Kerja PGRI Provinsi

(1) Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Konferensi PGRIP mvinsi.

(2) Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum ditetapkan
sepanjang tidak bertentangan dengan putusan Konferensi PGRIP rovinsi.

(3) Menentukan penggantian anggota Pengurus Harian terpilih antar
waktu apabila teijadi kekosongan.

(4) Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Organisasi (RAPBO) Pengurus PGRI Provinsi untuktahun mendatang.

(5) Konferensi Kerja PGRI Provinsi menjelang Kongres sedikitnya
menetapkan calon-calon Anggota Panitia Pemilihan Pengurus Besar.

BAB XXI
KONFERENSI KABUPATENIKOTA
Pasal 71
Waktu
(1) Konferensi PGRI Kabupaten/Kota diadakan dan dipimpin oleh Pengurus
PGRI Kabupaten/Kota tiap 5 (lima) tahun sekali.
(2) Konferensi PGRI Kabupaten/Kota Luar Biasa dapatj uga diadakan :
a. kalau Pengurus PGRI  Provinsi menganggap perlu dan
disetujui Konferensi Kerja Kabupaten/Kota,
b. atas permintaan 1/2 (seperdua) jumlah Cabang dan mewakili Iebih
1/2 (seperdua) jumiah suara,
c. atas permintaan Pengurus Provinsi.
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(3)

Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan/atau semua
permintaan tersebut diterima, Pengurus PGRI kabupaten/Kota
wajib menyeienggarakannya.

Pasal 72
Peserta

Peserta Konferensi PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari:

™ e a0 o

= @

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Utusan Pengurus Ranting

Utusan Pengurus Cabang

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

Utusan Pengurus PGRI Provinsi

Wakil Anak Lembaga dan Badan Khusus tingkat Kabupaten/Kota

Wakil Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis tingkat
Kabupaten/Kota

Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

Peninjau yang diundang oleh Pengurus PGRI kabupaten/Kota

Pasal 73
Hak Bicara dan Hak Suara

Ketentuan pasal 49 dan 61 Anggaran Rumah Tangga pada dasarnya
berlaku juga bagi pasal Ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
Hak bicara ada pada semua peserta Konferensi Kabupaten/Kota.
Hak suara hanya ada pada utusan ranting dan/atau utusan pelwakilan
anggota berdasar wilayah desa/kelurahan/satu unitk erja/gugus
sekolah.
Setiap Ranting paling sedikit memiliki 1 (satu) suara dan paling banyak 5
(lima) suara.
Jumlah seluruh anggota diK abupaten/Kota diwakili menjadi jumlah hak
suara dengan pembagi 20 (dua puluh).
Jumlah suara tersebut dibagi ke seluruh Ranting dan atau
desa/Kelurahan/satuan pendidikan, gugus sekolah secara proporsional
dengan pertimbangan setiap 20 (dua puluh) anggota dari setiap Ranting
dan/atau desa/kelurahan/satu unit kerjalgugus sekolah memilikil (satu)
suara.
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Pasal 74
Acara Konferensi PGRI Kabupaten/Kota
Pada dasarnya pasal 50 dan pasal 62 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis
dan mutandis berlaku pula bagi pasal ini yang disesuaikan dengan
tingkatannya.

Pasal 75
Panitia Pemeriksa Keuangan
Pada dasarnya ketentuan pasal 51 dan 63 Anggaran Rumah Tangga
secara mutatis dan mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan
dengan tingkatannya.

Pasal 76
Panitia Pemeriksa Mandat
dan Hak Suara
(1) Pada dasarnya pasal 52 dan 64 Anggaran Rumah Tangga secara mutatis
dan mutandis berlaku juga bagi pasal ini dan disesuaikan dengan
tingkatannya.
(2) Jumlah anggota Panitia Pemeriksa Mandat dan Hak Suara dapat
disesuaikan dengan jumlah Cabang.

Pasal 77
Panitia Pemilihan Pengurus PGRI
Kabupaten/Kota

(1) Pada dasarnya pasal 53 dan 65 Anggaran Rumah Tangga secara mutatle
mutandis berlaku juga b'agi pasal ini dan disesuaikan dengan
tingkatannya.

(2) Panitia Pemilihan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota diambil dari utusan
Cabang dengan jumlah sedikitnya 7 (tujuh) orang dan sebanyak-
banyaknya 11 (sebelas) orang.

(3) Jika jumlah Cabang kurang dari 7 (tujuh). anggota Panitia Pemilihan
dapat dilengkapi keanggotaannya dari peserta yang mewakili unsur non
Cabang sehingga mencapai jumlah yang diperlukan akan tetapi anggota
pelengkap tersebutt idak boleh menjadi pimpinan Panitia.
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BAB XXII
KONFERENSI KERJA PGRI KABUPATEN/KOTA
Pasal 78
Status dan Tugas

Konferensi Kerja PGRI Kabupateanota adalah Rapat antar Pengurus PGRI
Cabang yang diselenggarakan dan dipimpin oleh PGRI Kabupaten/Kota
dan merupakan instansi tertinggi di bawah Konferensi Kabupaten/Kota.
Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota bertugas menetapkan program
tahunan dan kebijakan organisasi sepanjang tidak bertentangan dengan
keputusan Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota
Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota dapat menentukan pergantian
anggota pengurus harian terpilih antarwaktu apabila terjadi kekosongan

Pasal 79

Waktu
Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota diadakan 1 (satu) tahun sekali.
Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota yang pertama pada masa bakti
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang baru diadakan selambat-lambatnya
6 (enam) bulan sesudah Konferensi PGRI Kabupaten/Kota, dan yang
terakhir selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Konferensi
Kabupaten/Kota.
Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota dapat juga diadakan :
a. Jika Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota menganggap perlu.
b. Atas permintaan % (seperdua) jumlah Cabang yang mewakili lebih %2

(seperdua) jumlah suara.

c. Atas permintaan Pengurus PGRI Provinsi.
d. Atas permintaan Pengurus Besar.

(4) Dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah salah satu dan atau semua

permintaan tersebut diterima, Pengurus PGRI Kabupaten/ Kota Wajib
menyelenggarakannya.

Pasal 80

Peserta
Peserta Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota terdiri dari :
Utusan Pengurus Cabang
Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
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Utusan Pengurus Provinsi

Wakil Pimpinan Anak Lembaga dan Badan Khusus Kabupaten/Kota
Wakil Pimpinan Himpunan/lkatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis
Kabupaten/Kota

Badan Penasihat Kabupaten/Kota

Peninjau yang diundang oleh Pengurus Kabupaten/Kota

Pasal 81

Hak Bicara dan Hak Suara
Pada dasarnya ketentuan pasal 57 dan pasal 69Anggaran Rumah Tangga
berlaku bagi pasal ini yang disesuaikan dengan tingkatannya.
Hak bicara ada pada semua peserta Konferensi Kerja Kabupaten/Kota.
Hak suara hanya ada padautusan Cabang dengan ketentuan setiap'Cabang
sedikitnya memiliki 1 (satu) suara dan sebanyak-bannyaknya 5 (lima)
suara.

Pasal 82

Kewajiban Konferensi Kerja PGRI Kabupatan/Kota
Membahas dan menilai pelaksanaan keputusan Konferensi PGRI
Kabupaten/Kota.
Menetapkan rencana kerja tahunan dan kebijakan yang belum
ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan Konferensi
PGRI Kabupaten/Kota.
Menentukan penggantian anggota Pengurus antar waktu apabila terjadi
kekosongan.
Membahas dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Organisasi (RAPBO) Pengurus PGRI Kabupaten/Kota untuk tahun
mendatang,.
Konferensi Kerja PGRI Kabupaten/Kota menjelang Kongres sedikitnya
menetapkan calon anggota Panitia Pemilihan Pengurus Provinsi.
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BAB XXIII
KONFERENSI PGRI CABANG, KONFERESI KERJA
PGRI CABANG,
DAN RAPAT ANGGOTA PGRI RANTING

Pasal 83
Konferensi PGRI Cabang
Konferensi PGRI Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Pengurus
PGRI Cabang tiap 5 (lima) tahun sekali pada akhir masa bakti Pengurus
PGRI Cabang.
Konferensi PGRI Cabang Luar Biasa dapat juga diadakan :
a. Kalau Pengurus Cabang menganggap perlu.
b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) jumlah Ranting
dan atau jumlah anggota
c. Atas Permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota. d. Atas Permintaan
Pengurus PGRI Provinsi.
Peserta Konferensi PGRI Cabang
a. Utusan Ranting dan atau seluruh anggota
b. Pengurus Cabang
¢. Wakil Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
d. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang
Semua anggota/utusan Ranting berdasarkan undangannya mempunyai
hak bicara.
Hak suara hanya ada pada Ranting dan/atau perwakilan anggota
berdasar wilayah desa/kelurahan/satu unit kerja/ gugus sekolah dimana
setiap 20 anggota memiliki 1 (satu) suara dan atau seluruh anggota
cabang.
Setiap Ranting dan/atau wilayah desa/kelurahan/satu unit kerja/gugus
sekolah memiliki sedikitnya 1 (satu) suara dan sebanyak-banyaknya 5
(lima) suara.
Acara pokok Konferensi PGRI Cabang membahas dan menetapkan antara
lain:
a. laporan pertanggungjawaban Pengurus Cabang termasuk kebijakan
keuangan dalam masa baktinya,
b. rencana kerja termasuk anggaran keuangan dalam masa bakti yang
akan datang,
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c. pemilihan Pengurus Cabang

Pada dasarnya segala ketentuan tentang penyelenggaraan Konferensi
PGRI Kabupaten/Kota bertaku juga bagi penyelenggaraan Konferensi
PGRI Cabang dengan disesuaikan berdasar ruang lingkup dan
tingkatannya.

Pasal 84
Konferensi Kerja PGRI Cabang
Jika Organisasi Cabang terdiri dari Ranting-Ranting maka diadakan
Konferensi PGRI Cabang yang diselenggarakan setiap tahun dan dipimpin
oleh Pengurus Cabang.
Konferensi Kerja PGRI Cabang dapat juga diadakan:
a. kalau Pengurus Cabang menganggap perlu,
b. atas permintaan Y:(seperdua) jumlah Ranting yang mewakili lebih
dari 1/2 (seperdua)jumlah anggota,
c. atas permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota,
d. atas permintaan Pengurus PGRI Provinsi.
Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah salah satu dan/atau semua
permintaan tersebut dalam ayat (2) pasal ini diterima. Pengurus PGRI
Cabang wajib menyelenggarakannya
Peserta Konferensi Kerja PGRI Cabang :
a. Utusan Ranting
Pengurus Cabang
Wakil Pengurus PGRI Kabupaten/Kota
Wakil Pengurus Anak Lembaga dan Badan Khusus tingkat Cabang
Wakil Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahilan Sejenis tingkat
Cabang
f. Peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang.

LI TR =2

Utusan Ranting mempunyai hak bicara dan hak suara sedang peserta

[ainnya hanya mempunyai hak bicara.

Jumlah suara yang ditetapkan sebagai berikut:

a. Setiap Ranting mempunyai hak suara sekurang-kurangnya 1(satu)
suara sebanyak-banyaknya 5 (lima) suara.

b. Setiap 20 (duapuluh) anggota berhak1 (satu) suara.

Jika Cabang tersebut tidak mempunyai Ranting maka Konferensi Kerja

PGRI Cabang diganti dengan rapat kerja anggota yang dihadiri oleh
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perutusan anggota berdasar perwakilan wilayah desa/kelurahan/satu
unit kerja/gugus sekolah.

Segala ketentuan tentang Konferensi Kerja secara mutatis dan mutandis
berlaku juga bagi rapat kerja anggota seperti tersebut dalam ayat (7)
pasal ini dengan disesuaikan berdasar ruang lingkup dan tingkatannya.

Pasal 85

Rapat Anggota PGRI Ranting
Rapat anggota PGRI Ranting diadakan sekurang-kurangnya 6 (enam)
bulan sekali dipimpin oleh Pengurus Ranting.
Rapat anggota PGRI Ranting dapatjuga diadakan apabila:
a. Pengurus Ranting menganggap perlu.
b. Atas permintaan 1/2 (seperdua) anggota Ranting atau lebih.
c. Atas Permintaan Pengurus PGRI Cabang
d. Atas permintaan Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
Pada akhir masa bakti Pengurus PGRI Ranting. rapat anggota diupayakan
agar dihadiri oleh seluruh anggota dan rapat anggota tersebut berfungsi
sebagai forum tertinggi organisasi di tingkat Ranting.
Hak bicara dan hak suara ada pada semua anggota yang hadir.
Anggota yang tidak hadir dianggap tidak menggunakan hak bicara dan
hak suaranya.
Segala ketentuan tentang Konferensi Kabupaten/Kota secara mutatis dan
mutandis berlaku juga bagi rapat anggota tersebut dalam ayat (3) pasal
ini dengan disesuaikan berdasar ruang lingkup dan tingkatannya.

BAB XXIV
RAPAT PENGURUS DAN PERTEMUAN LAIN
Pasal 86
Rapat Pengurus

Rapat Pengurus/Pengurus Harian disetiap tingkatan diadakan sesuai
keperluan dan sekurang-kurangnya diselenggarakan 1 (satu) bulan
sekali.
Rapat Pengurus Lengkap Pimpinan Organisasi diselenggarakan
sekurangkurangnya 2 (dua) bulan sekali.
Rapat Pleno Lengkap Organisasi yang dihadiri oleh seluruh Pengurus
Organisasi, Badan Penasihat, Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan
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Keahlian Sejenis, Pimpinan Anak Lembaga, dan Pimpinan Badan Khusus
diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

Rapat Pengurus dapat juga diadakan atas permintaan 1/2 (seperdua)
jumlah anggota Pengurus Lengkap dan/atau ada hal-hal yang mendesak.
Pertemuan khusus antara berbagai pihak secara terpisah dapat diadakan
sesuai keperluan.

Dalam rapat tersebut semua anggota yang hadir mempunyai hak bicara
dan hak suara yang sama.

Pasal 87

Penemuan Lain
Pertemuan lain dapat diselenggarakan oleh Pengurus Organisasi di semua
angkatan apabila dipadukan dalam upaya kelancaran pelaksanaan misi
organisasi
Rapat Koordinasi Pimpinan PGRI Kabupaten/Kota Tingkat Nasional
dilaksanakan genap 2tahun sekali oleh Pengurus Besar (PB) PGRI
Rapat Koordinasi Pimpinan PGRI Cabang/Cabang Khusus Tingkat
Provinsi ddaksanakm setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Pengurus PGRI
Provinsi
Rapat Koordinasi Pimpinan PGRI Ranting Tingkat Kabupaten/Kota
dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun oleh Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

BAB XXV
BADAN PENASIHAT
Pasal 88
Badan Penasihat Pengurus Besar

Atas usul Pengums Besar Kongres menetapkan susunan dan keanggotaan
Badan Penasihat Pengurus Besar yang sedikitnya berjumlah 9 (sembilan)
orang dan tendiri atas tokoh tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan,
kemasyarakatan dan para ahli yang berkaitan dengan pendidikan,
keprofesian dan ketenagakerjaan.
Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan
saransamn kepada Pengurus Besar.
Masa bakti Badan Penasihat Pengurus Besar sama dengan masa bakti
Pengurus Besar.
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Pasal 89

Badan Penasihat Pengurus PGRI Provinsi
Atas usul Pengurus PGRI Provinsi yang baru. Konferensi PGRI Provinsi
menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Penasihat Pengurus PGRI
Provinsi yang sedikitnya berjumlah 7 (tujuh) orang dan terdiri atas
tokoh-tokoh di bidang pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan, dan
para ahli yang berkaitan dengan pendidikan, keprofesian. dan
ketenagakerjaan.
Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan
saran-saran kepada Pengurus PGRI Provinsi.
Masa bakti Badan Penasihat Pengurus PGRI Provinsi sama dengan masa
jabatan PengurusPGRIProvinsi.

Pasal 90
Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

Atas usul Pengurus PGRI Kabupaten/Kota, Konferensi PGRI Kabupaten/
Kota menetapkan Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota yang
sedikitnya berjumlah 5 (lima) orang dan terdiri atas tokoh-tokoh
pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan,dan para ahli.

Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan
saransaran kepada Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.

Masa bakti Badan Penasihat Pengurus PGRI Kabupaten/Kota sama
dengan masa bakti Pengurus PGRI Kabupaten/Kota

Pasal 91
Badan Penasihat Pengurus PGRI Cabang/
Cabang Khusus

Atas usul Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus, Konferensi PGRI
Cabang menetapkan Badan Penasihat Pengurus PGRI Cabang/Cabang
khusus yang sedikitnya berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh-
tokoh pendidikan, kebudayaan, dan kemasyarakatan.

Badan Penasihat baik diminta atau tidak bertugas memberi nasihat dan
saransaran kepada Pengurus PGRICabang/Cabang Khusus.

Masa bakti Badan Penasihat Pengurus PGRI Cabang/Cabang Khusus sama
dengan masa bakti Pengurus PGRICabang/Cabang Khusus.
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BAB XXVI
DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI
DAN KODE ETIK GURU INDONESIA
Pasal 92
Status, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang

Jika dianggap periu, Badan Pimpinan Organisasi PGRI Kabupaten/Kota

dapat membentuk Dewan Kehormatan Organisasi sesuai dengan

tingkatannya.

Fungsi dan tugas Dewan Kehormatan Organisasi di tingkat

Cabang/Cabang Khusus dan Ranting menjadi tanggungjawab pengurus

PGRI Kabupaten/Kota.

Dewan Kehormatan Organisasi bertugas memberikan saran, pendapat,

dan pertimbangan kepada Badan Pimpinan Organisasi yang

membentuknya tentang:

a. Pelaksanaan, penegakkan, dan pelanggaran disiplin Organisasi yang
terjadi di wilayah kewenangannya,

b. pelanggaran kode etik guru yang dilakukan baik oleh pengurus
maupun oleh anggota serta saran dan pendapat tentang tindakan
yang selayaknya dijatuhkan terhadap pelanggaran kode etik tersebut

c. pelaksanaan dan cara menegakkan disiplin organisasi dan Kode Etik
Guru, dan

d. pembinaan hubungan dengan mitra organisasi dibidang penegakkan
serta pelanggaran disiplin organisasi serta kode etik guru.

Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Organisasi dan Kode Etik Guru

Indonesia terdiri dari unsur Badan Penasihat, unsur Badan Pimpinan

Organisas, unsur Himpunan/Ikatan/Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis,

dan unsur-unsur keahlian lainnya sesuai dengan kepeduan.

Tata cara, tugas, wewenang,dan mekanisme kerja Dewan Kehormatan

Organisasi dan Kode Etik Guru Indonesia diatur lebih lanjut dalam

ketentuan tersendiri.
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BAB XXVII
PERBENDAHARAAN
Pasal 93
Keuangan Organisasi
Setiap anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran sebagai
berikut:
a. Uang Pangkal sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) bagi
anggota baru dan diserahkan ke Pengurus PGRI Kabupaten/Kota.
b. Uang iuran anggota ditetapkan oleh Konferensi PGRI provinsi
minimal Rp. 2.000.000,00(dua ribu rupiah) setiap bulan dengan
rincian pendistribusian untuk :

1. Pengurus Besar PGRI sebesar Rp. 200,00
2. Pengurus PGRI Provinsi sebesar Rp. 400,00
3. Pengurus Kabupaten/Kota sebesar Rp. 600,00
4. Cabang dan Ranting sebesar Rp. 800,00

Ketentuan pembayaran iuran anggota sebagaimana tersebut pada ayat
(1) huruf b mulai dilaksanakan 6 (enam) bulan setelah kongres.
Pelaksanaan pengumpulan uang iuran untuk Pengurus Besar dan
Pengurus Provinsi diberikan tugas dan tanggung jawab kepada Pengurus
PGRI

Kabupaten/Kota.

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota menyetorkan iuran untuk Pengurus

Besar bersama dengan iuran untuk Pengums PGRI Provinsi kepada

Pengurus PGRI Provinsi.

Setiap 3 (tiga) bulan, semua pengurus di semua tingkatan wajib

menyampaikan catatan penerimaan iuran anggota dan disampaikan

kepada Badan Pimpinan Organisasi yang lebih tinggi kecuali Pengurus

Besar yang akan menyampaikannya kepada seluruh Pengurus PGRI

Provinsi

Setiap tahun kondisi keuangan diverifikasi :

a. Pengurus Besar (PB) PGRI diperiksa oleh Badan Verifikasi Keuangan
yang dibentuk oleh KONKERNAS oleh sebanyak-banyaknya 5 orang
yang mewakili PGRIProvinsi.

b. Pengurus PGRI Provinsi oleh Pengurus Besar(PB) PGRI

Pengurus PGRI Kabupaten/Kota oleh Pengurus PGRI Provinsi

d. Pengurus PGRI Cabang oleh Pengurus Kabupaten/Kota

o
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e. Pengurus PGRI Ranting oleh Pengurus PGRI Cabang.
Biaya pemeriksaan keuangan organisasi ditanggung oleh masing-masing
Badan Pimpinan Organisasi yang diperiksa sesuai tingkatannya.

Pasal 94

Kekayaan Organisasi
Pengurus di semua tingkatan wajib mencatat dan menginventarisasikan
kekayaan organisasi.
Semua pemindahan hak, pelepasan dan pemutasian kekayaan organisasi
baik berupa barang tidak bergerak. barang bergerak. surat-surat
berharga yang bernilai diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk
tingkat nasional serta provinsi dan di atas Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
untuk kabupaten/kota ke bawah, wajib mendapat persetujuan rapat
pengurus dan wajib dipertanggungjawabkan pada forum organisasi di
wilayahnya.
Ketentuan yang tertuang dalam ayat (2) pasal ini tidak menghapus
kewajiban pengurus untuk mempertanggung-jawabkan semua keuangan
dan kekayaan organisasi.
Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian penanggungjawaban
Pengurus.

BAB XXVIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 95

Paling lambat satu tahun setelah berlakunya Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga ini, semua Badan Kelengkapan Organisasi dari
pusat sampai daerah wajib melakukan penyesuaian dengan isi dan materi
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini yang dilaksanakan
melalui forum organisasi sesuai tingkatannya.

Dengan dikoordinasikan oleh Badan Pimpinan Organisasi sesuai
tingkatannya. Semua Anak Lembaga dan Badan Khusus wajib melakukan
penyesuaian organisasi dan peraturan interen Anak Lembaga dan Badan
Khusus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini
yang hasilnya dilaporkan kepada Pimpinan Anak Lembaga dan Badan
Khusus yang lebih tinggi.
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BAB XXIV

PENUTUP

Pasal 96
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur
dan ditetapkan dalam peraturan organisasi oleh Pengurus Besar dan
dipertanggungjawabkan kepada Kongres.
Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas materi Anggaran
Dasar/Anggaran Rumah Tangga, maka penafsiran yang berlaku dan sah
adalah penafsiran yang dilakukan oleh Pengurus Besar sampai ada
penafsiran lain dalam Kongres berikutnya.
Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

BAB XX
PEMBUBARAN

Pasal 33
Pembubaran organisasi diputuskan oleh kongres yang diadakan khusus
untuk keperluan itu.
Kongres yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Pengurus PGRI
Kabupaten/ Kota yang mewakili lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah
suara.
Pembubaran wajib disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)
jumlah suara yang hadir.
Apabila Kongres memutuskan pembubaran, maka dalam keputusan
tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan
likuidasi.

BAB XXI
PENUTUP
Pasal 34
Hal-hal yang belum ditetapkandalam Anggaran Dasar ini diatur dalam
Anggaran Rumah Tangga dan atas peraturan organisasi.
Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Kongres.
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D. Kode Etik Guru Indonesia Presepektif PGRI

Guru PGRI selalu tampil secara profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan
formal. pendidikan dasar. dan pendidikan menengah. Guru PGRI memiliki
kehandalan yang tinggi sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan
tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga
negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Guru PGRI adalah insan yang layak ditiru dalam kehidupan
bermasyarakat. berbangsa dan bernegara. khususnya oleh peserta didik, yang
dalam melaksankan tugas berpegang teguh pada prinsip "ing ngarso sung
tulodho, ing madya mangun karso, tut wuri handayani”. Dalam usaha
mewujudkan prinsip-prinsip tersebut Guru PGRI ketika menjalankan tugas-
tugas profesionalnya dituntut memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi
kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional sesuai dengan
perkembangan ilmu dan teknologi.

Guru PGRI bertanggung jawab mengantarkan siswanya untuk mencapai
kedewasaan sebagai calon pemimpin bangsa pada semua bidang kehidupan.
Untuk itu, pihak-pihak yang berkepentingan selayaknya tidak mengabaikan
peranan guru dan profesinya, agar bangsa dan negara dapat tumbuh sejajar
dengan bangsa lain di negara maju, baik pada masa sekarang maupun masa
yang akan datang. Kondisi seperti itu bisa mengisyaratkan bahwa guru dan
profesinya merupakan komponen kehidupan yang dibutuhkan oleh bangsa
dan negara ini sepanjang zaman. Hanya dengan pelaksanaan tugas guru secara
profesional hal itu dapat diwujudkan eksitensi bangsa dan negara yang
bermakna, terhormat dan dihormati dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di
dunia ini.

Peranan guru semakin penting dalam era global. Hanya melalui
bimbingan guru yang profesionalsetiap siswa dapat menjadi sumber daya
manusia yang berkualitas, kompetitif dan produktif sebagai aset nasional
dalam menghadapi persaiangan yang makin berat sekarang dan dimasa
datang. Dalam melaksanakan tugas profesinya Gum PGRI menyadari
sepenuh"ya bahwa perlu ditetapkan Kode Etik Guru Indonesia sebagai
pedoman bersikap dan berperilaku yang mengajewantah dalam bentuk nilai-
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nilai moral dan etika dalam jabatan guru sebagai pendidik putera-puteri

bangsa.
BAGIAN SATU
Pengertian, Tujuan dan Fungsi
Pasal 1
(1) Kode Etik Guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan

(2)

(1)

(2)

(1)

diterima oleh guru-guru PGRI sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam
melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat,
danwarga negara.

Pedoman Sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
pasal ini adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang
baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama
menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah.

Pasal 2

Kode Etik Guru Indonesia merupakan pedoman sikap dan perilaku
bertujuan menempatkan guru sebagai profesi terhormat, mulia, dan
bermartabatyang dilindungi undang-undang.

Kode Etik Guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan
nama moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan layanan profesional
guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orangtua/wali siswa,
sekolah dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai
dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika,dan kemanusiaan.

BAGIAN DUA
Sumpah/Janji Guru PGRI
Pasal 3
Setiap guru mengucapkan sumpah/janji Guru PGRI sebagai wujud
pemahaman, penerimaan, penghormatan, dan kesediaan untuk mematuhi
nilai-nilai moral yang termuat di dalam Kode Etik Guru Indonesia sebagai
pedoman bersikap dan berperilaku baik di sekolah maupun di lingkungan
masyarakat.
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(2)
(3)

(1)
(2)

Sumpah/janji Guru PGRI diucapkan di hadapan pengurus organisasi
profesi guru dan pejabatyang berwenang di wilayah kerja masing-masing.
Setiap pengambilan sumpah/janji Guru PGRI dihadiri oleh penyelenggara
satuan pendidikan.

Pasal4
Naskah sumpah/janji Guru PGRI dilampirkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari Kode Etik Guru Indonesia.
Pengambilan sumpah/janji Guru PGRI dapat dilaksanakan secara
perorangan atau kelompok sebelum melaksanakan tugas.

BAGIAN TIGA
Nilai-nilal Dasar dan Nilai-nilai Operasional
Pasal 5

Kode Etik Guru Indonesia bersumber dari :

(1)
(2)

(3)

(1)
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Nilai-nllai agama dan Pancasila.

Nilai-nilai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional.

Nilai-nilai jatidiri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi
perkembangan kesehatan jasmaniah, emosional, intelektual, social dan
spiritual.

Pasal 6

Hubungan Guru dengan Peserta Didik:

a. Guru berprilaku secara profesional dalam melaksanakan tugas
mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai,
dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran.

b. Guru membimbing peserta didik untuk memahami, menghayati, dan
mengamalkan hak-hak dan kewajibannya sebagai individu, warga
sekolah, dan anggota masyarakat.

c. Guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik
secara individual dan masing-masingnya berhak atas layanan
pembelajaran.

d. Guru menghimpun informasi tentang peserta didik dan
menggunakannya untuk kepentingan proses kependidikan.

| Falsafah Gurw



Guru secara perseorangan atau bersama-sama secara terus-menerus
berusaha menciptakan, memelihara. dan mengembangkan suasana
sekolah yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif
dan ensien bagi peserta didik.

Guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa
kasih sayang dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan usik
yang di luar batas kaidah pendidikan.

Guru berusaha secara manusiawi untuk mencegah setiap gangguan
yang dapat mempengamhi perkembangan negatif bagi peserta didik.
Guru secara langsung mencurahkan usaha-usaha profesionalnya
untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan keseluruhan
kepribadiannya. termasuk kemampuannya untuk berkarya.

Guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali
merendahkan martabat peserta didiknya.

Guru bertindak dan memandang semua tindakan peserta didiknya
secara adit.

Guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi
kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya.

Guru terpanggil hati nurani dan moralnya untuk secara tekun dan
penuh perhatian bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta
didiknya.

Guru membuat usaha-usaha yang rasional untuk melindungi
page didiknya dari kondisi-kondisi yang menghambat proses belajar,
menimbulkan gangguan kesehatan dan keamanan.

Guru tidak membuka rahasia pribadi peserta didiknya untuk alasan-
alan yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan pendidikan,
hukum kesehatan, dan kemanusiaan.

Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesionalnya
kepada peserta didik dengan cara-cara yang melanggar norma sosial
kebudayaan, moral, dan agama.

Guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional
dengan

peserta didiknya untuk memperoleh keuntungan-keuntungan
pribadi.
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(2) Hubungan Guru dengan Orangtua/Waii Murid :

(3)
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a.

Guru berusaha membina hubungan kerjasama yang efektif dan
efisien dengan orangtua/wali siswa dalam melaksanakan proses
pendidikan.

Guru memberikan informasi kepada orangtua/wali secara jujur dan
objektif mengenai perkembangan peserta didik.

Guru merahasiakan informasi setiap peserta didik kepada orang lain
yang bukan orangtua/walinya.

Guru memotivasi orangtua wali siswa untuk beradaptasi dan
berpartisipasi dalam memajukan dan meningkatkan kualitas
pendidikan.

Guru berkomunikasi secara baik dengan orangtua/wali siswa
mengenai kondisi dan kemajuan peserta didik dan proses
kependidikan pada umumnya.

Guru menjunjung tinggi hak orangtua/wali siswa untuk
berkonsultasi denganya berkaitan dengan kesejahteraan, kemajuan,
dan cita-cita anak atau anak-anak akan pendidikan.

Guru tidak melakukan hubungan dan tindakan profesional dengan
orangtua/wali siswa untuk memperoleh keuntungan-keuntungan
pribadi.

Hubungan Guru dengan Masyarakat:

a.

Guru menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis, efektif, dan
efisien dengan masyarakat untuk memajukan dan mengembangkan
pendidikan.

Guru mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam
mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan
pembelajaran.

Guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam
masyarakat.

Guru bekerjasama secara arif dengan masyarakat untuk
meningkatkan prestise dan martabatp rofeslnya.

Guru melakukan semua usaha untuk secara bersama-sama dengan
masyarakat berperan aktif dalam pendidikan dan meningkatkan
kesejahteraan peserta didiknya.
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Guru memberikan pandangan profesional. menjunjung tinggi nilai-
nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan
dengan masyarakat.

Guru tidak membocorkan rahasia sejawat dan peserta didiknya
kepada masyarakat.

Guru tidak menampilkan diri secara eksklusif dalam kehidupan
bermasyarakat.

(4) Hubungan Guru dengan Sekolah dan Rekan Sejawat:

a.

Guru memelihara dan meningkatkan kinerja. prestasi. dan . reputasi
sekolah.

Guru memotivasi diri dan rekan sejawat secara aktif dan kreatif
dalam melaksanakan proses pendidikan.

Guru menciptakan suasana sekolah yang kondusif

Guru menciptakan suasana kekeluargaan di didalam dan luar
sekolah.

Guru menghormati rekan sejawat.

Guru saling membimbing antarsesama rekan sejawat.

Guru menjunjung tinggi martabat profesionalisme dan hubungan
kesejawatan dengan standar dan kearifan profesional.

Guru dengan berbagai cara harus membantu rekan-rekan juniornya
untuk tumbuh secara profesional dan memilih jenis pelatihan yano
relevan dengan tuntutan profesionalitasnya.

Guru menerima otoritas kolega seniornya untuk mengekspresikan
pendapat-pendapat profesionalb erkaitan dengan tugas-tugas
pendidikan dan pembelajaran.

Guru membasiskan-diri pada niiai-nilai agama, moral, dan
kemanusiaan dalam setiap tindakan profesional dengan sejawat.
Guru memiliki beban moral untuk bersama-sama dengan sejawat
meningkatkan keefektifan pribadi sebagai guru dalam menjalankan
tugastugas profesional pendidikan dan pembelajaran.

Guru mengoreksi tindakan-tindakan sejawat yang menyimpang dari
kaidah-kaidah agama, moral. kemanusiaan, dan martabat
profesionalnya.

Guru tidak mengeluarkan pernyataan Kkeliru berkaitan dengan
kualifikasi dan kompetensi sejawata tau calon sejawat.
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q.

Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang
akan merendahkan marabat pribadi dan profesional sejawatnya.
Guru tidak mengoreksi tindakan-tindakan profesional sejawatnya
dasar pendapat siswa atau masyarakat yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Guru tidak membuka rahasia pribadisejawat kecualiuntuk
pertimbangan-pertimbangan yang dapatdiiegalkan secara hukum.
Guru tidak menciptakan kondisi atau bertindak yang langsung atau
tidak langsung akan memunculkan konflik dengan sejawat.

(5) Hubungan Guru dengan Profesi :

a.
b.

Guru menjunjung tinggi jabatan guru sebagai sebuah profesi.

Guru berusaha mengembangkan dan memajukan disiplin
ilmupendidikan dan mata pelajaran yang diajarkan.

Guru terus menerus meningkatkan kompetensinya.

Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadl dalam
menjalankan' tugas-tugas profesional dan bertanggungjawab atas
konsekuensinya.

Guru menerima tugas-tugas sebagai suatu bentuk tanggungjawab,
inisiatif individual, d an integritas dalam tindakan-tindakan
profesional lainnya.

Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang
akan merendahkan martabatprofesionalnya.

Guru tidak menerima janji, pemberian, dan pujian yang dapat
mempengaruhi keputusan atau tindakan-tindakan profesionalnya.
Guru tidak mengeluarkan pendapat dengan maksud menghindari
tugastugas dan tanggungjawab yang muncul akibat kebijakan baru di
bidang pendidikan dan pembelajaran.

(6) Hubungan Guru dengan Organisasi Profesinya :
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a.

Guru menjadi aoggota organisasi profesi gum dan berperan serta
secara aktif dalam melaksanakan program-program organisasi bagi
kepentingan kependidikan.

Guru memantapkan dan memajukan organisasi profesi guru yang
memberikan manfaat bagi kepentingan kependidikan.

Guru aktif mengembangkan organisasi profesi guru agar menjadi
pusat informasi dan komunikasi pendidikan untuk kepentingan guru
dan masyarakat.
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g.

h.

Guru menjunjung tinggi tindakan dan pertimbangan pribadi dalam
menjalankan tugas-tugas organisasi profesi dan bertanggungjawab
atas konsekuensinya.

Guru menerima tugas-tugas organisasi profesi sebagai suatu bentuk
tanggungjawab, inisiatif individual, dan integritas dalam tindakan-
tindakan profesional lainnya.

Guru tidak melakukan tindakan dan mengeluarkan pendapat yang
dapat merendahkan martabatd an eksistensi organisasi profesinya.
Guru tidak mengeluarkan pendapat dan bersaksi palsu untuk
memperoleh keuntungan pribadi dari organisasi profesinya.

Guru tidak menyatakan keluar dari keanggotaan sebagai organisasi
profesi tanpa alasan yang dapatdipertanggungjawabkan.

(7) Hubungan Guru dengan Pemerintah :

a.

Guru  memiliki komitmen  kuat  untuk  melaksanakan
program pembangunan bidang pendidikan sebagaimana ditetapkan
dalam UUD 1945, UU tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-
Undang tentang Guru dan Dosen,d an ketentuan perundang-undangan
lainnya.

Guru membantu program pemerintah untuk mencerdaskan
kehidupan yang berbudaya.

Guru berusaha menclptakan, memelihara dan meningkatkan rasa
persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Guru tidak menghindarik ewaiiban yang dibebankan oieh pemerintah
atau satuan pendidikan untuk kemajuan pendidikan dan
pembelajaran.

Guru tidak melakukan tlndakan pribadi atau kedinasan yang
berakibat pada kerugian negara.

BAGIAN EMPAT
Pelaksanaan, Pelanggaran, dan Sanksi
Pasal 7

(1) Guru dan organisasi profesi guru bertanggungjawab atas pelaksanaan
Kode Etik Guru indonesia.
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(2) Guru dan organisasi guru berkewajiban mensosialisasikan Kode Etik Guru
Indonesia kepada rekan sejawat, penyelenggara pendidikan. masyarakat.
dan pemerintah.

Pasal 8
(1) Pelanggaran adalah perilaku menyimpang dan atau tidak meiaksanakana
Kode Etik Guru Indonesia dan ketentuan perundangan yang beriaku yang
berkaitan dengan profesi guru.
(2) Guru yang melanggar Kode Etik Guru Indonesia dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
(3) Jenis pelanggaran meliputi pelanggaran ringan.s edang, dan berat.

Pasal 9

(1) Pemberian rekomendasi sanksi terhadap guru yang melakukan
pelanggaran terhadap Kode Etik Guru Indonesia menjadi wewenang
Dewan Kehormatan Guru Indonesia.

(2) Pemberian sanksi oleh Dewan Kehormatan Guru Indonesia sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus objektif. tidak diskriminatif. dan
tidak bertentangan dengan anggaran dasar organisasi profesi serta
peraturan perundang-undangan.

(3) Rekomendasi Dewan Kehormatan Guru indonesia sebagaimana dimana“
pada ayat(1)wajib dilaksanakan oleh organisasi profesi guru.

(4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya pembinaan
kepada guru yang melakukan pelanggaran dan untuk menjaga harkat dan
martabat profesi guru.

(5) Siapapun yang mengetahui telah tejadi pelanggaran Kode Etik Indonesia
wajib melapor kepada Dewan Kehormatan Guru Indonesia, organisasi
profesi guruatau pejabatyang berwenang.

(6) Setiap pelanggar dapat melakukan pembelaan diri dengan/atau tanpa
bantuan organisasi profesi guru dan/atau penasihat hukum sesuai dengan
jenis pelanggaran yang dilakukan dihadapan Dewan Kehormatan
Guru Indonesia.
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BAGIAN LIMA
KetentuanTambahan
Pasal 10
Tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai guru pada satuan pendidikan di

Indonesia wajib mematuhi Kode Etik Guru Indonesia dan peraturan
perundang. undangan.

BAGIAN ENAM
Penutup
Pasal 11
(1) Setiap guru harus secara sungguh-sungguh menghayati, mengamalkan,
serta menjunjungtinggiKode Etik Guru Indonesia.
(2) Guru yang belum menjadi anggota organisasi profesi guru harus memilih

organisasi profesi guru yang pembentukannya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(3) Dewan Kehormatan Guru Indonesia menetapkan sanksi kepada guru yang
telah secara nyata melanggar Kode Etik Guru Indonesia.
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BAB 11
HAKEKAT ONTOLOGI GURU

A. Profesi Guru

Secara jujur diakui bahwa kedudukan guru amat penting. Tidak ada
seorangpun dapat baca tulis di tanah air ini yang tidak berhutang budi kepada
guru. Tanpa ada guru tentu akan sulit kita bayangkan terciptanya masyarakat
cerdas dan maju. Guru dalam dunia persilatan adalah sakti mandraguna,
akumulasi ilmu dimiliki tidak diragukan lagi. Apa saja yang dilakukan guru
adalah teladan, apa yang tidak disukai guru murid tidak boleh membantah.
Tidak jarang murid harus melalui tapabrata puasa dalam waktu yang
ditentukan dan menjauhi larangan-larangannya.Pendeknya guru adalah sosok
teladan yang digugu dan ditiru. Apakah sistem perguruan seperti legenda silat
itu masih kental dalam praktis pendidikan kita ?pertanyaan ini perlu kita
renungkan.

Profesi guru pada saat ini masih banyak dipertanyakan orang, baik di
kalangan para pakar pendidikan maupun di luar pendidikan.Bahkan selama
dasawarsa terakhir hampir setiap hari media masa cetak memuat berita
tentang guru.lronisnya berita tersebut banyak cenderung melecehkan guru,
baik yang stafnya menyangkut kepentingan umum sampai hal-hal yang
sifatnya pribadi.Masyarakat, orang tua muridpun kadang-kadang mencemooh
guru tidak kompoten, tidak berkualitas dan sebagainya, manakala
putra/putrinya tidak dapat memiliki kemampuan yang sesuai dengan
keinginanya.Terkadang dari kalangan industrialis pun memprotes para guru
karena kualitasnya para lulusan dianggap kurang memuaskan bagi
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kepentingan perusahaanya. Tentu saja tuduhan dan protes dari berbagai
kalangan tersebut akan merongrong wibawa guru, bahkan cepat atau lambat
dapat menurunkan martabat guru.

Sikap dan perilaku masyarakat tersebut memang bukan tanpa alas an,
karena memang ada sebagian kecil oknum guru yang melanggar dan
menyimpang dari kode etiknya.Kesalahan sekecil apapun yang diperbuat guru
mengudang reaksi yang begitu hebat di masyarakat. Hal ini dapat dimaklumi
karena adanya sikap demikian menunjukan memang guru seyoginya menjadi
panutan, hal ini pun menunjukan bahwa guru sampai saat ini masih dianggap
eksis, sebab sampai kapanpun posisi dan peran guru tidak akan dapat
digantikan sekalipun dengan mesin aspek-aspek yang bersifat manusiawi dan
unik dalam arti berbeda satu dengan yang lainnya. Hanya saja
permasalahanya sekarang terbatas manakah pengakuan masyarakat terhadap
profesi guru itu?Kenyataanya masyarakat masih tetap mengakui profesi
dokter dan hakim lebih tinggi dibanding dengan profesi guru profesi guru
dianggap tidak dapat bersaing dengan professi-profesi lainnya.

Rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru disebabkan
oleh beberapa faktor yaitu adanya pandangan sebagian masyarakat bahwa
siapapun dapat menjadi guru, banyak guru yang belum menghargai
profesinya, perasaan rendah diri karena menjadi guru, guru belum mampu
menciptakan kondisi dan suasana sekolah agar menjadi cermin serta sumber
pembentukan pribadi dan budi pekerti bagi peserta didik, serta rendahnya
tingkat kompetisi profesionalisme guru, sehingga wibawa guru semakin
merosot.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut (sekalipun pahit bagi guru). Sudah
saatnya kompetisi profesional guru harus ditingkatkan .tanggung jawab dalam
mengembangkan profesi pada dasarnya merupakan tuntutan kebutuhan
pribadi guru, dan tidak dapat dilakukan oleh orang lain kecuali oleh dirinya
sendiri.

Profesi secara umum dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang
memerlukan pendidikan lanjut di dalam (science) dan teknologi yang
digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplemetasikan dalam berbagai
kegiatan yang  bermanfaat.Pekerjaan  professionalakan  senantiasa
menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan
intelektualyang harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian
dipergunakan demi kemaslahatan orang lain. Hal ini seperti dikemukakan

Falsafal Guew | 77



oleh Car dan Saunder bahwa professional adalah suatu pekerjaan yang
didasarkan atas suatu studi dan latihan Intelektual yang khusus dengan
menyediakan pelayanan keterampilan ataupun nasehat kepada orang lain
dengan imbalan tertentu (Stiennt,1994:2). Sedangkan menurut Sahertian
profesi pada hakekatnya adalah suatau jabatan atau pelayanan karena orang
tersebut  merasa  terpanggil untuk  menjabat pekerjaan itu
(1994:46).Karakteristik keprofesian adalah: (1) unik dan Khususu dalam
pelayanan masyarakat; (2) keahlian didukung oleh pengetahuan umum dan
pengtehauan khusus yang mendalam; (3) merupakan suatau pengabdian; (4)
memerlukan pendidikan lanjuy yangcukup panjang; (5) memiliki otonomi
dalam pelaksanaan tugas profesinya; (6) memiliki organisasi profesi; (7)
memiliki kode etik profesi; (8) mendapat dukungan masyarakat dan
permerintah serta perlindungan hokum; (9) mempunyai jaminan hidup yang
layak; (10) selektif dalam penentuan anggota kelompok profesi; (11)
merupakan pilihan hati nurani individu yang bersangkutan; dan (12) dalam
menjalakan tugas keprofesian tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.
Berdasarkan uraian di atas guru sebagai profesi yang mempunyai tugas
utama mendidik dan mengajar padahakikatnya guruadalah seseorang yang
karena penggilan jiwanya dan sebagain waktu, tenaga, dan pikirannya unutk
mengajarkan ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada orang lain di
sekolah. Guru sebagai profesi diharapkan teladanbagi siswa danmasyarakat
disekilingnya , juga dituntuk untuk mnyesuaikan diri dengan segala proses
perubahan yang terjadi dengan kemjuan ilmu pengethauan dan teknologi
serta arus informasi. Perannya selaku pendidik, mengharapkan guru untuk
meneruskan nilai-nilai kehidupan (sikap perilaku) kepada para siswa agar
menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan nasioanal.
Selaku pengajar, guru dituntut untuk mampu meneruskan dan
mengembangkan imu pengethuan dan teknologi agar siswa menjadi cerdas
(kemamapuan akademik); dan selaku pelatih guru harus mengembangkan
keterampilan agar siswa menjadi warga negara yang terampil menghadapi
segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan (kemampuan keterampilan).
Seorang guru dikatakan professional apabila memiliki keahlian di bidangnya,
bertanggung jawab baik secara intelektual maupun tanggung jawab morla
dan memiliki kesejawatan (Sahertian, 1999:30). Guru yang ahli memiliki
pengetahuan tantang cara mengajar (teaching is aknowledge),juga ketrampilan
(teaching is askill) dan mengerti bahwa mengajar adalah juga suatu seni. Guru
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yang ahli, pengetahuan yang diberikan adalah untuk membentuk pribadi yang
utuh (holistik), melalui pengajaran guru membentuk konsep piker, sikap jiwa
danmenyentuh afeksi tredalam dari inti kemanusian subyek didik. Guru
sebagai ahli pemberi inspirasi membuat si-terdidik perbuat, dapat menolong
dirinya sendiri, dapat menumbuhkan prakarsa, motivasi agar anak didik dapat
mengaktualisasikan diri. Seperti disebutkan oleh Peter (1996) bahwa guru
biasa; mengatakan, guru yang baik; menerangkan, guru yang superior:
mendemonstrasikan, dan guru yang hebat; memberi inspirasi. Dengan
demikian guru yang ahli mampumenciptakan situasi belajar yang
mengandung makna relasi interpersonal yaitu menciptakan subyek didik
merasa diorangkan sehingga dapat merasa punya jati diri.

Guru professional memiliki otonomi dan tanggung jawab. Otonomi
adalah suatau sikap professional yang disebut mandiri yang bercirikan dapat
membuat pilihan nilai, dapat mengambil dan menentukan keputusan sendiri,
dan bertanggung jawab atasa keputusan itu. Guru mempunyai tanggung jawab
dalam aspek individual, social, etis dan religious. Pada aspek individu
bertanggung jawab secara pribadi untuk mengambil keputusan dan
mempertanggung jawabkannya, pada aspek sosial mampu memberi
pertanggung jawabkan kepada orang lain, pada aspek etis adalah perbuatan
yang baik dan aspek religius, punya tanggung jawab kepada Tuhan.

Guru harus memiliki rasa kesejawatan sehingga ada rasa aman dan
perlindungan jabatan. Usaha meningkatkan citra guru di masyarakat
diperjuangkan melalui organisasi profesi, disamping rasa sejawat diantara
para guru itu sendiri.

Guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya harus memiliki
kompetisi yaitu kemamouan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam
melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab. Menurut Usman, guru
yang profeional harus memiliki kopetisi sebagai berikut: (1) kompetisi
pribadi, meliputi: (a) mengembangkan kepribadian dalam arti bertagwa
kepada tuhan Yang Maha esa, berperan dalam masyarakat sebagai warga
Negara yang berjiwa pancasila, mengembangkan sifat-sifat terpuji yang
dipersyaratkan bagi jabatan guru; (b) berinteraksi dan berkomunikasi dalam
arti berinteraksi dengan sejawat untuk meningkatkan kemampuan
professional, dengan masyarakat untuk penuaian misi pendidikan; (c)
melaksanakanbimbingan dan penyuluhan, meliputi membimbing siswa yang
mengalami kesulitan belajar, membimbing siswa yang berkelainan; (d)
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melaksanakan administrasi sekolah; (e) melaksanakan penelitian sederhana,
(2) kompetensi professional, meliputi: (a) menguasai landasan pendidikan;
(b) melaksanakan program pengajaran; (c) menyususn program pengajaran;
(d) melaksanakan program pengajaran; (e) menilai hasil dan proses belajara
mengajar yang telah dilaksanakan (2002:16-18).

Mengacu pernyataan di atas apabila guru telah memiliki kopetensi
tersebut maka dia menjelaskan pekerjaan secara profesional.Untuk
melaksanakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) sebgai konsep
kurikulum yang menekankan pada pengembangan kemampuan melakukan
(kompetensi) dan tugas-tugas dengan formulasi tertentu.KBK diarahkan
untuk mengmbangkan pengetahuan, pemahaman, kemauan, nilai, sikap, dan
minat peserta didik agar dapat melaksanakan sesuatu dalam bentuk
kemahiran, ketepatan, dan keberhasilan dengan penuh tanggung jawab serta
memfokuskan pada pemenuhan kompetensi-kompetensi tertentu pada
peserta didik.Berdasar pengertian di atas guru dituntut untuk melakukan
perubahan-perubahan yang signifikan dan guru dituntut untuk selalu belajar
mengikuti perkembangan situasi.Guru yang professional harus ada kemauan
dan kemampuan untuk merubah change of agent. Dalam hal ini guru sangat
berperan dalam menunjangan kesuksesan pelaksanaan KBK, karena guru
sebagai key person atau lebih banyak ditantang oleh KBK karena guru diberi
wewenang untuk menyusun silabus dan pengembangan bahan ajar seluas-
liasnya, sedang Depdiknas hanya memberi garis besarnya saja. Hal ini
menunjukan pula bahwa pengembangan akademis guru tidak semata-mata
hanya dituntut mengajar tareget materi pembelajaransemata, namun
sebaliknya dalam KBK lebih menekankan pada aspek kualitas bukan
kuantitas, yang berarti materi sedikit tetapi kedalaman materi relatif lebih
dalam dan belajar menjadi kontekstual yang tidak lepas dari kehidupan nyata
peserta didik. Pengalaman belajar dijadikan wahana pengembangan
kecakapan hidup (life skill), dengan demikian pembelajaran yang dilakukan
guru harus dapat membantu siswa memiliki kecakapan hidup yang relevan
dengan kebutuhan siswa, untuk mempertahankan, dan mengembangkan
hidup dalam masyarakat,dengan menggunakan pengetahuan dan
keterampilan yang dipelajari.

Demikianlah telah saya sampaikan secara singkat dalam garis-garis
besar permaslaahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian tentang
guru yang professional.
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Guru pada hakakekatnya merupakan komponen yang strategis dalam
perannya menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Bahkan keberadaan
guru faktor condicio sine quanon yang tidak mungkin digantikan oleh
komponen manapun dalam kehidupan bangsa sejak duluy, terlebih bagi bangsa
yang sedang membangun.Semakin professional para guru dalam
melaksanakan tugasnya, maka semakin tercipta dan terbina kesiapan dan
keandalan manusia pembangunan.Untuk itu guru harus selalu brusaha untuk
mencapai tingkat professional yang disebut profesionalis. Profesionalis
merupakan proses pertumbuhan perawatan, dan pemeliharaan untuk
mencapai tingkat professional yang dilakukan oleh gutu itu sendiri (self
improvement) dan dari pihak luar. Dari segi internal gur udapat berusaha
belajar sendiri.Profesionalis melalui belajar terus-menerus sangat penting.
Dari segi eksternal yaitu pemimpinan yang mendorong guru untuk mengikuti
penataran atau kegiatan akademik lain, lokakarya dan sebagainya. Tugas guru
mendidik dan mengajar bagaikan sumber air, dimana selalu mengalir
sepanjang masa. Apabila tidak diisi terus menerus maka sumber air itu akan
kering. Demikian juga jabatan guru, jika tidak berusaha menambah
pengetahuan baru melalui membaca dan belajar terus menerus maka
akangersang. Kemuan dan kemampuan untuk mencapai kesempurnaan
(excellence), semangat berjuang dan bersaing secara piawai dan sportif, rasa
percaya diri dan mandiri, disamping keratif dan inovatif perlu ditumbuh
kembangkan pada dada setiap guru.Profesionalis kepengajaran guru dalam
pengelolaan pembelajaran secara terus menerus mutlak harus dilakuakn.
Guru dalam setiap tugasnya dapat selalu melakukan uji coba (penelitian)
terhadap berbagai teknik/model pengelolaan pembelajaran yang dapat
membuahkan hasil yang prima. Walaupun banyak faktor yang turut
menentukan baik faktor guru itu sendiri, faktor siswa,maupun lingkungan.

Profesionalisasi melalui pembudayan kebiasaan membaca dikalangan
para guru banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk mewujudkan guru-
guru yang Dbenar-benar sebagai guru professional tinggi (highly
professional).Profesi guru baik dimasa sekarang dan masa mendatang pada
dasarnya tergantung pada diri guru itu sendiri.Peningkatan kualitas diri
seseorang hanya menjadi tanggung jawab pribadi.Oleh karena itu diperlukan
kesadaran pada diri guru secara terus menerus meningkatkan pengetahuan
dan kemampuannya, agar guru secara terus menerus meningkat pengetahuan
dan kemampuannya, agar guru mendapat kepercayaan public (public trust)
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karena kekuatan eksistensi suatu profesi tergantung kepada public trust,
sehingga profesi guru harus merasa tertantang untuk dapat mengembangkan
keprofesionalnya.

B. Keberadaan Guru

Sekolah merupakan institusi yang kompleks (Hauson; 1985), bahkan
paling kompleks diantara keseluruhan institusi sosial. Kompleksitas bukan
saja dari masukannya yang bervariasi, melainkan dari proses pembelajaran
yang diselenggarakan di dalamnya. Sebagai institusi yang kompleks itu
sekolah tidak akan menjadi baik dengan sendirinya, melainkan melalui proses
peningkatan tertentu.

Dalam rrangka proses peningkatan kualiatas pendidikan di sekolah
diperlukan guru, baik secara individual maupun secara kolaboratif untuk
melakukan sesuatu, mengubah “status quo” agar pendidikan dan
pembelajaran menjadi berkualitas. Pendidikan dan pembelajaran yang
berkualitas tidak hanya tergantung kepada satu komponen saja, melainkan
“sebagai sebuah sistem” yang terdiri dari beberapa komponen antara lain
berupa program kegiatan pembelajaran, peserta didik, guru, sarana dan
prasarana pembelajaran , lingkungan masyarakat dan lain-lain. Komponen-
komponen tersebut dalam proses pembelajaran tidak akan banyak
memberikan dukungan yang maksimal atau tidak dapat dimanfaatkan secara
optimal bagi peningkatan kualitas proses dan hasil pembelajaraan, tanpa
didukung oleh keberadaan guru yang secara kontinu berupaya mewujudkan
gagasan, ide, dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap yang terpuji
dalam tugasnya sebagai pendidik. Guru merupakanunsur manusiawi yang
sangat menentukan keberhasilan pendidikan (Adler; 1982). Guru yang unggul
(the excellent teacher), merupakan critical resource in any excellent teaching
learning activities (Shapero; 1985).

Peningkatan kualitas pendidikansangat tergantung kepada tingkat
profesionalisme guru. Keberadaan gurusangat menentukan keberhasilan
pendidikan, dengan kata lain peningkatan kualitas pendidikan tidak mungkin
ada tanpa peningkatan profesiomlitas guru. Untuk itu semua dalam
melaksanakan profesinya guru harus selalu berorientasi pada tugas, peran
dan kompetisi pendidik agar dalam proses pembelajaran lebih efektif, efisien,
dan dinamis serta berkualitas. Jabatan guru mempunyai banyak tugas, baik
yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas dalam bentuk pengabdian.Tugas
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guru tidak hanya sebagai suatu profesi, tetapi juga sebagai tugas kemenusiaan
dan kemasyarakatan. Tugas guru sebagai suatu profesi menuntut guru untuk
mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Mendidik, mengajar dan melatih adalah tugas guru sebagai
suatu profesi. Dalam hal mendidik, guru harus mampu meneruskan dan
mengembangkan nilai-nilai hidup sesuai dengan kepribadian bangsa
Indonesia. Mengajar, guru harus memiliki pengetahuan tentang cara mengajar
(teaching is a knowledge) agar mampu meneruskan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi kepada peserta didik sehingga mereka memiliki
kemampuan akademik yang memadai. Melatih, harus memiliki kemampuan
untuk mengembangkan keterampilan dan menerapkannya dalam kehidupan
demi masa depan peserta didik. Disamping itu guru harus menanamkan nilai-
nilai kemanusiaan kepada anak didik serta memahami jiwa dan watak anak
didik.

Tugas dan peran guru tidaklah terbatas, guru pada hakekatnya
merupakan komponen yang strategis dalam menentukan gerak maju
kehidupan bangsa, guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju
pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Bahkan keberadaan guru
merupakan faktor condisio sine quanon yang tidak mungkin digantikan oleh
komponen manapun dalam kehidupan bangsa. Potret dan wajah diri bangsa di
masa depan tercermin dari potret guru masa kini, dan gerak maju dinamika
kehidupan bangsa berbanding lurus dengan citra para guru di tengah-tengah
masyarakat.

Di dalam melaksanakan tugas, guru memiliki karekteristik tersendiri
dibandingkan dengan pekeljaan lainnya. Dalam proses belajar mengajar,
posisi guru tetap memiliki urgensi sangat tinggi. Keberadaan guru dalam
proses belajar mengajar sampai dengan sekarang tetap memegang peran
penting karena peran guru, karena ada hal-hal bersifat manusiawi yang tidak
bisa diwakili oleh alat-alat tersebut antara lain sikap, sistem nilai, perasaan,
motivasi dan kebiasaan.

Sebagaimana dikatakan Nana Sudjana bahwa pekeijaan yang hanya
disiapkan untuk itu melalui proses pendidikan atau latihan (1987). Tidak
semua pekerjaan profesi cukup dengan latihan, namun mesti melalui
pendidikan Seorang dokter misalnya tidaklah cukup hanya melalui perlatihan
melainkan melalui pendidikan formal yang relatif lama Begitu pula jabatan
gurupun melalui pendidikan formal yang relatif lama pula Beberapa kriteria
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jabatan profesional antara lain:

™o a0 TP

Dipersiapkan melalui pendidikan dan atau pelatihan.
Adanya pengakuan dari masyarakat umum atau pengakuan public.
Memiliki organisasi profesi.
Memiliki kode etik.
Memberikan pelayanan yang khas.
Memiliki kemampuan untuk memonitor praktek profesi.
Dari kriteria tersebut, jabatan guru memenuhi seluruhnya sehingga

secara jelas bahwa pekerjaan guru adalah profesional. Banyak jabatan
profesional namun satu dengan yang lain dibedakan oleh tugas dan tanggung
jawabnya. Dokter mempunyai tugas dan tanggung jawab dari memeriksa

pasien, mendiagnosa, kemudian mengobati sampai sembuh.Demikian pula

guru mempunyai tugas dan tanggung jawab mengajar dan mendidik anak-
anak/siswa asuhannya menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Sangat banyak peran guru yang seharusnya diproporsikan sebagai

pemangku jabatan profesionaal, yaitu :

a.

84

Sebagai pelaksana kurikulum bahwa guru harus mampu menterjemahkan
kurikulum kepada siswa sekaligus guru harus paham akan ilmunya. Pada
posisi inilah guru berperan sebagai pengajar pemberi pengetahuan
intelektual.

Sebagai pendidik bahwa guru berkewajiban membentuk kepribadian
siswa yang meliputi pembentukan sikap perilaku dan mental spiritual.
Sebagai pelatih artinya bahwa dalam pembelajaran memerlukan latihan
keterampilan baik intelektual maupun motorik. Secara otomatis guru
berperan sebagai pelatih.

Sebagai penasehat artinya bahwa dihadapkan anak didik segala peran
guru selalu benar dan menjadi kepercayaan/sumber yang dipercaya.
Sebagai pembaharu (inovator) artinya bahwa guru harus menjebatani
pemisah antara yang lama dan yanng baru.

Sebagai model artinya bahwa guru merupakan teladan bagi peserta didik
untuk dicontoh.

Sebagai pribadi (self oriented) artinya bahwa guru harus mencerminkan
seorang pendidik, ilmuwan dan sebagai “orang tua”.

Sebagai peneliti artinya bahwa dalam rangka penyesuaian dengan
lingkungan guru perlu mengadakan kajian/penelitian.
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i. Sebagai motivator artinya guru hendaknya mampu memberikan dorongan
untuk mengadakan kreativitas.

j.  Sebagai pembawa cerita artinya bahwa melalui cerita bisa memecahkan
masalah bahkan bisa memberikan keberhasilan generasi baru.

k. Sebagai aktor artinya guru melakukan peran sesuai dengan naskah dan
pesannya.

l. Sebagai emansipator artinya guru menghormati perbedaan kemampuan
peserta didik.

m. Sebagai evaluator artinya bahwa guru sebagai pengevaluasi hasil
pembelajaran siswa.

n. Sebagai pelestari artinya bahwa guru sebagai pewaris kebudayaan dan'
generasi ke generasi. Hal ini sesuai dengan pesan Ki Hadjar Dewantara
sebagaimana dikutip Panitia 60 Tahun Taman Siswa bahwa Sekolah
Taman Siswa hendaknya jadi pusat kebudayaan masyarakat
lingkungannya (1982).

0. Sebagai kulminator bahwa guru mengarahkan proses belajar secara
bertahap dari awal sampai dengan akhir atau kulminasi (Mulyasa E, 2005)

p. Sebagai administrasi artinya guru sebagai pengambil inisiatif, pengarah
kegiatan pendidikan, penegak disiplin dan penetjemah kepada
masyarakat. Dalam hal ini termasuk kegiatan pengelola kelas dan penegak
disiplin.

g. Sebagai seniman dalam hubungan antara manusia.

Menyadari betapa banyak peran guru, ada strategi sederhana dalam
pendampingan terhadap anak didik terutama yang terindikasi bermasalah
dengan semboyan SMEP yaitu senyum, mendengarkan, empati dan
peka.Senyum merupakan penampilan guru yang melekat dan harus
dimiliki.Betapa tidak nyaman jika guru berwajah muram tidak bisa tersenyum.

Mendengarkan, terkandung maksud agar guru mampu mendengarkan
segala keluhan yang disampaikan anak didik. Empati berarti guru harus
mampu merasakan perasaan orang lain. Sedangkan peka artinya guru
hendaknya sensitif terhadap gejala atau fenomena dalam permasalahan
pendidikan.

Berbagai upaya untuk meningkatkan guru telah dilaksanakan. Menurut
UU No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di
Sekolah untuk seluruh Indonesia sebagaimana dikutip Ngalim ditentukan
persyaratan sebagai guru adalah berijazah, sehat jasmani dan rohani, taqwa
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terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkelakuan 'baik dan bertanggung jawab,
serta berjiwa nasional (2002).

Selanjutnya peningkatan profesionalitas guru dilakukan oleh
pemerintah diantaranya meningkatkan kualifikasi dan persyaratan jenjang
pendidikan.Guru SD yang semula lulusan SPG dinaikkan menjadi setidaknya
lulusan Diploma 1], guru SLTP setidaknya lulusan Diploma III dan Strata I
(Sarjana) untuk guru SLTA.Begitu juga hal tersebut berlaku bagi tenaga
pengajar Strata I setidaknya lulusan State 11.Peningkatan kualifikasi tersebut
identik dengan yang dikatakan Taufik Ismail bahwa ilmu sebagai potensi
dasar sumber daya manusia (2005).

C. Konsekuensijabatan guru
Dalam kehidupan termasuk dunia pendidikan dijumpai pula adanya

konflik Guru pula hendaknya mampu mengelola konflik secara Profesional.
Bahkan konflik memiliki tempat pada diri kita, yaitu sesuatu yang aneh dan
tidak menyenangkan (William Hendricks, 2000). Ada beberapa cara
mengembangkan pendekatan yang dapat dipercaya untuk manajemen konflik
yaitu :
a. Keputusan yang jelas
Toleransi terhadap perbedaan
Mengurangi agresi
Mengurangi perilaku pasif
Mengurangi perilaku manipulative

Dalam proses pendidikan manajemen konflik tersebut perlu dimiliki
oleh gum Seperti dikatakan Moh. Ali yang dikutip Moh.Ali yang dikutip Moh.
Uzer Usman bahwa berdasarkan tugas dan tanggungjawabnya, guru
memerlukan persyaratan khusus antara lain :
a. Menuntut adanya ketrampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu

o a0 T

pengetahuan.

b. Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan
bidang profesinya.

c. Menuntut adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dan'
pekeljaan yang dilaksanakannya.

d. Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekeljaan yang
dilaksanakannya.
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e. Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan
(2005).

Untuk memenuhi tuntutan profesional guru, perlu instrospeksi karena
masih terjadi beberapa kesalahan yang masih sering dilakukan guru antara
lain :

a. Mengambil jalan pintas, dengan berbagai alasan guru tidak
mempersiapkan diri untuk mengajar.

b. Menunggu peserta didik berbuat negatif, kurang memberi penguatan
kepada siswa yang berperilaku positif.

c. Menggunakan disiplin yang salah (destructive disipline).

d. Merasa paling pandai. Dalam hal inilah Arif Budiman menekankan
pendidikan kontektual (Kompas 30 Agustus 2005). Dia ungkapkan pula
bahwa dosen dan guru tidak mau menerima jawaban yang berbeda
dengan yang ada diotaknya.

. Tidak adil, sering diskriminatif.

f. Mengabaikan perbedaan peserta didik.

g. Memaksa hak peserta didik, misalnya guru/dosen berbisnis.

Beberapa kebiasaan yang keliru tersebut hendaknya bisa menjadi
Pemacu para guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu guru
dituntutkompetensi dalam bidangnya.Kompetensi merupakan tindakan
cerdas, penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat
untuk dapat dianggap mampu melaksanakan tugas dalam bidang tertentu
(Musthafa Kamal Pasha, 2003). Sifat cerdas tampak pada kemahiran,
kecepatan dan keberhasilan bertindak.Tanggung jawab diperlihatkan sebagai
kebenaran tindakan di pandang dari nilai iptek, etika ataupun kepatuhan
ajaran agama dan budaya. Tiga kompetensi dasar yang harus dimiliki guru
adalah:

a. Kompetensi pribadi (personal). Kompetensi ini guru dituntut mampu
mengembangkan kepribadian, mengembangkan sifat-sifat terpuji, menj
adi warga masyarakat/warga negara yang baik dan taqwa terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

b. Kompetensi profesional artinya guru harus ahli dalam bidang garapannya.

c. Kompetensi sosial artinya guru harus memiliki kemampuan untuk
memahami lingkungan maupun berkomunikasi.

Untuk menunjang keberhasilan dalam tugas guru sebagai pengajar
maupun sebagai pendidik harus memiliki etos kerja: selalu mempersiapkan
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materi pelajaran, tepat waktu, memiliki target, memiliki jam kerja efektif,
tanggung jawab, tidak putus asa, konsisten.

Di mata anak didik, guru merupakan iigur dalam keilmuan maupun
dalam penampilan dan sikap.Dalam hal berbicara guru tidak bisa
sembarangan, termasuk juga dalam hal berpakaian ataupun dalam hal sopan
santun (etika).Oleh karena itu guru harus menyadari bahwa di mata
masyarakat, guru dipandang serba bisa, dianggap lebih daripada masyarakat.

Guru sebagai salah satu pilar pelaksana pembanguan pendidikan
dituntut memiliki integritas dan kemampuan profesional yang tinggi mampu
melaksanakan darma baktinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
(Pengums Besar PGRI, 2003).

D. Peran Guru

Peran guru dalam pembangunan nasional adalah keikutsertaan mereka
secara aktif dan sadar dalam membangun manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Dalam kaitan ini partisipasi
guru adalah wahana strategis yang mampu memberikan bekal nilai-nilai yang
dapat dan harus dijadikan etos kerja dan etos perjuangan guna memandu dan
memacu manusia Indonesia ke arah kemajuan tanpa harus terlepas dari akar
budaya dan ideologi yang merupakan ciri khas kepribadian bangsa Indonesia.

Sedangkan manusia Indonesia seutuhnya hakekatnya adalah manusia ideal,

manusia yang kita idam-idamkan sebagai subyek pendukung dan pengamal

Pancasila dengan berbagai dimensi yang terlekat didalamnya. Dimensi-

dimensi itu adalah:

1. dimensi personal, dalam arti sebagai pribadi Yang menjadi subyek
pendukung nilai-nilai religius, rasional, etis dan estetis.

2. dimensi relasional, dalam arti keterhubungan dengan diri sendiri,
sesamanya, alam lingkungan dan Tuhan Yang Maha Esa, dengan mana
nilai-nilai dalam dimensi personal selalu dijadikan dasar dan arah dalam
relasinya dengan diri sendiri, sesamnya, alam lingkungan dan Tuhan Yang
Maha Esa tadi.

3. dimensi struktural, dalan arul keterikatannya dengan struktur masyarakat
yang merupakan ajang atau wadah bagi pengalaman nilai-nilai dalam
dimensi personal dan relasional itu.

Lebih dari itu, manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia ideal yang
sejahtera dalam kehidupannya, dalam aspek-aspek
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1. Religiusitasnya, sebagaimana terpancar daiam kekuatan dan kegunaan
jiwanya yang mengejawantah dalam keyakinan religius yang dianutnya

2. kultural, yang tercermin dalam penghayatan, pengalaman yang penuh
kebanggaan di dalam dan terhadap budaya -bangsanya sendiri (Sulistyo,
Seminar Kode Ethik Guru, 1988)

Untuk mengembangkan harkat dan kualitas manusia Indonesia dalam
rangka pencapaian dan penghayatan manusialndonesia seutuhnya guru
memegang peranan yang sangat penting karena usaha itu harus dilakukan
secara sadar, terarah dan terencana atas dasar landasan ideologis dan
konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 maupun
landasan operasional yang dituangkan dalaw GBHN. Mantan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf pernah menyatakan bahwa
pendidikan merupakan "Suatu proses belajar mengajar yang membiasakan
para warga masyarakatsendiri mungkin untuk menggali, memahami,
menyadari, menguasai dan mengamalkan nilai-nilai yang disepakati bersama
sebagai terpuji, dikehendaki dan berguna bagi kehidupan dan perkembangan
diri pribadi, masyarakat dan bangsa:.

Dengan demikian fungsi guru adalah jelas, yaitu:

1. melestarikan nilai-nilai terpuji dalam masyarakat yang merupakan akar-
budaya bangsa dengan dan sikap hidup manusia Indonesia yang
dikehehdaki untuk dipertahankan

2. Mengembangkan ninairnilai baru dan sikap hidup yang relevan, serasi dan
sejalan dengan keperluan usaha mencapai dan menghayati sasaran sesuai
dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi dan pembangunan

3. Menghasilkan manusia-manusia Indonesia yang ahli, terampil dan tanggap
terhadap keperluan pembangunan serta sadar utama dalam mengelola
sumber daya alam yang tersedia

4. membentuk manusia-manusia Indonesia menjadi pribadi-pribadi yang
sadar akan tanggung jawabnya terhadap diri-sendiri, keluarga,
masyarakat dan Tuhannya serta menyadari hak dan kewajibannya sebagai
warga negara yang baik dalam membina kehidupan bernegara dan
bermasyarakat

5. membuka cakrawala pandangan ke arah masa depan dalam usaha
membangkitkan minat dan hasrat untuk terus maju secara terarah ke
sasaran pembangunan yang ingin dicapai dan dihayati yaitu terbentuknya
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manusia Indonesia seutuhnya dan tercapainya masyarakat Indonesia yang
aman, tertib, damai, adil, makmur dan merata

Jadi partisipasi guru dalam pembangunan nasional menuju era tinggal
landas adalah keikutsertaan guru secara aktif guna melaksanakan
keseluruhan fungsi tersebut. Apabila peranan guru itu disadari difahami dan
dilaksanakan dengan baik, niscaya partisipasi guru dalam usaha menghasilkan
manusia Indonesia seutuhnya akan mendapatkan penghargaan yang setinggi-
tingginya sesuai motto bahwa “guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa”. Agar
fungsi ini dapat dijalankan dengan baik setiap guru berkewajiban untuk
meningkatkan kemampuan dan kesadarannya secara terus menerus sehingga
dapat menjadi pendidik yang berkompetensi tinggi, bermoral jernih,
berpandangan jauh, berkepribadian tak tercela dan berjiwa pengabdian yang
bersumber pada budaya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

Partisipasi guru atau profesi keguruan dalam dunia hari esok, adalah
konsep berdimensi dua yang dapat dibagi menjadi bagian vertikal dan
horisontal, yaitu, pertama: konsap AKU dan konsep KITA. Konsep AKU
merujuk kepada guru sebagai perseorangan, orangnya sendiri. Konsep KITA
merujuk kepada organisasi yaitu profesi keguruan. Beberapa ahli pendidikan
mengakui kenyataan ini, dan lalu memperinci peranan AKU dan KITA. John
Thompson, Sekjen Federasi Guru Dunia, menyatakan bahwa organisagi-
organisasi guru karena kebutuhan berorientasi kepada masalah harian, tetapi
semua organisasi haruslah sekali-kali meninjau dan menilai masa depan
dengan tujuan menyusun kebijakan hari ini. Malangnya, atau barangkali juga
untungnya, organisasi-organisasi guru hampir-hampir tidak dapat menyusun
kebijaksanaan hari ini yang mungkin mempengaruhi praktik masa depan
karena organisasi-organisasi ini tidak terlibat di dalam tahap-tahap awal
proses pengambilan keputusan yang menyangkut kependidikan. Bentuk
terlibatan para guruini terutama apabila hal ini merupakan kebijaksanaan
resmi pemerintah, memberikan cukup alasan moral dan profesional bagi guru.
untuk menuntut hak mengajukan kritik atau menolak kebijaksanaan
pendidikan yang tidak sejalan dengan pendirian profesional maupun
organisasi mereka. Sebaliknya, apabila para guru atau organisasi mereka
dimintai pendapat, seperti halnya dengan beberapa organisasi guru, para guru
itu secara tak sadar kehilangan hak moral dan profesional untuk menolak
kebijaksanaan pendidikan yang akan dilaksanakan, karena guru dan
organisasinya ikut serta dalam pemikiran yang akhirnya menghasilkan
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kebijaksanaan

Persatuan guru New Zeeland dijamin oleh undang-undang untuk
merundingkan syarat-syarat kerja dan dengan hak yang diakui untuk dimintai
pendapat mengenai hal-hal yang mempengaruhi perkembangan dan
pelaksanaan sistem pendidikan di dalam bidang Pendidikan Dasar. Pengurus
Persatuan Guru Inggris, Wales, dan Irlandia Utara melaporkan bahwa
organisasi mereka memiliki status konsultatif dengan Departemen Pendidikan
dan [lmu Pengetahuan.

Menurut Undang-undang Norwegia, Persatuan Guru Norwegia, berhak
mengemukakan pengaruh yang cukup besar melalui haknya untuk
mengemukakan tanggapan, hak untuk berunding, dan sampai batas tertentu
untuk ikut serta didalam proses pengambilan keputusan kebijaksanaan
pendidikan. Persatuan Guru Nasional Nigeria menginginkan agar organisasi
lebih banyak dilibatkan dan dimintai pendapat di dalam perumusan
kebijaksanaan, terutama proses tahap awal oleh instansi-instasi politik dan
pendidikan sebelum pengambilan keputusan itu sampai mencapai tahap yang
tak dapat di ubah lagi.

Guru hari esok harus merupakan bukan saja penyebar informasi dan
penyebar gagasan, tetapi juga harus merupakan transformator, nilai, dan
pengetahuan, serta harus mengatasi godaan untuk hidup dalam simboses
yang terusmenerus dengan keprihatinan dalam jaminan Kkerja, yang
akar merendahkan derajatnya menjadi operator mesin yang tidak
berimajinasi, tanpa hidup, murung dan membosankan, dengan
penyelewengan mental dan depresi spiritual sebagai akibatnya. Dengan
demikian pendidikan guru harus dikembangkan sesuai pangan zaman untuk
memenuhi tuntutan dunia hari esok dengan gaya hidupnya yang sintetik dan
penaklukan kecepatan serta waktu. Salah satu prioritas bagi profesi keguruan
hari esok, adalah mengembangkan kepekaan yang lebih besar terhadap
perubahan di dalam kebutuhan para murid sebagai suatu ciri yang permanen.
“Guru hari esok”, haruslah memperjuangkan pengetahuan, hanya dengan
tujuan menolong, bukan dengan tujuan menguasai.

“Profesi keguruan hari esok” harus mengatur dirinya sendiri dengan
jalan Kkesetiaan yang berdisiplin tephadap tujuan pokok pendidikan:
mempersiapkan para murid untuk memahami faktor-faktor yang
mempengaruhi kehidupan mereka, dan batas-batas kehidupan, menolong
mereka melihat dan memahami pilihan-pilihan yang terbuka, dan mengajar
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mereka bagaimana memperkirakan dan mempertimbangkan konsekuensi
pilihan. Memberikan kepada mereka sarana untuk memperoleh keterampilan
yang diperlukua bagi pencapaian tujuan-tujuan yang mereka pilih. Berpegang
teguh pada komitmen itu dan membuka kemungkinan bagi pelaksanaan
pertanggungjawaban itu, dengan keberhasilan dalam hubungan semua faktor
kependidikan, akan menghendaki keterampilan dan ketetapan hati atau
ketegasan di dalam rancangan kurikulum dan penentuan prioritas. Hal ini juga
menghendaki adanya keterampilan dun ketekunan, sehingga para pengambil
keputusan politik mau menerima nasehat profesi keguruan, dan menyediakan
dana serta fasilitas yang diperlukan untuk memelihara kondisi mengajar dan
belajar yang baik, penelitian dan pengembangan, serta kesempatan
pendidikan bergelombang, dan penataran bagi para guru. Untuk nencapai
tujuan-tujuan di atas diperlukan perubahan-perubahan radikal di dalam
pendidikan dan latihan guru. Organisasi-organisasi guru akan meningkat
dalam dunia hari esok. Tanpa kerjasama sukarela para guru, tujuan
masyarakat pendidikan tidak akan tercapai dengan mudah. Dapat dikatakan
bahwa keberhasilan rencana pendidikan masa depan sangat bergantung pada
partisipasi yang aktif dan efektif oleh organisasi guru/ unsur yang penting
peranan kepemimpinan yang efektif ini adalah kesanggupan belajar
berurusan dengan pemerintah dengan keyakinan diri, keuletan dan integritas,
tetapi tanpa kesombongan atau penyalahgunaan kekuasaan. Menghadapi
orang-orang lain serta masysarakat umum dengan eyakian profesional yag
memenuhi syarat dedikasi, tetapi tidak memperjuangkan monopoli
pengambilan keputusan atau mengintimidasi rakyat banyak, serta
memperoleh loyalitas dan solidaritas anggota-anggota mereka sendiri dengan
jalan memperjuangkan rasa harga diri mereka.
Konferensi WCOTP pada tahun 1977 di Lagos, sidang mengambil
resolusi bahwa guru harus:
a. menyatakan pendapatnya bukan saja di dalam organisasi mereka, tetapi
juga di dalam masyarakat mengenai hak asasi anak didik dan status guru\
b. menanamkan dikalangan angkatan muda apresiasi mengenai prinsip-
prinsip perdamaian dan saling mengerti internasional serta
penghormatan bagi hak-hak asasi manusia baik sebagai perorangan
maupun secara kolktif
c. menempuh segala jalan dalam batas kesanggupannya untuk
mempengaruhi sikap masyarakat untuk menyokong pendidikan,
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memelihara sistem wajib belajar yang bebas dan mengusahakan
perluasannya

d. melakukan segala usha yang mungkin dilaksanakan untuk membahas
tujuan dan masalah pendidikan dengan para murid, orang tua, pengasuh
kerja dan anggota masyarakat.

Seolah-olah hari esok akan berubah menjadi pusat-pusat pendidikan
atau klinik pendidikan, tempat orang-orang yang melek huruf tetapi tidak
terdidik memperoleh penggarapan klinik yang akan membawa mereka ke
arah kebebasan jasmaniah dan rohaniah, serta kebebasan semangat
komunikasi untuk bersatu meninggikan kehidupan, menerima kematian,
karena kematian tidaklah buruk atau baik, tidaklah positif atau negatif.
Melainkan netral. Kematian adalah transformasi dengan segala transformasi
memiliki cara penyimpanan dariyang asli. Kita anggota profesi keguruan,
termasuk murid-murid kita, adalah mahluk bumi. Kita adalah manusia-
manusia terhormat, dan pendidikan dalam dunia hari esok adalah maslah bagi
manusia-manusia terhormat sebenarnya, menerima warisan yang tidak dapat
dibantah daripada pusat kegiatan di bumi yang diberikan oleh Yang Maha Esa

Pada umumnya profesi keguruan di dunia esok harus tidak sja berpusat
pada anak, tetapi pada guru. Anak didik selalu dapat diperoleh malah juga
apabila jumlah murid berkurang. Putus kerja dikalangan para guru akan
meningkatnya kesempatan kerja di sektor-sektor lain, akan tetapi guru
dengan panggilan hati akan tetap berada di dalam profesi itu. Sebagian besar
dari orang-orang yang ingin menjadi guru hari esok memiliki kecerdasan yang
normal dan lebih daripada normal, kata Fres M. Hechinger di dalam bukunya
Educations Mission fot the Third Century. Dia selanjutnya berkata, namun kita
tidak dapat mengahrapkan bahwa sebagian besar dari mereka meupakan guru
dengan panggilan hati, artis dalam salah satu bidang tugas yang sukar dan
sangat peka di dunia. Jadi apa jalan keluarnya? Jawabnya terdiri dari dua
bagian. Pertama, proses pendidikan guru harus dijadikan cukup peka dan
luwes, membedakannya dari para pelatih, tetapi tidak dibentuk oleh para
pelatih itu. Kedua, titik puncak proses latihan dan penamatan latihan para
guru harus berlatih dari kampus pendidikan tinggi ke ruang kelas yang
sebenarnya, penuh dengan anak-anak yang sebenarnya, dan persoalan yang
nyata. Banyak dari pekerja teoritis sekrang ini harus diganti dengan latihan
kerja, masa percobaaan selama beberapa tahun harus mendahului pemberian
wewenang dari pengangkatan guru-guru baru dengan gaji penuh. Masa
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percobaan itu selanjutnya hendaklah dipandang sebagai waktu untuk
menyisihkan orang-orang yang tidak sesuai bagi karier keguruan sebelum
mereka sendiri dan bagi anak-anak. Dan sesekali kita harus sangat berhati-
hati selama tahun-tahun masa percobaan itu, sehingga minoritas guru-guru
panggilan hati tidak kehilangan kecemerlangan merekadan kesanggupan
mereka menumbuhkan kehidupan dan kesempurnaan kepada kesanggupan
kerja yang biasa.

Dari pikiran kreatif timbul keberanian, prakarsa penciptaan, penemuan
dan Kkegiatan-kegiatan yang bersifat membangun. Dengan demikian
pembangunan dilihat dari pemikiran yang lebih dlam adalah perubahan cara
berpikir dan sikap hidup sesuai dengan perkembangan zaman.

Selain daripada itu, dalam pembangunan itu bangsa kita dihadapkan
tidak hanya pada pilihan-pilihan hitam atau putih, melainkan pada dilema-
dilema yang masing-masing kadang mengandung resiko yang tidak
menyenangkan. Oleh karena itu masyarakat yang sedang membangun
memerlukan ide-ide. Di atas ide-ide itu mereka mengambil keputusan
diantara eberapa kemungkinan. Dan di sini yang diperlukan bukan saja
keahlian melainkan juga keberanian, bukan saja kemampuan melainkan juga
kearifan. Di samping perlu adanya konsepsi-konsepsi dan langkah-langkah
penanggulangan untuk jangka jauh yang lebih bersifat strategis. Intercermin
dalam GBHN.

Masalah-masalah di atas itulah, terutama dunia pendidikan memegang
peranan yang amat penting dan menetukan. Sebab, pembangunan itu tidaklah
bermula dengan moda kebendaan melainkan berangkat dari masyarakat
sendiri dengan pendidikan, organisasi dan disiplin mereka. Memang untuk
mengisi da mengembangkan eksistensi suatu bangsa diperlukan investasi
manusia. Dan hal ini tidak bisa lain kecuali lewat dan oleh dunia pendidikan.
Sebab, pembinaan sikap mental yang mendukung pertumbuhan ekonomi,
pengembnagan solidaritas dan identitas ke arah persatuan dan kesatuan
bangsa, pembangunan sistem administrasi dan birokrasi pemerintahan yang
mampu dn berwibawa, mau tidak mau, banyak tergantung ditentukan oleh
sistem oendidikan yang berlaku. Tak ayal lagi, dunia penddidikan mempunyai
nilai yang amat strategis dalam kerangka pembangunan bangsa. Keberhasilan
serta kelanjutan pembangunan untuk masa-masa mendatang amat tergantung
paa dunia pendidikan masa kini.
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UNESCO tahun 1994 menyatakan bahwa:
pendidikan harus diarahkan kepada perkembangan yang menyeluruh bagi
kepribadian insani dan kemajuan sosial, kultural dan ekonomis bagi
masyarakat, dan kepada penanam rasa penghargaan yang mendalam
terhadap hak-hak manusia serta kemerdekaan yang hakiki, penekanan
yang terberat harus diletakkan pada konstribusi yang harus diberikan
oleh pendidikan kepada perdamaian dan kepada saling pengertian,
toleransi dan persahabatan diantara semua bangsa-bangsa, dan golongan
rasial dan agama.
Harus diakui bahwa kemajuan dalam pendidikan dan sebagian besar
bergantung kepada kesenangan dan kemampuan staff pendidikan pada
umurnya dan kepada mutu pedagogis serta teknis insani dari guru-guru
seorang demi seorang
Status guru-guru harus seirama dengan Kkebutuhan pendidikan
sebagaimana dinilai guna mencapai maksud dan tujuan pendidikan, harus
diakui bahwa status wajar dari guru-guru dan penghargaan semestinya
dari masyarakat kepada jabatan pendidikan adalah kepentingan utama
bagi realisasi sepenuhnya dari maksud tujuan itu.
Mengajar/ mendidik harus dihargai sebagai suatu jabatan (profesi), hal itu
adalah suatu bentuk dari pengabdian kepada masyarakat, yang
menghendaki dari guru-guru pengetahuan keahlian dan kecakapan khusus
yang didapat dan dipelihara melalui studi sungguh-sungguh dan terus
menerus (mengajar/ mendidik) menghendaki pula rasa tanggung jawab
dari (guru) seorang demi seorang maupun dari corps atas pendidikan dan
kesejahteraan murid-murid yang diasuhnya.
Semua aspek dari mempersiapkan dan memperkerjakan guru-guru harus
bebas dari setiap bentuk diskriminasi yang berdasarkan ras, warna kulit,
kelamin, agama, keyakinan, politik, asal kebangsaan atau sosial ataupun
kondisi ekonomi.
Kondisi bekerja bagi guru-guru harus sedemikian rupa sehingga memberi
kemungkinan sebaik-baiknya bagi pelajar secara efektif dan
memungkinkan guru-guru untuk memusatkan dirinya kepada tugas
jabatannya.
Organisasi-organisasi guru harus diakui sebagai suatu kekuatan yang
dapat meberi sumbangan yang besar kepada kemajuan pendidikan dan

Falsafob Gurw | 95



yang olehkarenanya harus siikut sertakan dalam menentukan
kebijaksanan pendidikan.
Tindakan-tindakan yang sesuai harus diambil, ditiap-tiap negara sejauh
yang diperlukan untuk merumuskan kebijaksanaan pendidikan yang
menyeluruh sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman,
dengan mengambil dari semua sumber-sumber yang tersedia, baik yang
bersifat potensi manusia ataupun yang lain-lain. Dalam melakukan yang
demikian itu, pengusaha yang berwenang harus memperhitungkan
konsekwensi-konsekwensi dari prinsip-prinsip serta tujuan-tujuan yang
berikut bagi guru-guru.

a. Adalah hak asasi dari tiap-tiap anak untuk diberi kesempatan sepenuh
mungkin, perhatian yang semestinya diberikan kepada anak-anak
yang memerlukan pelajaran pendidikan khusus.

b. Semua fasilitas harus disediakan secara sama untuk memungkinkan
setiap orang menikmati hak akan pendidikan tanpa diskriminasi, atas
dasar kelamin ras, warna kulit, agama, pendirian politik, asal
kebangsaan atau kemasyarakatan, ataupun kondisi ekonomis.

c. Oleh karena pendidikan adalah suatu sevis yang secara fundamentil
penting bagi kepentingan masyarakat umum, ia harus diakui sebagai
tanggung jawab Negara yang harus menyediakan secukupnya suatu
jaringan persekolahan, pendidikan tanpa bayaran di sekolah-sekolah
serta bantuan materi bagi murid-murid yang memerlukannya, hal
sedemikian tidak boleh diartikan sedemikian rupa sehingga
menyerimpung ke kebebasan perorangan maupun badan-badan untuk
mendirikan dan mengurusi lembaga-lembaga pendidikan yang sama
dan sederajat dengan ketentuan-ketentuan pendidikan minimun yang
ditetapkan atau disetujui oleh negara.

d. Oleh karena pendidikan adalah salah satu faktor essensial dalam
pertumbuhan ekonomis, perencanaan pendidikan harus merupakan
suatu bagian integral dari perencanaan ekonomis dan sosial yang
menyeluruh  yang dijalankan untuk memperbaiki keadaan
penghidupan.

Seorang guru adalah seorang pribadi, warga masyarakat, dan warga

negara Indonesia. Namun, dalam kedudukannya sebagai seorang guru ia
adalah tenaga kerja profesional yang tidak terlepas dari upaya bangsa dalam
mencapai tujuan cita-cita bangsa. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru
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harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan
dirinya maupun golongan. (Suprapto, Kongres PGRI, 1994)

Apa yang akan dicapai dengan kegiatan seorang guru tiada lain adalah
terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil
dan spirituil berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,
tentram tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka
bersahabat, tertib, dan damai.

Untuk dpat tercapainya tujuan tersebut, maka perlu disiapkan tenaga
pembangunan yakni manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia
seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedoman
pembangunan nasional.

E. Hak dan Kewajiban Guru
UNESCO menetapkan hak dan kewajiban guru sebgai berikut:

a. Jabatan mengajar harus menikmati kebebasan akademis dalam
menjalankan kewajiban-kewajiban jabatannya. Oleh karena itu, guru-guru
secara khas mempunyai kwalifikasi kerjaan, untuk menilai alat-alat serta
metoda-metoda pengajaran yang paling tepat bagi murid-muridnya,
mereka haruis diberi peranan yang essensial dalam memilih dan
menetukan bahan pelajaran, pemilihan buku-buku pelajaran serta
penerapan metode-metode pengajaran dalam batas-batas rencana yang
telah diakui, serta dengan bantuan penguasa-penguasa pendidikan.

b. Guru-guru serta organisasi-organisasi mereka harus ikut serta dalam
penyusunan rencana-rencana pelajaran baru, buku-buku pelajaran serta
alat-alat pelajaran.

c. Setiap sistem inspeksi atau pengawasan harus direncanakan untuk
memberikan dorongan dan bantuan bagi guru dalam melaksanakan tugas
jabatan mereka dan harus sedemikian rupa sehingga tidak mengecilkan
kemerdekaan yang wajar, inisiatif serta tanggung jawab guru-guru.

d. Apakah diperlukan penilaian yang langsung atas pekerjaan guru. Penilaian
itu haruslah bersifat obyektif serta diberitahukan kepada guru yang
bersangkutan. Guru-guru harus berhak mengajukan bandingan terhadap
penilaian-penilaian yang menurut anggapan mereka tidak beralaskan.
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Guru-guru harus memiliki kebebasan untuk mempergunakan teknik-
teknik penilaian yang menurut anggapannya berguna dalam memberikan
penilaian bagi kemajuan murid-murid, tetapi harus dapat memberikan
jaminn bahwa cara-cara itu tidak menghasilkan ketidakadilan bagi murid-
murid

Para pengusaha harus memberikan penghargaan yang semesrtuinya pada
rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh guru-guru mengenai tepat
atau tidaknya bagi murid-murid seorang demi seorang untuk rencana-
rencana pelajaran tertentu serta pendidikan selanjutnya yang berbeda-
beda sifatnya.

Setiap usaha harus dijalankan untuk menyumbangkan kerjasama yang
erat antara guru-guru dan para orang tua murid untuk kepentingan
murid-murid, tetapi guru-guru harus mendapat perlindungan terhadap
camur tangan yang tidak adil atau tidak benar oleh para orang tua dalam
hal-hal yang pada hakekatnya merupakan tanggung jawab jabatan-jabatan
para guru.

Para orang tua yang mempunyai keberatan-kebertaan terhadap sesuatu
sekolah atau seorang guru harus diberi kesempatan untuk
membicarakannya pada taraf pertama dengan kepala sekolah serta
dengan guru yang bersangkutan. Setiap keberatan yang selanjutnya
disampaikan kepada penguasa yang lebih tinggi harus disampaikan secara
tertulis dan tembusannya harus diberikan kepada guru yang
bersangkutan. Pemeriksaan-pemeriksaan atas keberatan-keberatan harus
dilaksanakan sedemikian rupa sehingga guru-guru diberi kesempatan
yang pantas untuk memberla diri dan agar pemeriksaan-pemeriksaan
yang bersangkutan tidak dipublishir.

Disamping guru-guru harus berusaha dengan sungguh-sungguh
untukmenghindari murid-murid dari suatu kecelakaan, yang
memperkerjakan guru-guru harus melindungi mereka (guru) terhadap
bahaya yang menyebabkan kerusakan-kerusakan yang ditujukan kepada
mereka dalam hal-hal terjadinya kecelakaan-kecelakaan atas murid-murid
di sekolah atau dalam aktivitas-aktivitas sekolah yang dijalankan di luar
lingkunagn atau pekarangan sekolah.

Menyadari bahwa status jabatan mereka terutam sekali berantung kepada
guru-gru sendiri, semua guru harus berusaha untuk mencapai ukuran
umur yang setinggi-tinggi ungkin dalam semua karya jabatan mereka.
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k. Patokan-patokan yang ada hubungannya dengan pekerjaan guru

hendaknya diadakan dan dipelihara baik oleh pengusaha dengan diikut
sertakannya organisasi-organisasi guru.
Para guru dan organisasi-organisasi yang harus mencari kerjasama yang
sunnguh-sungguh dengan para pengusaha untuk kepentingan murid-
murid, pendidikan, dan masyarakat pada umumnya.
Kode etik atau aturan-aturan bagaimana guru harus berkelakuan harus
diatur oleh organisasi-organisasi guru, karena aturan-atura tersebut di
atas memberikan bantuan yangbesar dalam menjada wibawa jabatan dan
tugas-tugas jabatan guru yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah
disetujui bersama.
Para guru harus siap sedia untuk mengambil bagian di dalam kegiatan-
kegiatan di luar jam pelajaran, untuk kepentingan para murid da orang
dewasa.

Hubungan antara Para Guru dan Jabatan Pendidikan sebagai Suatu

Kesatuan:

a.

Agar supaya para guru dapat melepaskan sebagian tanggung jawab
mereka, para penguasa harus mengadakan dan mempergunakan cara-cara
musyawarah yang terorganisisr secara teratur dengan organisasi-
organisasiguru mengenai hal-hal seperti, politik, pendidikan, organisasi
sekolah dan perkembangan-perkembangan baru di dalam pengabdian
kepada bidang pendidikan.

Para penguasa dan para gru harus menginsafi, pentingnya
diikutsertakannya guru melalui organisasi-organisasi ereka dan engan
mempergunakan cara-cara lainnya lagi, di dalam lengkah memperbaiki
mutu dari pengabdian mereka terhadap pendidikan, pnelitian pendidikan
dan di dalam mengembangkan dan menyebarkan metode-metode baru
yang telah disempurnakan

Para penguasa harus memberi fasilitas akan berdirinya, bekerjanya
panitia-panitia pada sekolah maupun rangka yang lebih luas untuk
meningkatkan kerjasama dari para guru mata pelajaran sejenis dan
memperhatikan sepatunya serta mempertimbangkan pendapat dan saran-
saran panitia tersebut.

Para anggota staff atau usaha (administrasi) dan staff lainnya yang
bertanggungjawab untuk hal-hak pendidikan harus berusaha mengadakan
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hubungan yang baik dengan guru-guru dan cara ini harus dilakukan secara
timbal balik

Hak-hak Guru

a.

b.

g]

Ikut sertanya guru-guru di dalam kehidupan masyarakat harus didorong
demi kepentingan perkembangan pribadi guru, untuk kepentingan
pendidikan dan dari masyarakat sebagai dukungan.

Guru harus bebas memperjuangkan hak-hak kewarganegaraan yang pada
umumya dilakukan oleh semua warga negara dan berhak berhak dipilih
juga untuk bekerja pada lenmbaga demokrasi

Apabila syarat-syarat untuk bekerja pada lembaga demokrasi sedemikian
rupa sehingga seorang guru harus meninggalkan tugas-tugas
mengajarnya, dia harus tetap berhak atas jabatan pendidikannya
teramasuk kenaikan tingkat (seniority) dan hak pensiunnya dan harus
tetap berhak untuk kembali menjabat kedudukan semula atau jabatan
sederajat setelah masa tugas dalam lembaga demokrasi habis.
Orang-orang atau badan-badan yang memperkerjakan guru-guru harus
dilarang menghentikan kotrak kerjanya atas alasan kehamilan dan cuti
hamil

Fasilitas-fasilitas berupa rumah pemeliharaan atau rumah perawatan
harus diadakan tempat-tempat yang dirasakan keperluannya untuk
mengurus anak-anak guru-guru yang mempunyai tanggunng jawab
kekeluargaan

Usaha-usaha harus diadakan untuk memungkinkan guru-guru wanita
yang mempunyai tanggung jawab kekeluargaan mendapatkanpenempatan
di daerah RT, tempat tinggalnya dan untuk memungkinkan suami-istri
yang kedua-duanya guru, mengajar dalam lingkungan wilayah yang sama
atau pada sekolah yang satu itu jga

Dalam keadaan yang mengizinjkan guru-guru wanita yang mempunyai
tanggung jawab kekeluargaan yang telah menghentikan pekerjaannya
sebelum mencapai batas umur untuk menerima pensiun harus diberi
dorongan untuk kembali mengajar

Diantara berbagai faktor yang memperngaruhi kedudukan guru penilaian
yang penting sekali harus diberikan kepada (personal) gaji, berdasarkan
kenyataan bahwa alam situasi dunia sekarang, faktor-faktor lain seperti
harkat atau penghargaan yang diberikan kepada mereka pentinya fungsi
mereka, sebagian besar, sebagaimana juga dalam jabatan sebanding
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lainnya, bergantung pada kedudukan ekonomi dimana mereka
ditempatkan.

Gaji guru-guru harus:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Mencerminkan pentingnya fungsi pengajaran bagi masyarakat, dan oleh
sebab itu pentingnya guru-guru dan berbagai ragam tanggung jawab yang
dibrikan dibebankan kepada mereka sejak dari mulai pertama masuknya
mereka dalam jabatannya.

Bandingan menguntungkan dengan gaji yang dibayarkan untuk jabatan
lain yang memerlukan syarat-syarat kerja yang sama

Menyelenggarakan bagi guru-guru, peranti untuk hidup dengan ukuran-
ukuran yang layak bagi mereka beserta keluarga juga untkmemungkinkan
mereka meneruskan pendidikan mereka untuk menuntut aktivits
kebudayaan, tegasnya meninggikan mutu pribadi dalam jabatannya
Memperhitungkan  kenyataan, bhawa jabatan-jabatan tertentu
menghendaki persyaratan-persyaratan Kkerja yang lebih tinggi dan
pengalaman yang lebih banyak serta tanggung jawab yang besar.
Guru-guru harus dibayar berdasarkan skala gajiyang ditetapkan dengan
persetujuan  organisasi-organisasi guru. Dalam keadaan yang
bagaimanapun, selama masa percobaan atau jika dipekerjakan sementara,
guru-guru yang berwenang tidak boleh dibayar dlam skala gaji yang lebih
rendah daripada yang dibayarkan pada guru tetap

Peraturan gaji harus disusun sedemikaan rupa, sehingga tidak
menimbulkan ketidak-adlan atau keganjalan yang mempunyai
kesenjangan untuk membawa ke arah perselisihan di antara berbagai
golongan guru-guru

Apabila suatu jumlah jam mengajar maksimum ditetapkan guru yang
meurut jadwal bisa mengajar melebihi maksimum yang biasa harus
menerima pembayaran tambahan berdasarkan skala yang di ukur
Perbedaan-perbedaan yang harus didasarkan atas kriteriaikriteria yang
obyektif sepertin tingkat pendidikan, masa kerja, atau derajat tanggung
jawab, namun perbedaan-perbedaan antara gaji yang terendah dan yang
tertinggi harus merupakan suatu susunan yang dapat diteria oleh rasa
keadilan

Dalam menetapkan penempatan draipada suatu tibgkat gaji pokok
seseorang guru mata pelajaran kejuruan atau teknik yang tidak memiliki
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derajat akademis, kepadanya harus diberikan tunjangan yang sesuai
dengan nilai drai pendidikan praktis serta pengalaman yang dimilikinya.

Gaji guru-guru harus ditetapkan atas dasar perhitungan gaji tahunan:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

Kenaikan dalam suatu tingkatan dalam bentuk penambahan gaji yang
diberika secara teratur, ebaiknya tiap tahin dalam bentuk harus diberikan
Peningkatan dari tingkat gaji pokok minimum ke gaji pokok maksimum,
harus tidak melebihi masa 10 atau 15 tahun

Guru-guru harus diberikan kenaikan gaji bagi pelaksanaan jabatan selama
masa percobaan ataupun penguasaan sementara

Peraturan-peraturan gaji baru harus diperbaiki secara periodik untuk
memperhitungkan faktor-faktor seperti kenaikan biaya hidup, kenaikan
produktivitas yang menjurus ke arah tingkatan kehidupan yang lebih
tinggi dalam negeri atau suatu gerakan kenaikan upah atau gaji yang
berlangsung secara umum

Jika suatu sistem penyesuaian gaji otomatis mengikuti indeks biaya hidup
telah ditetapkan pemilihan indeks harus ditetapkan dengan mengikut
sertakan organisasi-organisasi guru-guru dan setiap tunjnagan kemahalan
yang diberikan harus dianggap tunjangan kemahalan yang diberikan
harus dianggap sebagai bagian yang integral dari penghasilan yang
diperhitungkan untuk menetapkan pensiun

Suatu sistem penggolongan konduite tak dapat diadakan tanpa terlebih
dahulu mengadakan musyawarah serta persetujuan dari organisasi-
organisasi guru-guru yang bersangkutan.

Peraturan Umum

a.

Semua guru-guru tidak peduli di sekolah yang bagaimanapun macamnya
mereka bertugas, harus menikmati perlindungan berupa jaminan sosial
yang sama atau seragam. Perlindungan ini harus diberikan juga kepada
para siswa yang mempersiapkan diri untuk menjadi guru

Guru-guru yang harus dilindungi oleh tindakan-tindakan pemberian
jaminan sosial mengingat segala kemungkinan yang diperinci dalam
standard minimum dari konvensi jaminan sosial organisasi Buruh
Internasional 1952, yaitu jaminan pengobatan, tunjangan sakit, tunjangan
pengangguran, tunjangan hari tua, tunjangan penderitaan kecelakaan
dalam pekerjaan, tunjangan keluarga, tunjangan melahirkan, tunjnagan
cacat. Serta tunjangan ahli waris.
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C.

Ukuran-ukuran umum gaji jaminan sosial yang disediakan bagi guru-guru
harus sedikit sama menyenangkan dengan yang dicantumkan dalam
naskah yang bersangkutan dalam Organisasi Buruh Internasional dan
khususnya standar minimum dari konvensi jamina sosial. Jaminan sosial
diberikan sebagai hak mereka.

Suprapto, Kepala B-7 Pusat mengatakan dalam melaksanakan tugasnya

seorang guru sellau mengacu pada GBHN. Kita semua mengakui bahwa GBHN
telah dirancang dengan menagntisipasi era industrialisasi da globalisasi. Maka
dalam rangka pemasyarakatan dan pembudayaan P-4 dalam rangka
pemasyarakatan dan globalisasi hendaknya guru berpedoman hal-hal sebagai
berikut:

1)

2)

3)

4)

5)

Pendidikan yang diberikan kepada peserta didik hendaknya mampu:
Meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan masyarakat agar
makin maju dan mandiri yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
Mewujudkan pelaku-pelaku perekonomian nasional yang mampu
meningkatkan kesejahteraan rakyat agar makin adil dan merata melelui
upaya pemerataan yang nyata dalam bentuk perbaikan pendapatan
peningkatan daya beli masyarakat
Memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan sebagai
pengamalan Pancasila dalam segenap dimensi kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat dan
martabat manusia, jatidiri, dan kepribadian bangsa memperkukuh jiwa
persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pencerminan pembangunan yang
berbudaya
Mendorong pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan
dan kualitas hidup bangsa yang harus selaras denan nilai-nilai agama, nilai
luhur budaya bangsa, kondisi sosial budaya dan lingkungan hidup.
Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, terpeliharanya kerukunan hidup antar umat beragama dan
penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esaserta meningkatkan
kesadaran dan peran serta aktif umat beragama dan penganut
kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan tanggung jawabnya
untuk secara bersama-sama memperkukuh landasan spiritual, moral dan
etika bagi pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila
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6)

7)

8)

9)

Makin meningkatnya kesadaran hukum dan disiplin nasional yang
tercermin dengan semakin tumbuhnya kesadaran warga masyarakat
untuk mematuhi dan mentaati segala peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta terbinanya aparatur hukum yang mampu menciptakan
kehidupan masyarakat yag aman dan tentram melalui upaya
meningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan hukum,
penegakan hukum, berlaku serta terbinanya aparatur hukum yang mampu
menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan tentram melalui
upaya eningkatkan kesadaran hukum, kepastian hukum, perlindungan
hukum, penegakan hukum, dan pelayanan hukum yang berintikan
keadilan dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan pembangunan
nasional yang makin lancar.

Memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan semangat
kekeluargaan, gotong royong dan persaman yang merupakan syarat
mutlak bagi mantapnya stabilitas kehidupan politik. Pembangunan politik
untuk meningkatkan fungsi infrastrukturdan suprastruktur politik serta
interaksi secara terbuka antar dan antara kebudayaan sesuai dengan
demokrasi pancasila, meningkatkan dan mengembangkan kesadaran
politik rakyat, meningkatkan kemampuan peran serta seluruh masyarakat
dalam kehidupan politik, mengembangkan dan meningkatkan
pelaksanaan budaya politik mellaui upaya pemahaman dan pengamalan
moral, etikadan sikap politik berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD
1945. Sedangkan poilitik luar negeri bebas aktif terus ditingkatkan dan
diabadikan untuk kepentingan nsional

Terbinanya aparatur negara yang handal, bertanggungjawab, bersih dan
berwibawa serta menjunjung tinggi kejujuran, keberanian dan keadilan
sehingga mampu melaksanakan keseluruhan penyelenggaraan tugas
umum pemerintah dan pembangunan dengan efisien, efektif san terpadu
serta semakin meningkat kualitas efesiensi pelayanan dan pengayoman
kepada masyarakat

Meningkatkan kesadaran setiap warga negara akan hak dan keajiban
untuk ikut serta dalam pembelaan negara dengan sistem pertahanan
keamanan rakyat semesta dengan ABRI sebagai kekuatan ini dengan daya
tangkal yang tangguh serta mampu memelhara stabilits nasional yang
mantap dan dinamis, memperluas pemahaman masyarakat mengenal
Dwifungsi ABRI dengan memperlajari dan memahami sejarah perjuangan
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bangsa Indonesia dan sejarah perjuangan ABRI dalam perjuangan
nasional. Dengan demikian tumbuh dan membudaya rasa cinta pada tanah
air yang dilandasi keyakinan akan kebenaran Pancasila dan UUD 1945
serta terus ditanamkan ke dalam jiwa sanubari seluruh prajurit dan rakyat
Indonesia akan hakikat kemanunggalan ABRI-Rakyat agar terwujud
kekuatan keamanan negara yang handal dengan ketahanan mental
ideologi yang tangguh

Guru adalah juga sebagai pembina sumber daya manusia yang
berkualitas, maka guru perlu memahamiapa yang dimaksud dengan sumber
daya manusia yang berkualitas ini.

Yang kita maksud dengan sumber daya manusia yang berkualitas,
adalah sumber daya manusia yang:

a. Tetap berpegang teguh pada jatidiri bangsanya

b. Mampu menjemput abad 21 yang penuh dengan tantangan

c. Dapat melaksanakan pembangunan sehingga akan membawa bangsa
Indonesia yang mampu berdiri sama tinggi/ sejajar dengan bangsa-bangsa
lain di dunia

d. Menjadi patriot dan pembela bangsa yang tangguh dalam menegakkan
persatuan dan kesatuan bangsa.

Sumber daya manusia yang berkualitas adalah SDM yang menyadari
bahwa diriya adalah angota negara bangsa Indonesia. [a bangga sebagai warga
negara Indonesia, cinta pada negara angsanya serta berani berkorban untuk
kepentingan negara bangsanya. la meyakini akan kebenaran dan kemapuhan
Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional dan pandangan hidup
bangsanya. Segala sikap dan tingkah lakunya mencerminkan penerapan nilai-
nilai yang terkandung dalam pancasila (Kongres PGRI 1994, 215-217).

SDM yang berkualitas adalah SDM yang memiliki kemampuan serta
keterampilan yang dibutuhkan bagi lepas landas pembangunan, ia menguasai
ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dalam memasuki abad 21. Ia
memiliki daya saing yang tinggi dalam mengantisipasi globalisasi. [a memiliki
kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil suatu pilihan yang tepat dengan
mengacu pada Pancasila., P-4, UUD 1945, dan GBHN.

SDM yang berkualitas adalah SDM yang mampu menjabarkan GBHN
dalam Kkegiatan-kegiatan pembangunan dalam mencapai tujuan nasional.
Dalam menjabarkan paa kaidah Penuntun GBHN.

SDM yang berkualitas adalah SDM yang mampu berdiri di masa depan,
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menjadi teladan bagi lingkungannya. la selalu mengusahakan tegaknya negara
bangsa Indonesia, menjaga dengan teguh persatuan dan Kkesatuan serta
ketahanan nasional.

F. Tugas Guru

Menurut Prof. Raka joni, secara makro tugas guru berhubungan dengan
pengembangan sumber daya manusia yang pada akhirnya akan paling
menentukan kelestaran dan kejayaan kehidupan bangsa. Dalam hubungan ini,
nampaknya memang ada kecendrungan untuk memandang permasalahan
secara kurang jernih. Keslahan perhitungan oleh arsitek dalam merancang
bangunan atau kesalahan penetapan obat oleh dokter segera disadari.
Pentingnya oleh masyarakat luas berhubung dengan kedramatisan
dampaknya bangunan bertingkat ambruk atau pasie meninggal atau cacat
seumur hidup! Walaupun tidak langsung terlihat, agaknya tidak sulit untuk
menyepakati bahwa dampak negatif kesalahan pendidikan juga tidak kurang
gawatnya sebab ia dapat mengambil pelbagai bentuk yang tidak kalah
seriusnya.kegawatan tersebut mulai dari terbunuhnya bakatyang secara
potensial, dapat memberi sumbangan bagi pembangunan dan kelestarian erta
kejayaan bangsa, sampai perusakan diri sendiri (karea kebiasaan hidup yang
slah, penyalahgunaan obat bius, dan sebagainya) maupun perusakan
lingkungan, yang kesemuanya itu juga tidak terperbaiki.

Sesuai dengan wawasan pendidikan yang telah dikemukakan di atas
setiap episode belajar mengajar haruslah sekaligus merupakan perwujudan
pendidikan. Selain menyampaikan pesan khas bagian bahan ajaran yang
kebetulan tengah digarap, setiap guru harus secara sadar dan sistematis
memberi partisipasi nyata kepada upaya pencapaian pesan utuh pendidikan.
Bentuk partisipasi adalah baik dalam bentuk hasil langsung pengajaran,
maupun yang berupa dampak pengiring, yaitu sasaran bentukan yang
terwujud secara akumulasi pengalaman dan penghayatan. Akumulasi tersebut
dirancang dengan memanfaatkan pelbagai pendekatan penyampaian
sebagaimana telah disebut di atas. Sebaliknya, praktik kurang tepat yang
sering ditemui disekeliling kita berkenan dengan hal ini adalah digunakannya
sistem penyampaian sedemikian rupa seolah semua pesan pendidikan
merupakan hasil langsung pengajaran yang seharusnya merupakan hasil
langsung pengajaran yang seharusnya merupakan wujud pendidikan dikebiri
menjadi pemberian informasi semata-mata. Karena itu, di samping

106 | Falbsafah Gurw



harusmengambil serentetan keputusan situasional ketika merancang kegiatan
belajar-mengajar, guru harus tanggap mengambil keputusan transaksional
sementara proses belajar mengajar berlangsung, sehingga setiap butir terkecil
kegiatan baik yang sesuai dengan skenario perencanaan maupun yang berupa
“kecelakaan” dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan pendidikan.

Sebagai akibatnya, maka pekerjaan mengajar yang mendidik itu, selalu
ditandai oleh siklus tidak berkeputusan yang terdiri atas (a) pengambilan
keputusan, (b) pelaksanaan tindakan berdasarkan keputusan, (c) peninjauan
kembali keputusan sesuai pentauan hasil tindakan, dan (d) penyesuaian
tindakan berdasarkan keputusan yang dipertimbangkan kembali. Karena
itulah, pekerjaan mengajar guru itu lebih sekedar dari meneruskan informasi
dan melatihkan keterampilan yang berkaitan dengan bahan ajaran tertentu
atau memperagakan cara berfikir dan bertindak seorang ilmuan di dalam
menggeluti bidang keahliannya. Pekerjaan mengajar yang mendidik itu
masyarakat “lebih” dari sekedar persiapan mantap mengenai apa yang harus
diajarkan dan bagaimana mengajarkannya. (1991: 120-121).

Bertolak dari keharusan menjaga keseimbangan antara kedaulatan
murid dan otoritas guru, serta keserasian antara penumbuhan kemampuan
mempertanyakan dan kemampuan melestarikan, maka peranan kunci guru di
dalam interaksi pendidikan adalah melakukan pengendalian yang pada
dasarnya dapat ditinjau dari tiga segi. Secara sistematis tiga segi ini
mengupayakan (a) pembentukan kemandirian murid dengan mengatur
pemberian kesempatan untuk mengambil keputusan, mula-mula mengenai
cara dan kemudian mungkin juga mengenai tujuan, kegiatan belajar, sesuai
perkembangan kemampuannya, (b) pemupukan kemampuan muris di dalam
pengambilan keputusan yang dimaksud dengan meningkatkan pengetahuan
serta keterampilan yang relevan, dan (c) menyediakan sistem dukungan yang
memungkinkan melakukan pelbagai alternatif bentuk kegiatan belajar yang
mencerminkan kemandirian dan kemampuan mengambil keputusan yang
semakin meningkat di pihak murid, bukan penjinakannya. Oleh karena itu,
harus kokoh terpateri dalam kesadaran guru bahwa segala kelebihannya
apalagi dibandingkan dengan murid adalah bersifat kebetulan dan sementara,
bukan hakiki.

Di dalam interaksi pendidikan yang secara setahap demi setahab tetapi
pasti mengangsurkan prakarsa dan tanggung jawab belajar kepada murid itu,
guru harus selalu mampu menghadirkan diri secara tepat. Kadang-kadang
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memancing dari depan, bila para murid nampak belum yakin dirinya. Pun
sering terbatas pada memberi dorongan yang sesuai baik jenis maupun
kekuatannya, yaitu apabila para murid telah nampak mulai tumbuh
keberanian serta kepercayaan dirinya. Pada kesempatan lain, cukup sekedar
mengikuti dari belakang apabila murid telah cukup jelas nampak prakarsa
serta kemampuannya di dalam belajar. Selanjutnya Prof. Raka Joni
menguraikan sebagai berikut: lebih jelasnya lagi, ia selalu harus secara sadar
berupaya (a) menyampaikan pesan untuk pendidikan, baik yang berupa
langsung pengajaran maupun yang berbentuk dampak pengiring, dan (b)
secara terus menerus memantau dampak keputusan dan tindakan wujud
upaya penyampian pesan pendidikan tersebut serta melakukan penyesuaian-
penyesuaian yang diperlukan untuk meyakinkan agar semua keputusan dan
tindakan itu setia kepada wawasan kependidikan. Karena itulah maka
wawasan kependidikan itu dapat pula dikatakan sebagai landasan
kemengapaan dari tugas guru (1991:122).

Sudah barang tentu pemutakhiran ilmu pengetahuan yang dimaksud,
baik mengenai bidang ilmu ajaran maupun berkenan dengan ilmu pendidikan
serta bidang-bidang ilmu penunjangnya tidak mungkin dilakukan guru tanpa
bantuan dari pihak lain. Sebagai pekerja profesional seharusnya seorang guru
sesekali mengadakan penelitian terapan yang secara praktis mendukung
pelaksaan tugasnya sehari-hari. Tetapi pada pihak lain, penelitian ilmu-ilmu
murni sumber ajaran maupun ilmu-ilmu pendukung profesi tentu saja
merupakan garapan pelbagai laboratorium yang relevan, baik di dalam
maupun di luar negeri.

Menurut Dirto dkk, pada dasarnya dalam proses pendidikan, guru,
mempunyai tugas mendidik dan mengajar peserta didik, agar peserta didik
dapat menjadi manusia yang dapat melaksanakan kehidupan selaras dengan
hakekat kodratnya sebagai manusia dalam pertemuan dan pergaulan sengan
sesama dan dunia serta dalam hubungan dengan Tuhan. Kedua tugas itu
merupakan kesatuan yang terpadu, tak terpisahkan, sehingga pengembangan
“manusia Indonesia seutuhnya” dapat terlaksana dengan baik.

Dalam proses pendidikan, tugas mendidik bagi gurulebih terpusat pada
transformasi nilai-nilai yang terpuji, yang dijunjung tinggi oleh masyarakat,
bangsa dan negara. Pada hakekatnya, nilai-nilai itu mencakup tiga jenis yaitu:
(1) nilai kenyataan/kebenaran, (2) nilai keindahan, dan (3) nilai kebaikan.
Tiga jenis nilai-nilai itu oleh Notonegoro disebut dengan nilai-nilai hidup, yang
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dapat diwujudkan atau dicapai dengan daya-daya jiwa manusia (akal-rasa-
kehendak). Dengan akal manusia dapat mencapai kenyataan/kebenaran:
dengan rasa manusia dapat merasakan atau mewujudkan keindahan: dan
dengan kehendak, manusia menuju kebaikan. Atau dengan perkataan lain
perwujudan mutlak dari akal, rasa, dan kehendak manusia, masing-masing
tertuju kepada kenyataan/ kebenaran, keindahan dan kebaikan (1995:91).

Nilai-nilai juga dapat dikelompokkan menjadi dua (Noeng Muhadjir,
1987:21-22), yaitu : (1) nilai-nilai yang tumbuh atas kesepakatan manusia,
seperti: saling percaya, kejujuran, tolong-menolong, hormat-menghormati,
dan lain-lain disebut nilai insani, dan (2) nilai-nilai yang ditindakkan Tuhan
melalui para rasul, seperti : iman, tagwa, adil, yang diwahyukan lewat kitab-
kitab suci, disebut nilai Ilahi. Pengelompokkkan nilai-nilai dilihat dari
sumbernya : meskipun tidak “clear-cut’, karena dalam perkembangan
masyarakat, nilai-nilai insani itu akan diperkaya dengan nilai-nilai Ilahi, atau
nilai-nilai Ilahi akan mendasari/ menjiwai nilai-nilai insani.

Dalam proses pendidikan, yang didalamnya antara lain mengandung
transformasi nilai-nilai yang dikemukakan di atas penjabarannya sesuai
dengan konteks kehidupan manusia, yaitu : dalam kehidupan keluarga,
kehidupan sekolah, kehidupan masyarakat, dan dalam kehidupan bangsa dan
bernegara, yang mengacu pada nilai-nilai terpuji, yang dijunjung tinggi oleh
masyarakat, bangsa dan negara. Dalam transformasi nilai-nilai itu, peran
pendidik sangat menentukan.

Mengajar adalah suatu “aktivitas internasional” suatu aktivitas yang
menimbulkan belajar. Guru mendeskripsikan, menerangkan, memberi
pertanyaan (soal), dan mengevaluasi, ia mendorong, menyampaikan sangsi,
dan membujuk, pendek kata, ia melakukan banyak hal agarpeserta didik
mempelajari apa saja, yang ia pikir peserta didik harus mempelajari dan
dalam cara yang ia sepakati. Orang tua dan orang lain melakukan hal ini juga,
tetapi ada perbedaannya. Guru-guru adalah lebih “profesional”, dalam arti
bahwa mereka mengetahui banyak tentang (a) apa yang mereka ajarkan, (b)
bagaiman cara mengajarkannya, dan (c) siap yang mereka beri pelajaran.
Suatu tugas pokok dari guru adalah menjadikan peserta didik mengetahui
atau melakukan hal-hal dalam suatu cara yang formal. Ini berarti bahwa ia
menstrukturisasi pengetahuan atau keterampilan-keterampilan dalam suatu
cara yang sedemikian rupa sehingga menyebabkan siswa tidak hanya
mempelajarinnya, melainkan juga mengingatnya dan melakukan sesuatu
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dengannya. Guru juga mengevaluasi siswa karena itu, siswa ditantang untuk
belajar dan mengingat karena ia mengetahui bahwa dalam satu cara atau cara
lain yang ia akan diuji.

Menurut George F. Knellal (1971:280-281), yang ada sejumlah kondisi
dari pengajar yang baik pertama-tama yaitu : kontinuitas (continuity),
maksudnya guru bukan mengajarkan suatu pelajaran tersendiri secara lepas
dan membiarkannya berlalu, melainkan guru mengajarkan suatu pelajran
secara  kontinuitas dan dalam tata urutan kesukaran. Guru
mempertimbangkan usia, bakat dan kemampuan peserta didik, dan
mengorganisasikan aktivitas pengajarnya dalam waktu yang relatif panjang.
Kondisi kedua dari pengajar yang baik adalah praktikalitas yang sungguh-
sungguh (international practicalization) dari apa yang diajarkan (dan
dipelajari). Pengajar yang baik adalah apabila peserta didik menggunakan dan
menghidupkan apa yang telah ia pelajari dengan bebas dan bertanggung
jawab.

Pengajaran yang baik melibatkan pula suatu kondisi yang ketiga yaitu
pembentukan konsep (cocept formation). Guru yang baik yakin bahwa peserta
didik tidak hanya akan memperoleh pola-pola pemikiran dan tidakan yang
berlangsunglama melainkan juga pola-pola pemikiran dan tindakan yang akan
mengubah tuntutan-tuntutan spesifik yang tidak berguna atau berlebih-
lebihan. Ada suatu perbedaan yang besar antara orang yang : (a) telah disuruh
menjadi orang jujur, (b) telah belajar untuk menjadi orang yang jujur, dan (c)
telah belajar bahwa mereka harus menjadi orang jujur. Guru juga akan
mengharapkan ia sungguh-sungguh menjadi orang jujur. Jadi mengajar yang
baik adalah mengajar yang mendidik.

Didalam kelas, guru akan berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator
belajar, dengan suatu pandangan untuk mengembangkan edukabilitas di
antara peserta didik dan membantunnya untuk menjadi life long learners
(belajar senantiasa terjadi secara intensif didalam diri peserta didik di
sepanjang hidupnya). Guru dalam abad ini, hendaknya melaksanakan tugas
setepat-tepatnya yang memungkinkan peserta didik mengembangkan konsep-
konsep dalam suatu jangkauan yang luas mengenai bidang-bidang studi yang
ia pelajari. Guru hendaknya melibatkan diri sepenuhnya dalam kehidupan
kelasnnya sehingga ia dapat memperlakukan masing-masing peseta didik
sehingga seseorang individu sesuai struktur kemampuannya sendiri yang
khas.
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Suprapto M.Ed menyatakan bahwa : tugas seorang guru adalah mendidik
generasi penerus sehingga tercipta manusia yang berkualitas, yakni manusia
yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti
luhur, berperibadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreaktif, terampil,
berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, produktif serta
sehat jasmani dan rohani.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut perlu ditempuh berbagai cara,
salah satu diantarannya adalah mengembangkan sekolah sebagai arena untuk
mempraktekkan nilai-nilai yang akan dikembangkan tersebut. Di sini peran
dan kedudukan guru menjadi sangat penting. Ia tidak hanya sebagai pengajar,
tetapi sekaligus mitra dalam mempraktekkan pancasila, sebagai ketentuan
perundang-undangan dan nilai-nilai tertentu yang harus dikembangkan pula.
Ia juga harus menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam menerapkan nilai-
nilai luhur dimaksud.

Sebagai persyaratan mutlak bagi seorang guru adalah bahwa ia yakin
akan kebenaran dan keampuhan Pancasila, sebagai dasar negara, ideologi
nasional, dan pandangan hidup bangsa. Untuk dapat meyakini hal ini maka ia
harus paham secara menalam apa Pancasila itu dan bagaimana penjabarannya
menjadi berbagai norma kehidupan, serta mau dan mampu untuk
menerapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam
proses belajar mengajar di sekolah. Hanya dengan cara demikian maka peran
guru dalam membudayakan Pancasila menjadi kenyataan.

Dewasa ini dunia sedang dilanda oleh suatu gerakan ekonomi baru
yakni suatu gerakan ekonomi yang oleh John Naishitt dikatakan menuju
ekonomi kesejahteraan economic prosperity. Kekuatan ekonomi dunia
menembus batas-batas nasional, sehingga di masa mendatang kita tak dapat
menyebut inilah ekonomi Amerika, ekonomi Rusia, ekonomi Jepang, Eropa
dan sebagainya tetapi menjadi satu kesatuan perekonomian yang lebih
demokratis, bebas, memberi lebih banyak kesempatan dan emberikan lebih
besar kesejahteraan (John Naisbitt).

Menurut John Naisbitt ada beberapa hal yang mendorong terbentuknya
globalisasi ekonomi ini, diantaranya:

1) Pertimbangan ekonomi lebih penting dari pertimbangan politik.
Perekonomian global adalah bukan semata-mata terjadinya transaksi
perekonomian antara 160 negara di dunia, tetapi mengarah pada
terbentuknya satu sistem perekonomian dunia. Sehingga dunia ini
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2)

3)

4)

menjadi suatu pasar yang tunggal. Sebagai akibat terhadap perkembangan

ini, maka pertimbangan ekonomi akan menjadi lebih penting dan

menonjol, di masa mendatang, dalam membahas berbagai seni kehidupan.

Sebagai gambaran dapat dikemukan di sini, bahwa tokoh-tokoh usahawan

nampaknya akan lebih menarik dan menjadi lebih tenar dibandingkan

dengan tokoh politik.

Perdagangan bebas antar negara

Dewasa ini telah terjadi tanda-tanda terbentuknya perekonomian global.

Beberapa negara dalam satu region/ wilayah telah mengikat diri menjadi

suatu masyarakat perekonomian. Contohnya sebagai berikut :

- Pada tahun 1992, 12 Negara Eropa menjadikan Eropa sebagai suatu
masyarakat ekonomi yang tunggal, sehingga pembatasan-pembatasan
perdagangan akan dihapuskan.

- Diduga pada peringatan abad 20 ini akan terjadi segi tiga emas
perdagangan bebas antara Amerika Utara, Eropa dan Jepang.

Meningkatkan efisiensi dalam produksi
Adanya kecenderungan pada saat ini, bahwa terjadi peningkatan efisiensi
dan efektifitas dalam biadang produksi sebagai penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Benda-benda hasil produksi menjadi lebih
kecil dalam format dengan efektifitas yang tinggi. Bukan mustahil
beberapa tahun mendatang antena parabola yang begitu besar akan hanya
menjadi sebesar piring makan dengan intensitas yang tinggi sebagai
akibat terjadi penghematan dalam penggunaan ada input. Disamping itu
bukan mustahil akan ditemukan pengganti minyak untuk menjadi sumber
tenaga dalam berbagai keperluan kehidupan yang dapat diganti baru dan
lebih bebas polusi, sehingga kekuatan akan krisis energi di masa
mendatang mungkin sekali dapat ditanggulangi.

Revolusi dalam bidang telekomunikasi

Dengan adanya kabel serat optik yang menghubungkan Amerika Utara,

Eropa, Asia dan Australia, percakapan/ hubungan antar benua meningkat

dari 48 kesempatan menjadi 8.000 kesempatan percakapan secara

serentak. Suatu loncatan yang sangat besar.

Sementara itu dengan adanya benda-benda ruang angkasa (satelit

sputnik) akan mendekatkan jarak antar benua. Pada saat ini dapat

dikatakan apa yang terjadi di suatu sudut dunia akan dapat diamati oleh
sebagian besar penduduk dunia.
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5) Kerisauan terhadap lingkungan hidup

Pelestarian lingkungan hidup nampaknya menjadi perhatian dari dunia.
Suatu pembabatan hutan yang terjadi di Indonesia dijadikan topik
pembicaraan dunia. Demikian pula dengan masalah seperti pembakaran
minyak di kawasan Teluk. Kejadian itu akan mempengaruhi equilibrium.
Lebih lanjut John Naisbitt mengemukakan bahwa dewasa ini sedang
berlangsung perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan bangsa-
bangsa di dunia. Disebutnya bahwa runtuhnya negara-negara (nation
state) menjadi fenomena universal. Secara serentak, kita menyaksikan
menyurutnya peran penting negara bangsa, secara paradox, terbentuknya
jauh lebih banyak negara.
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BAB III

GURU MENGAJARKAN KEPROFESIONALITASAN

A. Profesionalitas

Dalam pendidikan, guru adalah seorang pendidik, pembimbing, pelatih,
dan pemimpin yang dapat menciptakan iklim belajar yang menarik, memberi
rasa aman, nyaman dan kondusif dalam kelas. Keberadaannya ditengah-
tengah peserta didik dapat mencairkan suasana kebekuan, kekakuan, dan
kejenuhan belajar yang terasa berat diterima oleh para siswa. Kondisi seperti
ini tentunya memerlukan keterampilan dari seorang guru, dan tidak semua
mampu melakukannya. Menyadari hal itu, maka penulis menganggap bahwa
keberadaan guru profesional sangat diperlukan.

Mengomentari mengenai adanya keterpurukan dalam pendidikan saat
ini, penulis menganggap penting akan perlunya keberadaan guru IPS yang
profesional. Untuk itu, guru diharapkan tidak hanya sebatas menjalankan
profesinya, tetapi guru harus memiliki keterpanggilan untuk melaksanakan
tugasnya dengan melakukan perbaikan kualitas pelayanan terhadap peserta
didik baik dari segi intelektual maupun kompetensi lainnya yang akan
menunjang perbaikan dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar serta
mampu mendatangkan prestasi belajar yang baik.

Guru profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan kualitas
layanan dan produknya, layanan guru harus memenuhi standarisasi
kebutuhan masyarakat, bangsa, dan pengguna serta memaksimalkan
kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang dimiliki
masing-masing idividu. Produk guru adalah prestasi para peserta didik dan
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lulusan-lulusan dari suatu sekolah, lulus tersebut harus mampu bersaing
dalam dunia akademisidan dunia kerja yang tidak lain berfokus pada mutu,
setiap orang dalam sistem sekolah mesti mengakui bahwa output lembaga
pendidikan adalah kostumer (Yamin; 2010).

[stilah profesional berasal dari kata profession, yang mengandung arti
sama occupation atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh
melalui pendidikan atau pelatihan khusus. Ada beberapa pengertian yang
berkaitan dengan profesionalitas yaitu okupasi, profesi dan amatir. Terkadang
ada perbedaan antara profesional, amatir dan delitan. Para profesional adalah
para ahli di dalam bidangnya yang telah memperoleh pendidikan atau
pelatihan yang khusus untuk pekerjaan itu (Danim; 2003).

Sehubungan dengan profesionalisme seseorang, Wolmer dan Mills yang
dikutip oleh Sardiman (2010) mengemukakan bahwa pekerjaan itu baru
dikatakan sebagai suatu profesi, apabila memenuhi kriteria atau ukuran-
ukuran sebagai berikut:

a. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas, maksudnya:
1) Memiliki pengetahuan umum yang luas.
2) Memiliki keahlian khusus yang mendalam.
b. Merupakan karier yang dibina secara organisatoris, maksudnya :
1) Adanya keterikatan dalam suatu organisasi profesional.
2) Memiliki otonomi jabatan.
3) Memiliki kode etik jabatan.
4) Merupakan karya bakti seumur hidup.
c. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status profesional,
maksudnya:
1) Memperoleh dukungan masyarakat.
2) Mendapat pengesahan dan perlindungan hukum.
3) Memiliki persyaratan kerja yang sehat.
4) Memiliki jaminan hidup yang layak.

Profesionalitas berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang
pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang. Profesi juga diartikan
sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan
pengetahuan dan ketrampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan
akademis yang intensif. Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan yang
menuntut keahlian tertentu (Kunandar; 2007).
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Profesional sebagai pekerjaan yang ditekuni seseorang berdasarkan
keahlian, kemampuan, teknik dan prosedur berlandaskan intelektualitas.
Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil pengertian bahwa profesi adalah
suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektualitas,
sikap dan ketrampilan khusus yang diperoleh melalui proses pendidikan
secara akademis (Yamin; 2007).

Dengan demikian, Profesi guru adalah keahlian dan kewenangan khusus
dalam bidang pendidikan, pengajaran, dan pelatihan yang ditekuni untuk
menjadi mata pencaharian dalam memenuhi kebutuhan hidup yang
bersangkutan. Guru sebagai profesi berarti guru sabagai pekerjaan yang
mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan
pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan
efisien serta berhasil guna.

Profesionalitas guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas
suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran
yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian.
Sementara itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi
yang dipersyaratkan untuk malakukan tugas pendidikan dan pengajaran.
Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional
adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang
keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru
dengan optimal. Guru adalah spiritual father bagi anak didik, kemuliaan guru
akan tercermin dalam kebaikan prilaku anak didik (Syaiful; 2008).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, profesi adalah
suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang
suatu jabatan tertentu, sedangkan profesionalitas adalah jiwa dari suatu
profesi. Dengan demikian, profesionalitas dalam penelitian ini adalah
profesionalitas guru dalam bidang studi IPS, yaitu seseorang yang memiliki
kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang studi IPS serta telah
berpengalaman dalam mengajar IPS sehingga ia mampu melakukan tugas dan
fungsinya sebagai guru IPS dengan kemampuan yang maksimal serta memiliki
kompetensi sesuai dengan kriteria guru profesional, dan profesinya itu telah
menjadi sumber mata pencaharian.
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B. Ciri dan Syarat Guru yang Profesional

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan yang mudah, seperti yang
dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan
menyampaikannya kepada peserta didik sudah cukup, hal ini belumlah dapat
dikategori sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru
yang profesional, mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan
khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya.

Westby dan Gibson yang dikutip oleh Sardiman (2010) mengemukakan
ciri-ciri keprofesian di bidang kependidikan sebagai berikut:

1) Diakui oleh masyarakat dan layanan yang diberikan hanya dikerjakan oleh
pekerja yang dikategorikan sebagai suatu profesi.

2) Memiliki sekumpulan bidang ilmu pengetahuan sebagai landasan dari
sejumlah teknik dan prosedur yang unik. Sebagai contoh misalnya profesi
di bidang kedokteran, harus pula mempelajari, anatomi, bakteriologi, dan
sebagainya. Juga profesi di bidang keguruan misalnya harus mempelajari
psikologi, metodik dan lain-lain.

3) Diperlukan persiapan yang sengaja dan sistematis, sebelum orang itu
dapat melaksanakan pekerjaan profesional.

4) Memiliki mekanisme untuk menyaring sehingga orang yang berkompeten
saja yang diperbolehkan bekerja.

5) Memiliki organisasi profesional untuk meningkatkan layanan kepada
masyarakat.

Untuk dapat melakukan peranan dan melaksanakan tugas serta
tanggung jawabnya, guru memerlukan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat
inilah yang akan membedakan antara profesi guru dari profesi-profesi yang
lain.

Oemar (2012) dalam bukunya Psikologi Belajar Mengajar
mengemukakan, guru profesional harus memiliki persyaratan yang meliputi;
1) Memiliki bakat sebagai guru.

2) Memiliki keahlian sebagai guru.

3) Memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi.

4) Memiliki mental yang sehat.

5) Berbadan sehat.

6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas.
7) Guru adalah manusia berjiwa pancasila.

8) Guru adalah seorang warga negara yang baik.
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Kunandar (2007) mengemukakan bahwa suatu pekerjaan profesional
memerlukan persyaratan khusus, yakni 1) menuntut adanya keterampilan
berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; 2)
menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang
profesinya; 3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; 4) adanya
kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang
dilaksanakannya; 5) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika
kehidupan. Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan
pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi
maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung
jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional
hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru
kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya.
Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual,
moral, dan spiritual.

Ketika pendidikan dirasakan semakin menjadi penting, apalagi dijamin
teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju, keberadaan guru
semakin dibutuhkan. Dalam Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 tentang
Guruy, Pasal 1 ayat 1 menyebutkan Guru adalah pendidik profesional dengan
tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,
menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru adalah komponen utama dalam
sistem pendidikan yang sangat mempengaruhi hasil pendidikan disamping
berbagai komponen lainnya. Guru bisa diibaratkan sebagai kunci keberhasilan
pendidikan, karena terletak di tangan guru terjadinya proses belajar mengajar
di sekolah. Tanggung jawab guru sangat besar karena mengemban amanat
manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

Tugas guru bukan hanya mentransfer dan mengembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi semata tapi bertanggung jawab terhadap
pembinaan karakter serta watak dan juga tentang kesehatan mental peserta
didiknya. Guru memiliki banyak tugas baik didalam dinas maupun di luar
dinasnya. Tugas guru dapat dibagi menjadi tiga kelompok: (a) Tugas dalam
bidang profesi, (b) Tugas dalam bidang kemanusiaan, dan (c) Tugas dalam
bidang kemasyarakatan (Usman, 2010).

Tugas dalam bidang profesi memerlukan keahlian khusus, tidak dapat
dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan. Orang yang
pandai berbicara belum tentu dapat disebut sebagai guru apalagi guru yang
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profesional, sebelum orang itu menguasai berbagai ilmu pendidikan dan
pengajaran.

Sebagai profesi tugas guru meliputi mengajar, mendidik, dan melatih.
Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Guru yang baik adalah guru yang waspada secara profesional. Ia
terus berusaha untuk menjadi masyarakat sekolah menjadi tempat yang
paling baik bagi anak-anak muda, mereka yakin akan nilai atau manfaat
pekerjaannya (Oemar, 2012).

Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik, artinya
peserta didik hanya sekedar ingin mendapatkan atau menguasai pengetahuan
pada masa lalu hal ini banyak terjadi, artinya peserta didik hanya menyimak
dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru, peserta didik pasif dan
tidak kreatif, dan peserta didik dipandang sebagai obyek, tentu saja hal ini
sangat merugikan. Kini pandangan terhadap peserta didik berubah, peserta
didik dipandang sebagai subyek atau unsur yang pokok bukan hanya sebagai
pendukung. Peserta didik ditempatkan sebagai komponen yang aktif baik
dalam melakukan kegiatan maupun dalam wupaya menemukan dan
memecahkan masalah. Dapat dikatakan mengajar itu sebagai upaya
menciptakan kondisi yang kondusif untuk berlangsungnya kegiatan belajar
bagi para peserta didik, sehingga membantu perkembangan anak didik secara
optimal baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun mental.

Mendidik dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mengantarkan
anak didik ke arah kedewasaannya baik secara jasmani maupun rohani.
Dibandingkan dengan pengertian "mengajar” maka "mendidik” diartikan lebih
komprehensif, karena dalam mendidik bukan hanya ilmu pengetahuan saja
yang dikembangkan tapi termasuk juga pembinaan pribadi, sikap mental dan
akhlak peserta didik.

Melatih yaitu mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta
didik. Bila mendidik difokuskan pada penanaman nilai-nilai rohaniah maka
melatih adalah memusatkan pada ketrampilan jasmani atau mencakup gerak.
Dalam bidang kemanusiaan disekolah, guru harus dapat menjadikan dirinya
sebagai orang tua kedua. Guru harus dapat menarik simpati peserta didiknya
sehingga kehadiran guru di kelas sangat ditunggu oleh peserta didiknya. Bila
guru mengajar seluruh perhatian peserta didik berpusat padanya, dan bila
guru berhalangan hadir peserta didiknya merasa kehilangan.

Sehubungan dengan peranan guru sebagai pengajar maupun pendidik
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diperlukan berbagai peranan pada diri guru. Peranan guru dapat diartikan

sebagai terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang

dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan
perubahan tingkah laku dan perkembangan peserta didik yang menjadi

tujuannya (Buchory; 2012).

Guru dalam berbagai peranannya sebagian besar adalah
menggambarkan tentang interaksinya yang terjadi dengan peserta didiknya,
karena secara sadar atau tidak sebagian waktunya dicurahkan untuk
menggarap proses belajar mengajar sehingga peranan guru adalah gambaran
dari tingkah laku dalam berbagai interaksi terutama dengan peserta didiknya,
dengan sesama guru maupun tenaga kependidikan lainnya.

Ada beberapa pendapat mengenai peranan guru menurut para ahli yang
dikutip oleh Sardiman (2010), antara lain;

1) Prey Katz menggambarkan peranan guru sebagai komunikator, sahabat
yang dapat memberikan nasehat-nasehat, motivator sebagai pemberi
inspirasi dan dorongan, pembimbing dalam pengembangan sikap dan
tingkah laku serta nilai-nilai, orang yang menguasai bahan yang diajarkan.

2) Havighurst menjelaskan bahwa peranan guru di sekolah sebagai petugas
dalam hubungannya dengan kedinasan, sebagai bawahan terhadap
atasannya, sebagai kolega bagi teman sejawatnya, sebagai mediator dalam
hubungannya dengan peserta didik, sebagai pengatur disiplin, evaluator
dan pengganti orang tua.

3) James W. Brown mengemukakan bahwa tugas dan peranan guru antara
lain menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan
mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan evaluasi kegiatan
peserta didik.

4) Federasi dan Organisasi Profesional Guru Sedunia mengungkapkan bahwa
peranan guru di sekolah tidak hanya sebagai transmitter dari ide tetapi
juga berperan sebagai transformer dan katalisator dari nilai dan sikap

Menurut Sardiman (2010) peranan guru secara singkat dapat disebut
sebagai berikut :

1) Informator
Sebagai pelaksana mengajar secara informatif, laboratorium, studi
lapangan dan sumber informasi kegiatan akademik maupun umum.

2) Organisator
Sebagai pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadual pelajaran
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

dan lain-lain. Mengorganisasikan seluruh komponen yang berkaitan
dengan proses belajar mengajar sehingga efektif dan efesiensi.
Motivator
Memberikan dorongan pada peserta didik agar terjadi aktivitas dan
kreativitas atau dinamika dalam proses belajar mengajar sesuai dengan
semboyan ing madya mangun karsa.
Pengarah / Direktor
Membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar peserta didik agar sesuai
dengan tujuan yang dicita-citakan.
Inisiator
Sebagai pencetus ide dalam proses belajar mengajar, dengan ide-ide yang
kreatif yang dapat dicontoh oleh peserta didiknya sesuai dengan
semboyan ing ngarso sung tulodo.
Transmitter
Sebagai penyebar kebijaksanaan pendidikan dan pengetahuan dalam
kegiatan belajar.
Fasilitator
Memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar
sehingga interaksi belajar mengajar berlangsung secara efektif sesuai
dengan semboyan Tut Wuri Handayani.
Mediator
Sebagai penengah dalam kegiatan belajar mengajar peserta didik, misal
memberi jalan keluar dalam kemacetan diskusi peserta didik.
Evaluator
Guru harus berhati-hati dalan menjatuhkan nilai atau kriteria
keberhasilan, tidak cukup hanya dilihat dari bisa atau tidaknya
mengerjakan soal yang diujikan, tapi perlu pertimbangan yang kompleks
menyangkut perilaku dan values pada masing-masing mata pelajaran.
Karena pentingnya peranan guru dalam proses belajar mengajar yang
akan berakibat pada hasil belajar peserta didik, maka banyak para ahli
yang mendefinisikan berbagai peranan guru, antara lain guru sebagai
pengajar, pimpinan kelas, pembimbing, pengatur lingkungan, partisipan,
ekspeditor, perencanan, supervisor, motivator, dan konselor.

Di bawah ini dikemukakan Sardiman (2010), peranan yang dianggap

paling dominan adalah sebagai berikut;

1)

Guru sebagai demonstrator
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Guru harus belajar terus menerus memperkaya diri dengan ilmu
pengetahuan sehingga mampu memperagakan apa yang diajarkannya
secara didaktis, agar yang disampaikannya betul-betul dimiliki oleh
peserta didik karena hal ini sangat menentukan hasil belajar peserta didik,
juga memotivasi peserta didik untuk selalu giat belajar.

2) Guru sebagai Pengelola kelas

Tujuan umum pengelola kelas : menyediakan dan menggu-nakan
fasilitas kelas untuk bermacam-macam kegiatan belajar meng-ajar agar
tercapai hasil yang baik. Tujuan khusus pengelola kelas : mengembangkan
kemampuan peserta didik dalam menggunakan alat-alat belajar,
menyediakan kondisi yang memungkinkan peserta didik bekerja dan
belajar serta membantu peserta didik untuk memperoleh hasil yang
diharapkan.

3) Guru sebagai mediator dan fasilitator

Guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
media pendidikan karena berguna untuk mengefektifkan proses belajar
mengajar dan memiliki keterampilan memilih dan menggunakan serta
mengusahakan media belajar dengan baik. Dan sebagai fasilitator guru
hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar mengajar, baik berupa
nara sumber, buku teks, majalah ataupun surat kabar.

4) Guru sebagai evaluator

Dengan penilaian, guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian
tujuan, penguasaan peserta didik terhadap pelajaran serta keefektifan
metode mengajar. Informasi ini merupakan umpan balik dan akan
berguna dalam meningkatkan proses belajar mengajar sehingga
memperoleh hasil yang optimal.

Sebagai tenaga profesional, pada pasal 5 UU tahun 2005 GD ditegaskan
bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang berdasarkan
prinsip-prinsip profesional, yaitu (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa
dan idealisme; (b) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang
pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (c) memiliki kompetensi yang
diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki ikatan kesejawatan dan
kode etik profesi; (e) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas
keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan
prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesi secara
berkelanjutan; (h) memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan
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tugas keprofesionalan; (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai
kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keprofesionalan
(Buchory; 2012).

C. Kompetensi Guru yang Profesional

Dalam pembahasan profesionalitas guru, pembahasan masalah
kompetensi guru tidak bisa dikesampingkan. Kompetensi itu bercirikan tiga
kemampuan profesional yaitu kepribadian guru, penguasaan ilmu dalam
bahan pelajaran, dan ketrampilan mengajar yang disebut teaching triad. Ini
berarti antara profesi dan kompetensi memiliki hubungan yang erat, profesi
tanpa kompetensi akan kehilangan makna, dan kompetensi tanpa profesi akan
kehilangan guna. Dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional tentunya
harus memiliki kompetensi profesional (Arifin; 1991).

[stilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yakni "competence means
fitness or ability" yang berarti kemampuan atau kecakapan. Kompetensi
merupakan daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari
pembawaan dan latihan. Pendapat ini menginformasikan dua faktor yang
mempengaruhi terbentuknya kompetensi, yaitu: 1) faktor bawaan seperti
bakat, dan 2) faktor latihan seperti hasil belajar. Kompetensi menunjuk
kepada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui
pendidikan atau pelatihan. Dalam hubungannya dengan tenaga profesional
kependidikan, kompetensi menunjuk kepada perbuatan yang bersifat rasional
dan memenuhi spesifikasi tertentu di dalam melaksankan tugas-tugas
kependidikan.

Saxe David Warren (1953) mengemukakan “create or stimulate
experiences in wich children will pursue answers to questions, search to clarify
an issue, and/or seek out information”.

Dalam buku yang ditulis oleh Mulyas (2008), kompetensi yang dimiliki
oleh seorang guru itu meliputi empat aspek sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3)
butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan
mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman
terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajran ,
evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.
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2) Kompetensi Kepribadian.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3)
butir b dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi
kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa,
arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak
mulia.

3) Kompetensi Sosial.

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3)
butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial
adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk
berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama
pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan
masyarakat sekitar.

4) Kompetensi Profesional

Kemampuan profesional guru IPS dalam hal ini adalah kemampuan
guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau seni dan budaya yang diampunya sekurang-kurangnya meliputi
penguasaan: (a) materi pelajaran IPS secara luas dan mendalam sesuai
dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau
kelompok mata pelajaran IPS yang diampu, (b) konsep dan metode
disiplin keilmuan , teknologi, atau seni yang relevan, yang konseptual
menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata
pelajaran IPS, dan/atau kelompok mata pelajaran IPS yang akan diampu.

Profesionalisme dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh tiga faktor
penting, yakni (1) memiliki keahlian khusus yang dipersiapkan oleh program
pendidikan keahlian atau spesialisasi, (2) memiliki kemampuan memperbaiki
kemampuan (keterampilan dan keahlian khusus), dan (3) memperoleh
penghasilan yang memadai sebagai imbalan terhadap keahlian tersebut. Oleh
karena bahwa profesi guru menuntut adanya (1) keterampilan berdasar
konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendasar, (2) keahlian pada bidang
tertentu, (3) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai, (4) adanya
kerusakan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang
dilaksanakan, (5) perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan, (6)
kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, (7) obyek
layanan yang tetap yaitu peserta didik, dan (8) pengakuan masyarakat karena
memang diperlukan jasa dan layanannya (Sagala; 2010)
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Guru IPS sebagai sumber daya manusia dalam organisasi sekolah yang
langsung berhubungan dengan murid mempunyai peranan strategis dalam
membentuk dan meningkatkan motivasi berwirausaha peserta didik. Guru
yang memiliki kualifikasi sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya dan
memiliki kompetensi sebagai seorang guru serta memiliki komitmen terhadap
mutu pendidikan akan senantiasa memacu anak didik untuk berprestasi dan
berusaha semaksimal mungkin untuk membutuhkan budaya prestasi dan
kualitas.

Dunia pendidikan memiliki dinamika yang sangat tinggi dan
perkembangan yang sangat pesat, apabila seorang guru tidak mengikuti
dinamika dan perkembangan ini, maka ia akan ketinggalan, yang pada
gilirannya akan berpengaruh pada kualitas kinerjanya. Guru yang kreatif dan
inovatif serta sinergis dengan dinamika dan perkembangan pendidikan
merupakan prasyarat bagi peningkatan mutu pendidikan terutama menuju
pendidikan di era global sekarang ini.

Kemudian secara konseptual, unjuk kerja guru menurut Kemendiknas
mencakup tiga aspek, yaitu; 1) kemampuan profesional, 2) kemampuan sosial,
dan 3) kemampuan personal. Kemudian ketiga aspek ini dijabarkan menjadi:
1) Kemampuan profesional mencakup:

a) Penguasaan materi pelajaran yang terdiri atas penguasaan bahan yang
harus diajarkan, dan konsep-konsep dasar keilmuan dari bahan yang
diajarkannya itu.

b) Penguasaan dan penghayatan atas landasan dan wawasan
kependidikan dan kegururan.

c) Penguasaan proses-proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran
peserta didik.

2) Kemampuan sosial mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri
kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawa
tugasnya sebagai guru.

3) Kemampuan personal mencakup:

a) Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai
guru, dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan beserta unsur-
unsurnya.

b) Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai seyogyanya
dianut oleh seorang guru.

c) Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai panutan dan

Falsafah Gurw | 125



teladan bagi para peseta didiknya (Yamin; 2007).

Inti dari proses pendidikan adalah proses belajar mengajar dimana
terjadi serangkaian perilaku guru IPS dan peserta didik berdasar hubungan
timbal balik yang berlangsung dalam interaksi edukatif untuk mencapai
tujuan tertentu. Pada masa lalu kebanyakan proses belajar mengajar berjalan
searah, peserta didik hanya menyimak dan mendengarkan informasi atau ilmu
pengetahuan dari guru sehingga peserta didik pasif dan kurang kreatif karena
peserta didik hanya dipandang sebagai objek, tentu saja hal ini sangat
merugikan, kini pandangan terhadap peserta didik telah berubah, peserta
didik dipandang sebagai subjek atau unsur yang pokok bukan hanya sebagai
pendukung. Guru IPS sebagai pengajar khususnya mata pelajaran IPS
hendaknya dapat membimbing dan mengembangkan potensi peserta didik,
sehingga peserta didik berkembang dan menjadi manusia-manusia aktif,
kreatif yang beriman.

Guru IPS adalah salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan
yang sangat mempengaruhi hasil pendidikan di samping berbagai komponen
lainnya. Tugas guru sangat berat karena mengemban amanat masyarakat
yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa demi terbentuknya manusia Indonesia
seutuhnya yang berdasar Pancasila. Pendidikan yang baik bukanlah
pendidikan yang menyamaratakan manusia secara utuh kemudian dilengkapi
dengan pengembangan kemampuan secara khusus. Begitu pentingnya peran
guru sehingga tidak dapat digantikan dengan komponen lain apalagi dalam
era teknologi yang kian canggih keberadaan guru semakin dibutuhkan karena
tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan dan tekhnologi tapi
juga bertanggung jawab terhadap pembinaan kesehatan mental peserta
didiknya. Tidak semua orang dapat menjadi guru kecuali memiliki keahlian
atau pendidikan professional untuk jabatan itu. Orang yang pandai berbicara
belum tentu dapat disebut sebagai guru apalagi guru professional, sebelum
orang itu menguasai berbagai ilmu pendidikan dan pengajaran.

Sebelum dilanjutkan uraian tentang guru IPS, dikemukakan lebih dahulu
pengertian tentang kompetensi. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu
“competency”atau”competence” yang berarti kecakapan atau kemampuan.
Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia kompetensi berarti :
(kewenangan ) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.
Sejalan dengan itu dalam buku Standar Kompetensi Guru SMA, kompetensi
diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang
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direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain kompetensi
adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki
seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar
kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan.

Muijs (2005) mengemukakan “at classrom level the effective teacher
characteristics were: a) teachers having responsibility for ordering activities
during the day fot pupils. b) pupils having some responsibility for their work and
independence within these sessions. c) teachers covering only one curriculum
area at a time”. Kompetensi seharusnya mencakup semua kualitas keefektifan
pribadi yang diperlukan di tempat kerja.

Sedangkan Spencer and Spencer (2008), membagi lima karakteristik
kompetensi yakni (1) motif, berarti sesuatu yang orang pikirkan dan inginkan
yang menyebabkan sesuatu, (2) sifat, yaitu karakter fisik tanggapan konsisten
terhadap situasi atau informasi, (3) konsep diri, yaitu sikap, nilai, dan image
diri seseorang, (4) pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang
dalam bidang tertentu, (5) keterampilan, yang berarti kemampuan untuk
melakukan tugas-tugas yang berkaitan dengan fisik dan mental.

Dalam Peraturan Pemerintah No.74 tentang Guru, juga disebutkan
kompetensi juga diartikan sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan,
dan perilaku yang dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru
dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi sebagai kemampuan
melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dengan
standar dan kualitas tertentu sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan.

Kompetensi adalah seperangkat kemampuan untuk melakukan suatu
jabatan, dan bukan semata-mata pengetahuan saja. kompetensi berarti suatu
hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang
kualitatif maupun kuantitatif. Dari beberapa pengertian tersebut, dalam
menentukan kompetensi guru, dapat dipergunakan 3 (tiga) kriteria yaitu: (1)
Kriteria pengetahuan : Untuk menilai sampai dimana penguasaan atau
kemampuan guru terhadap bahan yang diajarkan. (2) Kriteria kinerja
(performance): untuk menilai kegiatan mengajar. (3) Kriteria produk: untuk
menilai kemampuan mengajar melalui keberhasilan peserta didiknya
(Supandi; 2006).

Jadi dapat disimpulkan bahwa peran guru sangat kompleks bukan
hanya sebagai pengajar tetapi juga sebagai pendidik dan sekaligus sebagai
pembimbing yang memberikan pengarahan dan tuntunan kepada peserta
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didik. Untuk dapat melaksanakan peran dan tugasnya yang memerlukan

tanggung jawab yang besar maka ada beberapa persyaratan yang harus

dipenuhi oleh seorang guru. Adapun syarat-syarat bagi guru dapat
diklarifikasikan sebagai berikut :

1) Persyaratan administratif: antara lain meliputi soal kewarganegaraan,
umur, sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun, berkelakuan baik
dan mengajukan permohonan.

2) Persyaratan teknis: berijasah pendidikan guru (bersifat formal),
sedangkan syarat yang lain misalnya menguasai cara dan teknis mengajar,
terampil mendisain program pengajaran serta memiliki motivasi dan cita-
cita memajukan pendidikan / pengajaran.

3) Persyaratan psikis: antara lain sehat rohani, dewasa dalam berpikir dan
bertindak maupun mengendalikan emosi, sabar, ramah, dan sopan.
Memiliki jiwa kepemimpinan, konsekuen, tanggung jawab dan berani
berkorban dan memiliki jiwa pengabdian.

4) Persyaratan fisik: antara lain berbadan sehat, tidak memiliki cacat tubuh
yang dapat mengganggu pekerjaannya, tidak memiliki penyakit yang
menular, memiliki kerapian dan kebersihan.

Guru merupakan pemegang peranan yang amat penting dalam
keberhasilan proses pembelajaran, karena guru merupakan salah satu unsur
dalam pembelajaran yang berhubungan langsung dengan objek didik (peserta
didik). Oleh karena itu guru harus mempunyai kemampuan yang memadai
dan pandangan yang luas yang dapat mendukung pada profesinya serta harus
memiliki sikap yang bertanggung jawab pada tugas yang diembannya.

Mengingat guru merupakan unsur terpenting yang dapat menentukan
baik dan tidaknya, berkualitas dan tidaknya serta berhasil dan tidaknya
proses pembelajaran, maka guru harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan
untuk mencapai keberhasilan proses belajar mengajar (pembelajaran).
Kompetensi ini diperlukan agar dalam mengerjakan tugas-tugasnya guru
dapat melaksanakannya dengan baik yang pada akhirnya menghasilkan
lulusan yang berkualitas dan berprestasi tinggi. Kegagalan dalam proses
pembelajaran tidak sedikit yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi guru
dalam menjalankan tugas-tugasnya serta kurangnya profesionalitas guru.
Tidak sedikit guru melaksanakan tidak sesuai dengan kemampuannya serta
masih ada guru yang bersikap kurang bertanggung jawab pada tugas yang
diembannya dan kurang bersikap profesional. Hal ini merupakan salah satu
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sebab prestasi dan Kkualitas peserta didik suatu sekolah rendah dan
kualitasnya tidak sesuai yang diharapkan.

D. Indikator Guru yang Profesional
Dari penjelasan yang telah dikemukakan di atas mengenai aspek-aspek
kompetensi guru profesional, penulis menyusun indikator variabel
profesionalitas guru merujuk kepada pendapat yang ditulis Nana Sujana
(1998), dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar.
Menurut Nana Sujana (1998), untuk keperluan analisis tugas guru
sebagai pengajar, maka kemampuan guru atau kompetensi guru yang banyak
berhubungan dengan usaha meningkatkan proses dan hasil belajar dapat
diguguskan ke dalam empat kemampuan yakni:
1) Merencanakan program belajar mengajar.

Sebelum membuat perencanaan belajar mengajar, guru terlebih
dahulu harus mengetahui arti dan tujuan perencanaan tersebut, dan
menguasai secara teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam
perencanaan belajar mengajar. Kemampuan merencanakan program
belajar mengajar merupakan muara dari segala pengetahuan teori,
keterampilan dasar, dan pemahaman yang mendalam tentang obyek
belajar dan situasi pengajaran. Makna atau arti dari perencanaan/program
belajar mengajar tidak lain adalah suatu proyeksi/perkiraan guru
mengenai kegiatan yang harus dilakukan peserta didik selama pengajaran
itu berlangsung. Dalam kegiatan tersebut secara terinci harus jelas ke
mana peserta didik akan dibawa (tujuan), apa yang harus peserta didik
pelajari (isi bahan pelajaran), bagaimana cara peserta didik
mempelajarinya (metode dan teknik) dan bagaimana guru mengetahui
bahwa peserta didik telah mencapainya (penilaian).

2) Menguasai bahan pelajaran.

Kemampuan menguasai bahan pelajaran sebagai bahan internal dari
proses belajar mengajar, Tidak boleh dianggap pelengkap bagi profesi
guru. Guru yang bertaraf profesional penuh mutlak harus menguasai
bahan yang akan diajarkannya. Penguasaan bahan pelajaran akan
memberikan pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Nana Sujana
mengutip pendapat yang dikemukakan oleh Hilda Taba yang menyatakan
bahwa keefektifan pengajaran dipengaruhi oleh (a) karakteristik guru dan
peserta didik, (b) bahan pelajaran, dan (c) aspek lain yang berkenaan
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3)

4)

dengan situasi pengajaran. Jadi terdapat hubungan positif antara
penguasaan bahan pelajaran oleh guru dengan hasil belajar yang dicapai
oleh peserta didik. Artinya, makin tinggi penguasaan bahan pelajaran oleh
guru akan semakin tinggi pula hasil belajar yang dicapai oleh peserta
didik.

Melaksanakan dan memimpin/mengelola proses belajar mengajar.

Melaksanakan atau mengelola program belajar mengajar
merupakan tahap pelaksanaan program yang telah direncanakan. Dalam
pelaksanaan proses belajar mengajar kemampuan yang dituntut adalah
keaktifan guru dalam menciptakan dan menumbuhkan kegiatan peserta
didik dalam belajar sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam
perencanaan. Guru harus dapat mengambil keputusan atas dasar penilaian
yang tepat, apakah kegiatan mengajar dihentikan, ataukah diubah
metodenya, apakah mengulang kembali pelajaran yang lalu, manakala
para peserta didik belum dapat mencapai tujuan pengajaran. Pada tahap
ini disamping pengetahuan teori tentang belajar mengajar, tentang peserta
didik, diperlukan pula kemahiran dan keterampilan teknik mengajar.
Misalnya prinsip-prinsip mengajar, penggunaan alat bantu mengajar,
penggunaan metode mengajar, keterampilan menilai hasil belajar peserta
didik, keterampilan memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan
mengajar.

Menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Setiap guru harus dapat melakukan penilaian tentang kemajuan
yang dicapai para peserta didik, baik secara iluminatif-observatif maupun
secara struktural-obyektif. Penilaian secara iluminatif-observatif
dilakukan dengan pengamatan yang terus menerus tentang perubahan
dan kemajuan yang dicapai peserta didik. Sedangkan penilaian secara
struktural-obyektif berhubungan dengan pemberian skor, angka atau nilai
yang biasa dilakukan dalam rangka penilaian hasil belajar peserta didik.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Prof Wardiman menyatakan

bahwa peranan pendidikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi tidak semata-mata merupakan tugas pendidikan tinggi. Pendidikan

dasar dan pendidikan menengah juga dianggap sebagai bagian pendidikan

yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian pendidikan iptek merupakan

panduan yang tak terpisahkan antara pendidikan dasar, pendidikan lanjutan,
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dan pendidikan tinggi. Dalam rangka pembangunan pendidikan, upaya
peningkatan paling tidak dalam dua repelita terakhir, dan pada masa-masa
yang akan datang, akan mendapatkan prioritas yang tinggi.

Salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi mutu
pendidikanadalah Guru. Karena itu sangat penting untuk dibahas. Guru yang
bermutu diukur dengan lima faktor utama yaitu kemampuan profesional,
upaya kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya, dan kesejahteraan
yang memadai. Peningkatan mutu profesional guru merupakan upaya yang
paling strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan pada setiap jenis
dan jenjang pendidikan.

Untuk memantapkan peranan pendidikan dalam pembangunan
nasional, kecenderungan-kecenderungan tersebut di atas seyogyanya
dijadikan tantangan bagi kita untuk membangun pendidikan nasional yang
secara fungsional dapat mendukung berbagai faktor pembangunan. Sistem
pendidikan memiliki tugas yang sangat berat dalam menyiapkan sumber daya
manusia yang menguasai berbagai sektor pembangunan. Saya menekankan
bahwa dengan pendidikan yang bermutu kita dapat menghasilkan manusia-
manusia Indonesia masa depan yang sanggup menghadapi berbagai tantangan
(Kongres PGRI, 1994)

Di sisi lain peningkatan mutu pendidikan merupakan tugas yang sangat
kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas dalam
pendidikan, kualitas sumber daya pendidikan, kualitas guru dan pengelola
pendidikan, kualitas proses pembelajaran, sistem ujian dan pengendalian
mutu, serta kemampuan kita untuk mengantisipasi dan menangani berbagai
pengaruh lingkungan pendidikan.

Tanpa mengabaikan peranan dari faktor-faktor penting lainnya, kualitas
guru telah ditemukan oleh berbagai studi sebagai faktor yang paling konsisten
sangat kuat dalam menentukan mutu pendidikan. Guru yang berkualitas
adalah mereka yang mampu mebelajarkan murid secara efektif sesuai dengan
kendala-kendala sumber daya dan lingkungannya. Di pihak lain, upaya
menghasilkan guru yang berkualitas juga merupakan tugas yang tidak mudah.
Kualitas guru di maksud ialah tenaga pengajar yang mampu menghasilkan
lulusan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan berbagai
jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Kebutuhan akan tenaga guru itu sendiri
harus dikelompokkan lagi di dalam tiga kesulitan, yaitu kebutuhan akan mutu
profesi, jumlah dan sebenarnya baik menurut geografis maupun menurut
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bidang keahliannya.

Sikap keragu-raguan terhadap status profesi jabatan guru yang dewasa
ini sering terlontar di kalangan masyarakat merupakan akibat dari persiapan
tenaga-tenaga guru yang belum juga profesional. Kualitas profesional guru
dan tenaga kependidikan lainnya cenderung belum didasarkan pada suatu
konsep yang jelas dan konsisten untuk didukung oleh pengakuan khusus oleh
suatu masyarakat profei. Identitas profesi guru ini merupakan masalah yang
sangat mendasar karena akan menyangkut masalah-masalah antara lain,
kemampuan, sistem pengupahan, dan akuntabilitas guru sebagai jabatan
profesional.

Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Balitbang Dikbud (1992),
guru yang berkualitas ialah mereka yang memiliki kemampuan profesional
dengan berbagai kapasitasnya sebagai pendidik. Dalam studi tersebut
ditemukan bahwa guru yang bermutu diukur dengan lima faktor utama yaitu:
1) Kemampuan profesional guru

Kemampuan profesional guru (professional capacity terdiri dari
kemmapuan intelegasi, sikap dan prestasinya sebagai pendidik. Dalam
berbagai penelitian, kemampuan profesional guru sering ditunjukkan
dengan tinggi rendahnya nilai hasil tes yang mengukur kemampuan
menguasai materi pelajaran yang diajarkan. Secara sederhana,
kemampuan profesional ini bisa ditunjukkan dengan kemampuan guru
dalam menguasai pengetahuan tentang materi pelajaran yang diajarkan
termasuk upaya untuk selalu memperkaya dan meremajakan pengetahuan
tersebut

2) Upaya profesional

Upaya profesional guru (profesional efforts) adalah upaya seorang
gurum, untuk mentransformasikan kemampuan profesional yang dimiliki
ke dalam proses belajar mengajar. Dalam beberapa penelitian, upaya
profesional guru tersebut ditunjukkan oleh penguasaan keahlian
mengajarkan baik keahlain dalam menguasai materi pelajaran,
penggunaan bahan-bahan pengajaran, pengelolaan kegiatan belajar murid,
maupun upaya untuk selalu memperkaya serta meremajakan
kemampuannya dalam mengembangkan program-program pengajaran.

3) Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional

Waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional (teacher’s time)

menunjukkan intensitas waktu yang dipergunakan dari seorang guru
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4)

5)

untuk tugas-tugas profesional. “Teacher’s Time” ini merupakan salah satu
indikator penting dari mutu guru, seperti diyunjukkan oleh konsep “waktu
belajar” (time of Task) yang diukur dari intensitas belajar siswa secara
perorangan. Time of task ini telah ditemukan oleh berbagai penelitian
secara konsisten sebagai predikator terbaik dari mutu hasil belajar
peserta didik.
Kesesuaian antara keahlian dan pekerjaannya, dan

Kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya (link and match),
guru yang bermutu ialah mereka yang dapat membelajarkan murid-
muridnya secara tuntas dan benar. Untuk itu diperlukan keahlian, baik
dalam meguasai secara tuntas disiplin ilmu pengetahuan maupun
metodologi dan pendekatan belajar-mengajar. Oleh karena itu jika guru
mengjarkan mata pelajaran yang bukan bidang keahluannya, dapat
dipastikan bahwa uru tersebut tidak akan dapat menciptakan proses
pembelajaran yang bermutu. Dalam kaitannya dengan kebijaksaan Link
dan Match, ketiga faktor pertama yang diperhitungkan menentukan guru
bermutu tersebut belumlah mencukupi. Kesesuaian antara keahlian
dengan pekerjaannya ini penting dengan asumsi bahwa guru yang
dipersiapkan untuk mengajar suatu bidang studi yang bersangkutan.
Berdasarkan hal tersebut, maka kesesuaian guru mengajar dengan bidang
studi atau keahlian yang ditekuninya merupakan prasyarat yag mutlak
untuk menilai seorang guru diakibatkan bermutu dan profesional.
Kesejahteraan yang memadai

Penghasilan dan Kesejahteraan yang dapat memelihara dan
memmacu peningkatan profesionalisasi guru. Seorang profesional harus
mampu mencurahkan sebagian bear perhatiannya terhadap upaya-upaya
profesional, seperti peningkatan keahlian, memperkaya pengetahuan,
serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas pekerjaan mengajar. Upaya-
upaya profesional ini perlu di dukung oleh penghasilan dan kesejahteraan
mereka yang memadai sebagai imbalan terhadap seorang profesional

Sahertian menyatakan bahwa (199, 21-25) profil guru dalam konteks

profesional berarti berbicara tentang kualifikasi guru. Guru yang profesional
punya kualifikasi tertentu. Perlu dibedakan: a) kualifikasi personal dan b)

Kualifiksi Profesional.

a.

Kualifikasi Personal
Ada berbagai ungkapan untuk melukiskan kualifikasi personal. Ada yang
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menyebutkan:
- Guru yang terbaik
- Guru yang berhasil
- Guru yang efektif
a.1. Guru yang baik (a good teacher)
Baik dalam artian ini punya konotasi sifat/ atribut-atribut moral yang
baik. Sifat-sifat ini diutamakan dari asumsi dasar bahwa manusia itu
sejak lahir sudah membawa sifat-sifat yang baik seperti jujur, setia,
sabar, dan bertanggungjawab. Guru yang baik itu dilengkapi dengan
sejumlah atribut-atribut moral.
a.2. Guru yang berhasil (a succesfull teacher)
Seorang guru dikatakan berhasil bila dalam mengajar dapat
menunjukkan kemampuannya sehingga tujuan-tujuan yang telah
ditentukan dapat dicapai oleh subjek belajar. Itulah sebabnya setiap
guru yang mengajar harus dapat melihat dengan jelas tujuan-tujuan
yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan itu ada kriteria
pencapaian tujuan. Bila tujuan telah tercapai maka dikatakan guru itu
telah berhasil.
a.3. Guru yang efektif (an Effective teacher)
Guru disebt efektif bila ia dapat mendayagunakan waktu dan tenaga
yang sedikit tetapi dapat mencapai hasil yang banyak. Guru yang
pandai menggunakan strategi mengajar dan mampu menerapkan
metode-metode mengajar secara berdaya guna dan berhasil guna akan
disebut guru yang efektif
b. Kualifikasi profesional
LPTK pernah menegaskan mengenai kualifikasi kompetensi. Kompetemsi
ialah kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang
diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Pada umumnya dibedakan
profil kompetensi mengacu pada pelbagai aspek kompetensi yang dimiliki
seorang tenaga profesional pendidikan, sedangkan spektrum kompetensi
mengacu pada variasi kuantitatif dan kualitatif perangkat kompetensi
yang dimiliki seorang guru.
Suprapto MA. pada seminar guru,1988 menyatakan bahwa, perbedaan
di dalam pelayanan yang sama, bagi siswa-siswa mengakibatkan adanya
perbedaaan di dalam produk pendidikan, mislnya dalam prestasi belajar dan
prestasi kerja.
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Pada tahun 1975, 1976 dan 1977 telah diadakan pengukuran tentang
prestasi belajar siswa SD, SMP dan SMA di dalam bidang studi IPA, IPS, Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika, berdasarkan kurikulum 1975. Prestasi
belajar yang terletak di bawah nilai rata-rata nasional kebanyakan terletak di
bagian Barat dan Timur Indonesia termasuk Kalimantan.

Rendahnya mutu pendidikan, sebagai akibat rendahnya mutu guru,
saran implikasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Pada masa
lampau dan sekarang Indonesia menghadapi kekurangan guru. Usaha-usaha
untuk menutup kekurangan tersebut ialah dengan mengadakan berbagai
program seperti PGSLP, Crash Programme dan lain sebagainya program-
program tersebut, mengingat sifatnya yang darurat, secara langsung
mempersingkat waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan guru. Hal ini
mempunyai banyak implikasi terhadap mutu guru itu sendiri, yang berarti
juga mutu pendidikan kita secara keseluruhan dan dalam banyak hal
mengurangi efesiensi sistim pendidikan.

Dalam hubungan ini, tidak dapat disangkal lagi bahwa waktu yang
diperlukan untuk mempersiapkan guru memegang peranan yang penting di
dalam menghasilkan guru yang baik, dalam pengertian guru yang mampu
menghasilkan murid-murid yang bermutu. Kebenaran atas pendapat ini,
diperlihatkan dari hasil-hasil studi dan analisa yang dilaksanakan oleh “The
International Association for the Evaluation of Educational Achievement”
(IEA), suatu organisasi internasional dengan lebih kurang 45 negara anggota.
Studi tersebut menelitipengaruhnya lamanya waktu belajar bagi calon guru
dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Srudi tersebut mnunjukkan
adanya kolerasi yang tinggi antara kedua variabel tersebut, artinya makin
lama waktu belajar yang dicapai oleh siswa. Studi yang mirip juga diadakan di
India dan hasil yang menunjukkan bahwa tingkat penguasaan (“mastery
level”) guru terhadap bahan pelajaran yang diajarkan berpengaruh positif
terhadap prestasi yang dicapai oleh siswa.

Juga di Indonesia telah diadakan dua studi mngenai penguasaan guru
terhadap bahan pelajaran yang dilaksanakan oleh Puslit-Balitbang Dikbud.
Studi pertama dilakukan tahun 1985 terhadap guru-guru sekolah dasar di
tujuh propinsi, dalam bidang studi ilmu pengetahuan alam. Dengan
menggunakan tes prestasi belajar yang di susun oleh peneliti bersama-sama
guru sekolah dasar dan yang telah dibakukan dengan 60 pertanyaan,
diketahui bahwa pada umumnya guru hanya menguasai rata-rata 45% dari
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bahan pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang merupakan tanggung jawab
mereka di Sekolah Dasar. Apabila kita menggunakan standar “ mastery level”
yang sama dengan yang digunakan di Philipina yakni 75% sebagai batas
minimum tingkat penguasaan yang diharapkan, maka kedudukan guru-guru
kita masih terletak jauh dibawah titik batas harapan tadi. Studi yang kedua
ditujukan pada sekolah Umum Tingkat Pertama pada tahun 1986 pada 42
SMP di tujuh propinsi dengan 110 guru Biologi dan 103 Fisika diungkapkan
bahwa pada umumnya tingkat penggunaan guru-guru tersebut disekitar 50%.
Apabila menggunakan standar di Philipina, maka kedudukan guru-guru SMP
pun masih belum memuaskan.

Temuan-temuan ini tampaknya erat hubungannya dengan lamanya
pendidikan guru yang pernah diikuti oleh guru-guru yang terjaring dalam
sampel. 85% dari guru-guru tadi dari PGSLP yang sederajat. Pemahaman guru
terhadap ilmu keguruan nampaknya juga masih belum memadai. Sebagian
besar guru, yakni 64% guru Biologi dan 54% guru Fisika hanya memahami
kurang dari 60% dari seluruh materi yang berhubungan dengan metode
mengajar.

Hasil-hasil studi tersebut diatas, mempunyai implikasi bagi usaha kita
untuk memenuhi tuntutan GBHN 1988, dimana guru kurang menguasai
metode mengajar yang merupakan salah satu persyaratan di dalam
meningkatkan mutu pendidikan dan merupakan unsur penting didalam
meningkatkan profesi guru (profesionalisasi guru).

Kalau kita membuicarakan tentang suatu profesi, maka kita tidak dapat
melepaskan diri dari Lembaga Pendidikan yang menghasilkan profesi
tersebut. Pendidikan tersebut ditujukan pada suatu pekerjaan tertentu
disertai persyaratan-persyaratannya untuk dapat menyandang profesi itu.
Apakah yang menjadi persyaratan-persyaratan profesi guru ?

Marilah kita sejenak mencoba menganalisa mengenai kualifikasi yang
diminta dan dituntut dari profesi guru. Berbagai model sebagai kerangka
teoritis telah dibuat untuk mengadakan analisa. Dari berbagai model yang ada
tersebut, kita coba meminjam pendekatan “Competency Based Teacher
Education Model” (CBTE), karena CBTE model ini, yang semula dikembangkan
di Amerika Serikat dan mencapai klimaksnya pada tahun 70-an, telah
memasuki hampir semua lembaga pendidikan di kawasan Asia, melalui buku-
buku, hasil-hasil penelitian, majalah ilmiah maupun melalui pertemuan-
pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Unesco, The Asean Development

136 | Falbsafah Gurw



Education Programme, Seameo dan badan-badan Internasional lainnya.
Pendekatan ini mengajarkan pada kita untuk memperhatikan dan

memperhitungkan lima komponen prilaku dalam memepersiapkan guru:
Coqnitive -based competencies.
Performance -based competencies.
Consequence - based competencies.
Affective - based competencies.
Exploratory competencies.

Keempat pertama berkaitan satu sama lain dan menunjukkan perilaku
yang bertingkat sedangkan yang kelima merupakan pendalaman terhadap
prilaku yang diharapkan. Coqnitive -based competencies berhubungan

v W

dengan perkembangan intelektual. Seorang guru diharapkan memiliki
pengetahuan mengenai bidang studinya serta ilmu pendidikan, psychologi dan
keguruan (metodik dan didaktik).

Performance -based competencies. Guru harus mampu menggunakan
pengetahuan yang dimiliki. Jadi tidak hanya terbatas pada kognitif saja,
melainkan harus mempunyai keterampilan-keterampilan dalam menerapkan
dan menggunakan bidang studinya, disiplin ilmu diharapkan dapat
dikembangkan pada tingkat ini.

Consequence - based competencies. Guru diharapkan mampu
menimbulkan perubahan pada pihak ketiga, khususnya anak didik dalam segi
kognitif, sikap, perilaku, dan keterampilan.

Affective - based competencies. Sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh
guru merupakan unsur yang penting yang harus dikembangkan. Jadi guru
harus mempunyai sikap yang positif terhadap profesinya, terhadap
kependidikan dan keguruan. Kode etik guru harus merupakan bagian integral
daripada pribadi guru.

Exploratory competencies. Guru mengadakan explorasi untuk
mendapatkan pengalaman praktis. Demikianlah analisa mengenai kualifikasi
yang dituntut dari profesi guru melalui pendekatan Competency -based
Teacher Education model. Seperti apa yang telah diuraikan diatas, ditemukan
bahwa prestasi belajar siswa dibeberapa daerah masih dibawah rata-rata
nasional. Rendahnya mutu pendidikan, antara lain disebabkan oleh randahnya
mutu guru. Demikian pula tingkat penguasaan guru terhadap bahan pelajaran
yang diajarkan tergolong masih rendah.

Di sini tampak, perlunya profesionalisasi Guru, atau peningkatan mutu
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profesi, agar tujuan pendidikan yang digariskan GBHN 1988 dapat tercapai.
Pembinaan dan bimbingan yang sangat dibutuhkan oleh guru, harus sudah
dimulai sejak mereka memasuki pendidikan guru. Para siswa/mahasiswa
Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan, sejak permulaan sudah disadarkan
bahwa tanggung jawab, sikap dan tingkah laku seorang Guru berbeda dengan
siswa/mahasiswa lainnya. Dengan dipahaminya konsep tersebut dan dengan
adanya latihan terus-menerus, maka pengertian akan menjadi sikap (attitude)
dan kebiasaan (habit).

PGRI, yang dalam konggresnya yang ke XIII di Jakarta pada tanggal 24
November 1973, menegaskan dan manyatakan diri menjadi organisasi yang
bersifat “perburuhan” menjadi organisasi profesi.

Didalam masyarakat yang sedang berkembang dan membangun, dimana
keahlian dan keterampilan amat menentukan, maka peranan kelompok
profesi menjadi penting didalam pelaksanaan sistem pendidikan. Kelompok
profesi mempunyai peranan antara lain untuk meningkatkan keahlian/
keterampilan serta menjamin dan menuju kualitas keahlian dan keterampilan
tersebut.

Tidak kalah penting pula upaya para Guru sendiri untuk melindungi
profesi Guru untuk melindungi profesinya, seperti pada profesi lain, seperti
kedokteran. Upaya ini terutama dalam bentuk peningkatan kualitas mengajar,
memperkecil jurang antara teori dan praktek pendidikan dan lain sebagainya.

Masih banyak yang harus dikerjakan oleh organisasi profesi Guru, agar
organisasi tersebut diakui, dihargai dan disegani oleh pihak lain.

Dirto dkk berpendapat bahwa; apakah menjadi guru itu pembawaan
(tidak dibentuk) atau pembawaan dan dibentuk ? Untuk menyatakan guru
adalah pembawaan, tidak dibentuk, seperti menyatakan ibu-ibu adalah
pembawaan, tidak dibentuk. Tetapi kenyataan, menurut Van Cleve Morris
(1963:4), beberapa ibu kurang baik. Kita tahu bahwa ibu yang baik bertalian
dengan penempatan pikiran ibu terhadap apa yang ia lakukan dan usahakan
dengan sengaja untuk menempatkan lingkungan anaknya, pengalaman-
pengalaman yang mungkin membimbing pertumbuhan anak sebaik-baiknya.
Ini tidak berarti bahwa semua insting alamiah diluar perhirungan. Ini hanya
berarti bahwa apa yang ada secara ilmiah adalah tidak cukup, dan bahwa apa
yang ada secara ilmiah adalah tidak cukup, dan bahwa apa yang seorang ibu
lakukan di luar insting berhubungan dengan bagaimana anaknya tumbuh
menjadi dewasa.
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Apa yang benar bagi ibu adalah juga benar bagi guru. Membelajarkan
peserta didik hanya dengan perasaan adalah tidak cukup. Tetapi kita harus
cukup mengetehui tentang hakekat manusia, tentang motivasi manusia,
tentang iklim psikologis dan emosional dari seluruh kelas, tentang pengaruh
dari ganjaran dan hukum, dan dari hubungan interpersonal antara guru dan
peserta didik, yang semuanya akan menunjang keberhasilan pencapaian
tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan.

Persiapan untuk membelajarkan peserta didik adalah usaha praktis,
usaha profesional, yang memerlukan kerja dan usaha. Untuk ini menurut
Moris tidak hanya membutuhkan seni dari seorang guru yang berbakat tetapi
juga membutuhkan ilmu dari seorang praktisioner yang profesional.

Tugas guru adalah suatu tugas profesional. Satu dari perbedaan-
perbedaan antara pekerja-pekerja profesional dengan pekerja-pekerja yang
lain adalah bahwa pekerja profesional menguasai keterampilan-keterampilan
dan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh orang awam. Dalam menghadapi
suatu kasus baru sukar, pekerja profesional itu dapat mengatasi situasi,
karena ia memiliki informasi khusus dan kecakapan teknik atau keterampilan
(know-know) yang ia dapat menerapkannya. Leonard H Clark (1968:4)
mengutip uraian Harry Broudy (1967) yang membuat perbedaan yang jelas
antara profesional dan non profesional. Dalam contohnya ia membandingkan
tiga orang guru yang mengajar sama-sama baik. Dari tiga guru ini, Guru A
mengajar sebagaimana yang ia lakukan dalam berbagai situasi sebagai suatu
hasil dari intuisi, Guru B mengajar sebagaimana ia lakukan karena mengikuti
aturan : dalam suatu situasi yang serupa melakukan demikian dan jadi, tetapi
Guru C mengajar sebagaimana yang ia lakukan karena alasan-alasan teoritis.
[a adalah satu-satunya yang mengetahui mengapa ia mengambil berbagai
langkah yang ia ambil. Dalam contoh ini, Guru C, yang mengetahui mengapa,
adalah seorang profesional, Guru b, yang dengan cara buta mengikuti
peraturan, adalah seorang tukang (pekerja tangan), Guru A yang mengajar
dengan baik mengikuti gerak hatinya, adalah suatu keajaiban.

Pekerja profesional berbeda dari seniman, yang juga mengikuti
mempunyai keterampilan dan mempunyai pengetahuan banyak, karena
keterampilan profesional lebih didasarkan pada ilmu dan latar belakang
teoritis dari pada didasarkan pengalaman yang tipis. Seorang tidak dapat
belajar untuk menjadi seorang pekerja profesional yang sebenarnya dengan
hanya bekerja sebagai magang. Untuk menjadi seorang profesional
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memerlukan praktek tentu saja, tetapi praktek yang harus didasarkan pada
teori yang benar.

Guru profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu yang
tidak dimiliki oleh orang awam. Dengan pengetahuan dan keterampilan-
keterampilan ini yang guru dapat melaksanakan keputusan-keputusan dalam
membelajarkan peserta didik dengan hasil yang paling efektif dan efisien.

Kenneth H. Silber dalam papernya berjudul theories of Educational
Technologi (1974), menyatakan untuk dapat diakui sebagai profesi, haruslah
memenuhi karakteristik yang dipersyaratkan bagi profesi itu, secara khusus
untuk dapat menjadi anggota organisasi/badan profesi, seorang haruslah
menaati standar dan etika profesi, mendapat pendidikan dan sertifikasi yang
dipersyaratkan dan dituntut oleh profesi, terlibat dalam pengembangan
kemampuan kepemimpinan dirinya, menjadi anggota asosiasi dan ikut serta
dalam Kkegiatan-kegiatan komunikasi dengan membaca jurnal seerta
menghadiri pertemuan-pertemuan. Menyadari bahwa dirinya adalah anggota
profesi lain, maka diharapkan memahami tujuan-tujuan ke arah mana
leterampilan yang dimilikinya akan digunakan dan menerima nilai-nilai yang
telah ditetapkan oleh profesi, serta berhubungan dengan profesional-
profesional lain atas dasar kesamaan derajat.

Dengan kata lain, tolak ukur untuk keanggotaan dalam profesi yakni
bahwa orang itu menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan
satu atau lebih fungsi-fungsi yang berkaitan dengan bidangnya. Untuk tentu
saja harus ditopang oleh persyaratan jabatan profesional, yang antara lain
adanya keterampilan yang dilandasi konsep ilmu pengetahuan yang
mendalam, menekankan keteranpilan pada bidang tertentu, dan adanya
kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan.

Dalam menentukan profesionalisme seorang guru, banyak wacana bisa
digelar. Laporan utama jurnal Educational Leadership, edisi Maret 1993
misalnya, mengetengahkan lima ukuran seorang guru dikatakan profesional
meliputi:

1. Memiliki komitmen pada siswa dan proses belajarnya.

2. Menguasai secara mendalam bahan ajar dan cara mengajarkan.

3. Bertanggung jawab memantau kemajuan belajar siswa melalui berbagai
teknik evaluasi.

4. Mampu berpikir sistematis dalam melakukan tugasnya, dan
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5. Seyogyanya menjadi bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan
profesinya.

Profesi guru yang didalam forum-forum resmi dan naskah-naskah
formal begitu mulia, di masyarakat luas tampaknya masih menjadi semacam
profesi kelas dua, bahwa profesi-profesi lain, seperti dokter, notaris, arsitek,
konsultan hukum dan sebagainnya. Kondisi ini sangat di sayangkan, sebab
guru merupakan subjek yang sangat besar sumbangannya dalam membangun
manusia masa depan.

Suprapto, Ketua BP-7 menyatakan, tengah-tengah makin maraknya
nuasa orang kebanyakan menempatkan uang dan harta kekayaan (seperti
rumah dan mobil mewah) sebagai indikator puncak prestasi pribadi dan
keluarga, tampaknya profesi guru makin ditempatkan ke dalam kelompok
profesi yang kurang membanggakan.

Guru-guru sendiri belum semuanya bangga dengan profesinya,
demikian juga para calon guru. Para mahasiswa calon guru yang sedang dalam
proses studi konon merasa minder berpayung dengan ambangnnya. Misalnya
dengan menyebut “hanya kuliah di IKIP” ‘hanya kuliah di STKIP saja”

Mereka yang menyandang predikat guru pun, konon masih mengatakan
“apakah arti saya, Pekerjaan saya kan hanya guru”. Di Negara Republik
Indonesia, seorang guru wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan seperti yag
dikehendaki oleh Rakyat yang terrumuskan dalam berbagai peraturan
undang-undang.

Sebagai akibat bahwa guru membawa misi merealisasikan keinginan
masyarakat/ Negara, maka dalam melaksanakan tugasnya seorang guru harus
sadar bahwa diusahakan dan dikerjakan, tiada lain adalah penjabaran dan
realisasi TAP MPR No. [I/MPR/1993, tentang GBHN, dalm melaksankan tugas,
ia hendaknnya berpegang pada kaidah Penutun Pembangunan Nasional yang
diantaranya berbunyi :

Pembinaan dan pemantapan kepribadian bangsa senantiasa
mempertahankan pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa yang bersumber
pada kebhinekaan budaya daerah dengan tidak menutup diri terhadap
masuknya nilai positif budaya bangsa lain untuk mewujudkan dan
mengembangkan kemampuan dan jati diri serta meningkatkan harkat dan
martabat bangsa Indonesia. Pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan
ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pembangunan harus
dapat meningkatkan kesejahteraan masyatrakat dalam rangka mempercepat
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proses pembanguan dengan mengindahkan nilai-nilai luhur budaya bangsa
serta kondisi lingkungan dan kondisi social masyarakat.

Kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sebagai nilai luhur bangsa merupakan usaha bersama untuk menciptakan
landasan spiritual, moral, dan etik bagi pembangunan untuk mewujudkan
kualitas manusia Indonesia seluruhnya dan kualitas masyarakat Indonesia
seutuhnya dengan menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamnnya dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan intergralistik bangsa Indonesia dan paham kekeluargaan
yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa yang dijadikan kesepakatan
dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 harus dijadikan paham
kebangsaan Indonesia untuk makin memperlakukan persatuan dan kesatuan
bangsa dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia dan hak asasi
perseorangan melalui kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demokrasi politik
berdasarkan Pancasila pada hakikatnya adalah wujud kedaulatan ditangan
rakyat yang diselenggarakan melalui permusyawaratan/perwakilan,
berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Demokrasi Pancasila mengandung
makna bahwa dalam penyelesaian masalah nasional yang menyangkut
perkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sejauh mungkin
ditempuh jalan musyawarah untuk mencari mufakat bagi kepentingan rakyat.
Penyelenggaraan pemerintah Indonesia tidak mengenal pemisahan kekuasaan
berdasarkan paham kekeluargaan. Dalam demokrasi Pancasila yang menganut
paham kekeluargaan tidak dikenal bentuk-bentuk oposisi, diktatur mayoritas,
dan tirani minoritas.

Pendidikan yang merupakan salah satu sektor dalam pembangunan
nasional wajib bertumpu pada kaidah penuntun tersebut. Guru sebagai
pelaksana pendidikan wajib memahami peran dan kedudukannya sebagai
pelaksana pembangunan, dan mampu menentukan langkah kegiatan dengan
bertumpu pada kaidah penuntun tersebut.
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BAB IV
GURU SEBAGAI AGEN PENDIDIKAN KARAKTER

A. Pendidikan Karakter

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana dalam proses
pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang
menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan
berakhlak (berkarakter) mulia (UU Nomor 20 Tahun 2003). Kemandirian,
tanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) harus
mutlak menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar
pelaksanaannya dapat diamalkan didalam kehidupan nyata yang sesuai
dengan karakter budaya bangsa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional
(Depdiknas, 2010):

“Kata karakter berarti Sifat-sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti

yang membedakan seseoang dengan yang lain, atau bermakna bawaan,

hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat,

tempramen, watak. Maka istilah berkarakter artinya memiliki karakter,

memiliki kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak.”

Pendidikan karakter menurut Lickona (2012), adalah pendidikan untuk
membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan budi pekerti, yang
hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang, yaitu tingkah laku yang
baik, jujur bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras, dan
sebagainya.
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Ditambahkan oleh Lickona (2012), tiga cakupan pendidikan karakter
yakni Pendidikan karakter mencakup tiga unsur pokok yaitu, mengetahui
kebaikan (knowing the good), mencintai kebaikan (desiring the good), dan
melakukan kebaikan (doing the good). sejalan apa yang dikatakan Lickona,

Frye (Suyadi 2013), mengemukakan pendidikan karakter sebagai “A
notional movement creating school that foster ethical, responsible, and caring
young people by modeling and teaching good character through an emphasing
on universal values that we all share”

Menurut Coon (Zuhdi, 2010) mendefiniskan karakter sebagai suatu
penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan
atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat.
Karakter berarti tabiat atau kepribadian.

Menurut Musfiroh (2012), mengemukakan sebagai berikut:

Karakter mengacu kepada serangkaian sikap (Attitudes), Prilaku

(behaviors), Motivasi (motivations), dan keterampilan (skill). Karakter

bahasa yunani yang berarti tomark atau menandai dan memfokuskan

bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau
tingkah laku.

Selanjutnya ditambahkan Gunawan (2012), tentang pengertian
pendidikan karakter sebagai berikut:

“pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan
dilaksanakan secara sistematis untuk menanamkan nilai-nilai perilaku
peserta didik yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesame manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan
norma-norma agama, hokum, tata karma, budaya, dan adat istiadat.”

Adisusilo (2012), berpendapat bahwa karakter adalah Seperangkat nilai
yang telah menjadi kebiasaan hidup sehingga menjadi sifat tetap dalam diri
seseorang, misalnya kerja keras, pantang menyerah, jujur, sederhana, dan
lain-lain. Dengan karakter itulah kualitas seseorang pribadi diukur.

Kemdiknas (2010), karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau
kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internasionalisasi berbagai
kebijakan (virtues), yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara
pandang berpikir, bersikap, da bertindak.
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Kemudian di dalam Seminar Nasional, tentang Implementasi kurikulum
2013 dan Aktualisasi Pendidikan IPS dalam Upaya memantapkan Insan
Berkarakter (2013), Wahyu mendefinisikan bahwa,
“karakter sesungguhnya merupakan sifat alami sesorang dalam
merespon situasi secara bermoral. Apabila seseorang berprilaku tidak
jujur, kejam, atau rakus, ia selanjutnya disebut berkarakter buruk.
Sebaliknya apabila seseorang berprilaku baik, jujur, bertanggungjawab,
hormat terhadap orang lain, dan nilai-nilai karakter mulia lainnya, ia
disebut berkarakter baik.”

Walid (2011) megemukakan sebagai berikut:

“menjelaskan tentang Pendidikan karakter di perguruan tinggi
merupakan tahapan pembentukan karakter yang tidak kalah pentingnya
dari pembentukan karakter di tingkat sekolah. Pendidikan karakter di
perguruan tinggi merupakan kelanjutan dari pendidikan karakter di
sekolahan. Oleh karena itu, seharusnya setiap perguruan tinggi, baik
PTN/PTAI memiliki pola pembentukan karakter mahasiswa yang sesuai
dengan visi, misi, karakteristik perguruan tinggi masing-masing.”

Berdasarkan beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan
karakter di atas maka dapat dikatakan bahwa karakter adalah sebuah jati diri
yang dimiliki individu, yang diperoleh melalui pendidikan baik itu pendidikan
yang diperoleh melalui lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan
dari non formal. Pendidikan formal yakni pendidikan yang diperoleh dari
sekolah, sedangkan pendidikan yang non formal yakni pendidikan yang
diperoleh dari keluarga yakni orang tua dan masyarakat. pendidikan karakter
dapat diartikan sebagai upaya sadar dan terencana dalam mengetahui
kebenaran atau kebaikan, mencintainya dan melakukannya dalam kehidupan
sehari-hari, Sehingga seorang individu yang memiliki pengetahuan tentang
bagaimana kepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, dan berwatak yang
tercermin dalam nilai-nilai karakter yang berakhlak serta pelaksanaannya di
sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dengan berbagai macam proses
sehingga menjadi tabiat atau kebiasaan yang dilandasi rasa tanggung jawab.

B. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Karakter
Tujuan merupakan keinginan untuk mencapai suatu tempat dimana
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merupakan hasil akhir dari tahapan proses perjalanan, sedangkan tujuan
pendidikan karakter merupakan proses dimana proses pendidikan karakter
yang dilaksanakan sampai dengan hasil akhir proses pembelajaran karakter
tersebut dilaksanakan. Dalam Sambutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada puncak peringatan hari pendidikan nasional dan hari kebangkitan
nasional tahun 2011 (Sulistyowati, 2012), menyampaikan bahwa 5 tujuan
gerakan nasional pendidikan karakter yakni:

1. Manusia Indonesia harus bermoral, berakhlak, dan berprilaku baik. Oleh
karena itu, masyarakat diimbau menjadi masyarakat relegius yang anti
kekerasan.

2. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang cerdas dan rasional
berpengetahuan dan memiliki daya nalar tinggi.

3. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang inovatif dan mengejar kemajuan
serta bekerja keras mengubah keadaan.

4. Memperkuat semangat harus bisa. Seberat apa pun masalah yang
dihadapi, jawabannya selalu ada.

5. Manusia Indonesia harus menjadi patriot sejati yang mencintai bangsa dan
Negara serta tanah airnya.

Selanjutnya Pendidikan karakter memiliki tujuan yang tersusun dalam
Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter Kementrian Pendidikan Nasional
(KEMENDIKNAS) Tahun 2011 sebagai berikut:

Pendidikan karakter bertujuan mengembangkan nilai-nilai yang
membentuk karakter bangsa yaitu Pancasila, meliputi:

1. Mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia berhati
baik, berpikiran baik, dan berprilaku baik;

2. Membangun bangsa yang berkarakter Pancasila;

3. Mengembangkan potensi warganegara agar memiliki sikap percaya diri,
bangga pada bangsa dan negaranya serta mencintai umat manusia.

Zuhdi (2010) memberikan gambaran yang lebih merinci tentang tujuan
dari pendidikan karakter, menurutnya pendidikan karakter memiliki lima
tujuan yakni:

“Pertama, Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik

sebagai manusia dan warga Negara yang memilki karakter bangsa.

Kedua, mengembangkan kebiasaan dan prilaku peserta didik yang

terpuji dan selajan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya
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bangsa yang relegius. Ketiga, menanamkan jiwa kepemimpinan dan
tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa.
Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia
mandiri, kreatif dan berwawasan kebangsaan. Kelima, mengembangkan
lingkungan kehiduoan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman,
jujur, penuh krativitas dan persahabatan, dan dengan rasa kebangsaan
yang tinggi penuh kekuatan (dignity).

Dari tujuan pendidikan karakter di atas, dapat diartikan bahwa tujuan
dari pendidikan karakter yang diinginkan dicapai merupakan suatu proses
pembentukan pendidikan karakter yang diarahkan pada keberhasilan asfek
afektif siswa yakni ranah sikap dan nilai. Pendidikan karakter yang diberikan
dimaksudkan untuk lebih memperdalam pengetahuan pribadi peserta didik
tentang berbagai macam cara untuk menambah kepekaan diri agar dapat
mengatasi berbagai macam permasalahan yang dihadapi nanti sebagai anak
bangsa maupun sebagai warga Negara.

Tujuan dari pendidikan karakter di atas harus dipahami secara benar
dan baik agar pemahaman dari pengajar baik itu guru dan dosen dapat
berimbas pada pengamalan dalam kehidupan oleh peserta didik. Selain guru
dan siswa memahami tujuan dari dilaksnakannya pendidikan karakter, yang
tidak kalah penting adalah memami tentang bagaimana fungsi dari pendidikan
karakter tersebut.

Menurut Zuhdi (2010), Pendidikan karakter memiliki tiga fungsi utama
sebagai berikut:

“Pertama, fungsi pembentukan dan pengembangan potensi. Pendidikan
karakter berfungsi membentuk dan mengembangkan potensi peserta
didik agar berfikir baik, barhati baik, dan berprilaku baik sesuai dengan
falsafah hidup pancasila. Kedua, fungsi perbaikan dan penguatan.
Keluarga, satuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah untuk ikut
berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi
mandiri, dan sejahtera. Ketiga, fungsi penyaringan. Pendidikan karakter
berfungsi memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya
bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter
bangsa yang bermartabat”.

Gunawan (2012), menjelaskan tentang fungsi pendidikan karakter.
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Pendidikan karakter berfungsi (1) mengembangkan potensi dasar agar
berhati baik, dan berprilaku baik; (2).memperkuat dan membangun prilaku
bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang
kompetitif dalam pergaulan dunia.
Hal yang sama dikemukankan oleh Sulistyowati (2012), pendidikan
karakter memilki tiga fungsi utama yaitu
“pengembangan, perbaikan dan penyaringan. Fungsi pertama berperan
untuk mengembangkan potensi siswa menjadi pribadi berprilaku baik;
ini bagi siswa yang telah memilki sikap dan prilaku yang mencerminkan
budaya dan karakter bangsa. Fungsi perbaikan, yaitu memperkuat
kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam
pengembangan potensi siswa yang lebih bermartabat; dan fungsi
penyaringan untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya
bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter
bangsa yang bermartabat (pendidikan karakter, pusbuk 2011).”

Dengan demikian maka fungsi dari pendidikan karakter yang
dikemukankan oleh beberapa pendapat di atas mengarah pada proses
pengembangan, perbaikan dan penyaringan. Pengembangan yang sesuai
dengan ninat, bakat dan potensi yang dimilki, hal ini dimaksudkan untuk
memberikan kebebasan kepada anak bangsa utnuk berkreasi dan berkarya
agar dapat bersaing dikancah nasional dan internasional dengan membawa
ciri dan karakter serta budaya bangsa Indonesia. proses perbaikan
dimaksudkan untuk menata kembali nilai-nilai dan budaya sebagai bangsa
Indonesia yang mulai terkikis oleh peradaban luar yang sedikit demi sedikit
memberi jarak antara karakter budaya bangsa dengan jati diri sebagai anak
bangsa. Penyaringan dimaksudkan menselaraskan pemahaman yang sama
antara pemerintah, keluarga serta masyarakat untuk bersama-sama saling
bahu membahu membentengi diri anak bangsa dan memberi pengetahuan
tentang berbagai macam norma yang berlaku di masyarakat.

C. Pilar dan Nilai Pendidikan Karakter

Pilar berguna sebagai penopang jika kita ingin membangun sebuah
bangunan, kekuatan pilar akan berpengaruh terhadap kekuatan sebuah
bangunan, bagitu pula apa yang dimaksud dengan pilar pendidikan karakter.
Pilar pendidikan karakter bertujuan memperkokoh landasan atau pondasi
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karakter peserta didik atau mahasiswa agar memiliki dasar yang melekat

didalam diri agar memiliki jati diri yang mampu memberi kontribusi dalam

bermasyarakat.

Zuhdi (2010) mendefinisikan bahwa, pendidikan karakter di Indonesia

didasarkan pada Sembilan pilar karakter.

“Kesembilan pilar karakter dasar ini, antara lain: (1) cinta kepada Allah
dan semesta beserta isinya; (2) tanggung jawab, disiplin, dan mandiri;
(3) Jujur; (4) hormat dan santun; (5) kasih sayang, peduli, dan kerja
sama; (6) percaya diri, kratif, kerja keras, dan pantang menyerah; (7)
keadilan dan kepemimpinan; (8) baik dan rendah hati; dan (9) toleransi
cinta damai dan persatuan”.

Major (Hartoyo; 2011) hanya menjelaskan tentang 6 pilar pendidikan

karakter sebagai berikut:

a.

Trustworthiness (Keterpercayaan). Pilar pertama ini mengandung unsur-

unsur berikut: 1) kejujuran, yang merefleksikan keengganan untuk

berbohong, menipu, atau mencuri; 2) reliabilitas, yang mencakupi

pemenuhan komitmen, kepatuhan akan aturan dan kode etik yang

mengikat; 3) keberanian bertindak atas dasar Kkebenaran; 4)

pembangunan reputasi yang baik; dan 5) kesetiaan, baik pada keluarga,

teman, dan negara.

Rasa Hormat. Komponen pembangun karakter ini adalah

1) menghargai dan memperlakukan orang lain dengan hormat; 2)
bertenggang rasa dan menerima berbagai perbedaan;

3) berperilaku baik dan menghindari kata-kata kasar;

4) mempertimbangkan perasaan orang lain;

5) tidak mengancam, memukul atau mencederai orang lain;

6) menahan amarah, tidak menghina orang lain, dan tidak memaksakan
ketidaksetujuan pada orang lain.

Bertanggungjawab. Bertanggungjawab dipahami dalam beberapa

perspektif seperti melaksanakan kewajiban, membuat perencanaan,

ketangguhan, berusaha melakukan yang terbaik, pengendalian diri,

disiplin, berpikir sebelum bertindak, bertanggungjawab atas ucapan,

perbuatan, dan sikap, dan menjadi teladan bagi orang lain.

Fairness (adil). Pengertian fairness adalah kesediaan untuk bertindak adil

bagi diri sendiri dan orang lain. Tindakan adil ini diindikasikan oleh
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kesediaan untuk mengikuti aturan main, memberikan kesempatan pada
diri sendiri dan orang lain, berpikiran terbuka (mau mendengar orang
lain), tidak memanfaatkan orang lain, tidak menyalahkan orang lain
dengan semena-mena, dan memperlakukan orang lain secara adil.

e. Keperdulian. Secara nyata keperdulian ditandai oleh keramahan/kebaikan
hati, simpati dan empati, rasa terima kasih, kemauan memaafkan orang
lain, dan membantu orang yang tengah membutuhkan.

f. Citizenship (Rasa Persatuan). Nilai-nilai rasa persatuan ini
dimanifestasikan dalam bentuk kontribusi nyata untuk membuat
komunitas tempat ia berada menjadi lebih baik, bekerjasama dengan
orang lain, terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, terus
mengikuti perkembangan informasi, menjadi anggota masyarakat yang
baik, mematuhi hukum dan perundang-undangan, menghargai para
pemimpin, perduli pada lingkungan, dan kesukarelaan.

Sulistyowati (2012), menjelaskan tentang tiga pilar pendidikan karakter
yakni:

“1) sekolah, 2) keluarga, 3) masyarakat. Dalam masing masing pilar
pendidikan, akan ada dua jenis pengalaman belajar yang dibangun
melalui dua pendekatan yakni intervens dan habituasi. Dalam
intervensi, dikembangkan suasana interaksi belajar dan pembelajaran
yang sengaja dirancang untuk mencapai tujuan pembentukan karakter
dengan menerapkan kegiatan yang terstruktur, agar proses
pembelajaran tersebut berhasil, peran guru sebagai sosok panutan
sangat penting dan menentukan. Sedagkan dengan memberikan contoh
pembelajaran melalui perilaku terpuji dan karakter yang baik.”

Berkaitan dengan apa yang dikemukan beberapa pendapat di atas maka
pilar pendidikan karakter mempunyai peran yang sangat penting guna
mengembangkan berbagai macam kemampuan siswa yang didasari berbagai
macam kemampuan yang harus dimilki oleh peserta didik yakni memilki rasa
kepercayaan yang tinggi, rasa hormat, bertangung jawab, adil, kepedulian dan
rasa persatuan. Oleh sebab itu pilar pendidikan karakter tersebut juga dapat
dijadikan pandangan dan pemahaman bahwa pilar tersebut telah tercermin ke
dalam pilar-pilar yang lainnya dan saling berkitan antara satu sama lain.

Pilar pendidikan karakter tidak bisa terlepas dari nilai-nilai pendidikan
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karakter dan norma yang melekat di dalamnya maka nilai-nilai pendidikan
karakter dan norma tersebut harus terus dijaga agar senantiasa menjadi
pendoman bagi setiap anak bangsa untuk terus berkembang dan
meningkatkan kemampuan dan menunjukan jati dari dan identitas diri
sebagai penerus bangsa Indonesia.

Kemdikbud (2011) menjelaskan, dalam rangka lebih memperkuat
pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan telah teridentifikasi
18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan
nasional, sebagai berikut:

(1) Religius, (2) Jujur, (3) Toleransi, (4) Disiplin, (5) Kerja keras, (6)

Kreatif, (7) Mandiri, (8) Demokratis, (9) Rasa Ingin Tahu, (10) Semangat

Kebangsaan, (11) Cinta Tanah Air, (12) Menghargai Prestasi, (13)

Bersahabat/Komunikatif, (14) Cinta Damai, (15) Gemar Membaca, (16)

Peduli Lingkungan, (17) Peduli Sosial, (18) Tanggung Jawab.

Dengan demikian berarti antara pilar dan nilai-nilai pendidikan
karakter tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena antara Pilar dan Nilai-
Nilai pendidikan karakter merupakan karakter bangsa yang melekat, yang
merupakan pengembangan dari empat sumber yakni Agama, Pancasila,
Budaya dan Tujuan Pendidikan Nasional, sehingga pelaksanaan pendidikan
karakter benar-benar sesuai dengan yang diharapkan.

D. Perencanaan Pendidikan Karakter dalam IPS

Keberhasilan proses pendidikan tergantung dari sejauh mana
perencanaan yang dilakukan untuk memilih dan milah program-program yang
tepat dalam proses pelaksanaan pendidikan. Udin Syaefudin Sa’'ud dan Abin
Syamsuddin Makmun (2009) mengemukakan bahwa perencanaan adalah
serangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang
diharapkan terjadi (peristiwa, keadaan , suasana dan sebagainya) dan apa
yang akan dilakukan (intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, subsitusi,
kreasi dan sebagainya).

Sementara itu menurut Fakry (Sa’Ud dan Ma’mun, 2009) menjelaskan
bahwa:

perencanaan dapat diartikan sebagai poses penyusunan berbagai

keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan stu dapat pula
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diberi arti sebagai suatu proses pembuatan serangkaian kebijakan
untuk mengendalikan masa depan sesuai yang ditentukan. Perencanan
dapat pula diartikan sebagai upaya untuk memadukan antara cita-cita
nasiaonal dan resources yang tersedia yang diperlukan untuk
mewujudkan cita-cita tersebut.

Steller (Sarbini dan Lina, 2011) menguraikan bahwa, perencanaan ialah
hubungan antara apa adanya sekarang (what is) dan bagaimana seharusnya
(what should be) yang bertalian dengan kebutuhan penentu tujuan, prioritas,
program, dan alokasi sumber.

Afandi (Sarbini dan Lina, 2011), perencanaan mengandung enam pokok
pikiran yaitu:

a. perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang
diinginkan

b. keadaan masa depan yang diinginkan itu kemudian dibandingkan dengan
keadaan sekarang, sehingga dapat dilihat kesenjangannya

c. untuk menentukan kesenjangan itu perlu dilakukan usaha-usaha

d. usaha-usaha yang dilakukan untuk menutupi kesenjangan dapat beragam
dan merupakan alternative yang mungin ditempuh

e. pemilihan alternative yang paling baik, dalam arti yang mempunyai
efektivitas dan efesiensi yang paling tinggi perlu dilakukan

f. alternatif yang dipilih harus diperinci sehingga menjadi pedoman dalam
pengambilan keputusan apabila akan dilaksanakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka perencanaan merupakan
hal yang tidak dapat ditinggalkan dalam sebuah siklus proses berbagai macam
kegiatan, Sehingga kesempurnaan dan kesuksesan suatu tata laksana kegiatas
akan bermuara pada perencanaan yang sempurna. Perencanaan menjadi
unsur utama yang harus diperhatikan, jika kita mengacu pada ilmu
manajemen pendidikan, baik itu menajemen pendidikan, manajemen kelas,
manajamen pembelajaan serta manajemen mutu, maka proses tahapan
perencanaan akan menentukan keberhasilan sebuah program yang
dijalankan.

Berbagai definisi dan penjelasan yang dikemukankan diatas masih
gambaran tentang apa itu perencanaan, sedangkan jika kita memperjelas lagi
didalam dunia pendidikan maka perencanaan pendidikan akan membawa
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seseorang pada sejauh mana tujuan-tujuan yang igin dilakukan akan melalui
berbagai macam tahapan yakni tahapan perencanaan pendidikan.
Menurut Guruge (Sa’'ud dan Makmun, 2009) menjelaskan tantang
perencanan pendidikan yakni,
“A Simple definition of educational planning is the proses of preparing
decisions for action int the future of educational educational
development is the function of educational planning.”"dengan demikian
menurut guruge bahwa perencanaan pendidikan adalah proses
mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan
pendidikan adalah tugas dari perencanaan pendidikan.

Hal yang tidak jauh berbeda dikemukakan oleh Coombs (Sa’'ud dan
Makmun, 2009), bahwa perencanaan pendidikan adalah Suatu penerapan
yang rasioanl dari analisa sistematis proses perkembangan pendidikan
dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan
kebutuhan atau tujuan para peserta didik dan masyarakat.

Karakteristik perencanaan pendidikan ditentukan oleh konsep dan
pemahaman tentang pendidikan. Pendidikan mempunyai cirri dalam
kaitannya dengan pembangunan nasional dan mempunyai cirri khas karana
yang menjadi muara garapannya adalah manusia. Dengan mempertimbangkan
cirri-ciri pendidikan dalam perannya dalam proses pembangunan, maka
perencanaan pendidikan mempunyai ciri-ciri seperti antara lain yang
dikemukankan oleh saud dan makmun (2009) sebagai berikut:

1. perencanaan pendidikan harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi,
karena pendidikan itu membangun manusia yang harus mampu
membangun dirinya dan masyarakat.

2. Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi
setiap peserta didik.

3. Perencanaan pendidikan harus memberikan kesempatan yang sama bagi
setiap peserta didik.

4. Perencanaan pendidikan harus komprehensip dab sistematis dalam arti
tidak praktikal atau segmentaris tapimenyeluruh dan terpadu serta
disusun secara logis dan rasional seta mencakup berbagai jalur, jenis dan
jenjang pendidikan.

5. Perencanaan pendidikan harus diorientasikan pada pembangunan, dalam
arti bahwa program pendidikan haruslah ditujuakan untuk membantu
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mempersiapkan man power (SDM) yang dibutuhkan oleh berbagai sektor
pembangunan.

6. Perencanaan pendidikan harus dikembangkan dengan memperhatikan
keterkaitan dengan berbagai komponan pendidikan secara sistematis.

7. Perencanan pendidikan harus mengunakan resources secermat mungkin
karena resources yang tersedia adalah langka.

8. Perencanan pendidikan haruslah berorientasi kepada masa mendatang,
karena pendidikan adalah proses jangka panjang dan jauh untuk
menghadapi masa depan.

9. perencanaan pendidikan haruslah kenyal dan responsip terhadap
kebutuhan yang berkembang di masyarakat tidak statis tapi dinamis.

10. perencanaan pendidikan haruslah merupakan saranauntuk
mengembangkan inovasi pendidikan sehingga pembaharuan terus-
menerus berlangsung.

Dengan demikian maka perencanaan pendidikan bukan hanya sekedar
pola dasar, tatapi juga merupakan panduan yang sangat sistematis yang
bermanfaat sebagai petunjuk arah yang terus berkesinambungan dan sebagai
tujuan dari pendidikan. Peserta didik sebagai objek dari proses pelaksanaan
pendidikan yang secara faktualnya marupakan aset bangsa yang sangat
berharga maka, perencanaan pendidikan yang dilakukan pada dasarnya
proses yang sangat panjang dan terus bekembang memang harus memalui
tahapan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang baik, memang
memerlukan perencanaan yang baik pula. Perencanaan pendidikan yang baik
akan mudah dilaksanakan oleh guru, sementara peserta didik juga akan
mudah menyerap proses belajar di kelas maka dengan mudah peserta didik
akan dapat mengaplikasikan ilmu dari hasil balajar tersebut kedalam
kehidupan yang nyata.

Menurut Degeng, (Hamzah, 2011), mengemukakan bahwa:
perencanaan pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa.
Dalam pengertian ini secara implisit dalam pengajaran terdapat
kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk
mencapai hasil pengajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan
pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pengajaran yang
ada. Kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan
pembelajaran.
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Menurut Kemdikbud (2010) beberapa langkah yang harus dilakukan
guru dalam persiapan pembelajaran, yaitu:

1. Merumuskan tujuan pembelajaran, dalam pelaksanaan KTSP diwujudkan
dalam bentuk indikator. Indikator pencapaian kompetensi dikembangkan
oleh sekolah, disesuaikan dengan lingkungan setempat, dan media
serta lingkungan belajar yang ada di sekolah.

2. Merumuskan alat evaluasi/asesmen, baik bentuk, cara, waktu, dan
model evaluasi yang akan dilakukan. Evaluasi ini bisa berupa formatif
(evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran) maupun sumatif (evaluasi
untuk melihat keberhasilan belajar siswa).

3. Memilih materi pelajaran yang esensial untuk dikuasai dan dikembangkan
dalam strategi pembelajaran. Materi pelajaran yang dipilih terutama
berkaitan dengan prinsip, yang berisi sejumlah konsep dan konten
yang menjadi alat untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan
siswa.

4. Berdasarkan karakterisktik materi (bahan ajar) maka guru memilih
strategi pembelajaran sebagai proses pengalaman belajar siswa. Pada
tahap ini guru harus menentukan metode, pendekatan, model, dan
media pembelajaran, serta teknik pengelolaan kelas (laboratorium).

Kusrini (2010) menegaskan ada beberapa faktor yang berkaitan dengan
persiapan pembelajaran yakni:

1. Guru perlu menelaah analisis hari efektif dan analisis Program
Pembelajaran. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui jumlah hari
efektif dan hari libur tiap pekan atau tiap bulan sehingga memudahkan
penyusunan program pembelajaran selama satu semester.

2. Guru perlu membuat program tahunan, program semester dan program
tagihan. Hal ini dilakukan agar keutuhan dan kesinambungan program
pembelajaran atau topik pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam dua
semester tetap terjaga.

3. Guru perlu menyusun silabus. Ini dilakukan agar garis besar, ringkasan,
ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran mampu
mengantarkan siswa mencapai standar pembelajaran yang dituju.

4. Guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Hal ini
dilakukan agar proses pelaksanaan pembelajaran terarah dan dapat
berlangsung sesuai harapan.
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5. Guru perlu melakukan penilaian pembelajaran. Hal ini dilakukan agar
proses pembelajaran yang berlangsung dapat ditentukan keberhasilan
atau kegagalannya dalam skala nilai.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka perencanaan
pemebalajaran seharusnya dipertimbangkan juga hal yang mempengaruhi
terhadap proses pembelajaran seperti strategi, media dan metode yang
digunakan. Kemudian tahapan persiapan pembelajaran juga harus
mengedepankan kondisi siswa yang diajarkan, sehingga proses pembelajaran
yang telah direncanaan sebelumnya dapat dilaksanakan secara maksimal dan
memperoleh hasil yang baik.

Berikut disajikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam setiap mata
pelajaran sebagaimana dilansir oleh Kemdikbud berikut ini:

Tabel 3.1 Nilai-nilai Pendidikan Karakter

Pada Mata Pelajaran IPS
No | Mata Pelajaran Nilai Utama
IPS Religius, jujur, cerdas, tangguh, peduli,
demokratis, nasionalis, menghargai

keberagaman, berpikir logis, kritis, kreatif, dan
inovatif, peduli sosial dan lingkungan, berjiwa
wirausaha, kerja keras

E. Pembelajaran Nilai-Nilai Pendidiakan Karater
Dalam Grand Design Pendidikan Karakter Kemendiknas (2010),
dinyatakan sebagai berikut:
“bahwa pendidikan karakter merupakan proses pembudayaan dan
pemberdayaan peserta didik agar memiliki nilai-nilai luhur dan perilaku
berkarakter yang dilakukan melalui tri pusat pendidikan, yaitu:
pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah dan pendidikan di
masyarakat”

Pendidikan merupakan tulang punggung strategi pembentukan karakter
bangsa. Strategi pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan dapat
dilakukan dengan pendidikan, pembelajaran, dan fasilitasi. Dalam konteks
makro, penyelenggaraan pendidikan karakter mencakup keseluruhan
kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian
mutu yang melibatkan seluruh unit utama di lingkungan pemangku
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kepentingan pendidikan nasional. Peran pendidikan karakter sangat strategis
karena merupakan pembangun integrasi nasional yang kuat. Pada tebel di
bawah ini yang bersumber dari panduan pelaksanaan pendidikan karakter
2011, terlihat bahwa pendidikan karakter juga dipengaruhi faktor politik dan
ekonomi, pendidikan juga dipengaruhi faktor sosial budaya, khususnya dalam
aspek integrasi dan ketahanan nasional.

Gambar 3.1 Alur Pikir Pembangunan Karakter

FITRAHMANUSIA DICIPTAKAN SEBAGAI MAKHLUK
SOSIAL YANG BERHARKAT DAN BERMATABAT
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Sumber: Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter 2011

Berdasarkan alur pikir pada Bagan 1 di atas, pendidikan karakter
merupakan salah satu strategi dasar dari pembangunan karakter bangsa yang
dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara koheren dengan beberapa
strategi lain. Strategi tersebut mencakup: sosialisasi atau penyadaran,
pemberdayaan, pembudayaan, dan kerjasama seluruh komponen bangsa.
Pembangunan karakter dilakukan dengan pendekatan sistematik dan
integratif dengan melibatkan Kkeluarga, satuan pendidikan, pemerintah,
masyarakat sipil, anggota legislatif, media massa, dunia usaha, dan dunia
industri (Sumber: Buku Induk Pembangunan Karakter, 2010).

Menanamkan karakter kepada peserta didik memang menjadi tugas
yang sangat berat mengingat perkembangan peradaban yang sangat tinggi
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menuntut agar keluarga, sekolah dan pemerintah bekerja lebih ekstra untuk
menciptakan strategi-strategi khusus yang lebih baik untuk proses
pelaksanaan pendidikan karakter kepada peserta didik.

Menurut Suyadi (2013) mengemukakan tentang strategi dalam kontek
pendidikan dapat dimaknai sebagai perencanaan yang berisi serangkaian
kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Strategi dalam
konteks pendidikan mengarah pada hal yang lebih spesifik, yakni khusus pada
pembelajaran. Konsekuensinya, strategi dalam konteks pendidikan berbeda
dengan strategi dalam konteks pembelajaran.”

Dengan demikian maka strategi pendidikan karakter yang dilakukan di
kelas menuntut guru lebih kreatif dan inovatif sehingga proses pembelajaran
pendidikan karakter dapat diterintegrasi ke dalam setiap mata pelajaran,
program pengembangan diri melalui kegiatan ekstra kurikuler, dan budaya
sekolah dalam bentuk pembiasaan. Pendidik dan sekolah perlu
mengintegrasikan nilai-nilai yang akan dikembangkan dalam pendidikan
budaya dan karakter bangsa ke dalam kurikulum, Silabus dan Rencana
Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada, menuangkan dalam program
pengembangan diri, dan melatih serta membiasakan nilai-nilai kebajikan
tersebut dalam tata pergaulan (budaya) sekolah.

Menurut Suprijono (2009), tujuan belajar yang eksplisit diusahakan
untuk dicapai dengan tindakan instruksional effects, yang biasanya berbentuk
pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan tujuan belajar sebagai hasil yang
menyertai tujuan belajar instruksional disebut nurturan effects, Bentuknya
berupa keterampilan berpikir kritis dan kreatif, sikap terbuka dan demokratis,
menerima orang lain, dan sebagainya. Tujuan ini merupakan konsekuensi
logis dari peserta didik “ menghidupi” (live in) suatu sistem lingkungan
belajar tertentu.

Sedang menurut Robert F.Mager (1962) misalnya memberikan
pengertian tujuan pembelajaran sebagai prilaku yang hendak dicapai atau
yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi
tertentu. Pengertian kedua dikemukakan oleh Edwar L. Dejnozkadan David E.
Kapel (1981), juga Kemp (1977) yang memandang bahwa tujuan
pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik yang dinyatakan dalam
prilaku atau penampilan yang diwujudkan dalam bentuk tulisan untuk
menggambarkan hasil belajar yang diharapkan. Prilaku ini dapat berupa fakta
yang konkret serta dapat dilihat dan fakta yang tersamar. Definisi ketiga
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dikemukakan oleh Fred percival dan Henry Ellington (1984) yakni tujuan

pembelajaran adalah suatu pernyataan yang jelas dan menunjukan

penampilan atau keterampilan siswa tertentu yang diharapkan dapat dicapai
sebagai hasil belajar.

Prinsip  pelaksanaan pembelajaran yang digunakan dalam
pengembangan karakter bangsa adalah dengan mengusahakan agar peserta
didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai
milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui
tahapan mengenal pilihan, menentukan pilihan, dan selanjutnya menjadikan
suatu nilai sebagai keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar
melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat. Prinsip-prinsip yang
digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter adalah
berkelanjutan dan melalui semua mata pelajaran, program pengembangan diri
melalui kegiatan ekstra kurikuler, dan budaya sekolah. Pada dasarnya, nilai-
nilai luhur tersebut tidak diajarkan tetapi dikembangkan, dan proses
pendidikan yang dijalani oleh peserta didik dilakukan secara aktif dan
menyenangkan.

Sementara itu, strategi pendidikan karakter menurut Islam didasarkan
pada pandangan manusia menurut Islam atau gambaran manusia menurut Al
Qur'an, yaitu (Tilaar, 2002);

1) Manusia merupakan makhluk ciptaan-Nya, yang diberikan amanah
sebagai kalifatulloh di muka bumi.

2) Manusia dikaruniai kecerdasan dan pengetahuan, yang harus digunakan
untuk berbakti kepada Nya.

3) Manusia dilahirkan sama, tanpa membedakan berdasarkan ras ataupun
kelahirannya.

4) Di dalam mengembangkan kemampuan manusia, Islam tidak memisahkan
antara pendidikan budaya dan pendidikan ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK).

5) Tujuan pendidikan menurut Islam adalah menghasilkan manusia yang
beriman dan sekaligus berpengetahuan. Yang satu menopang yang lain,
dan hubungan keduanya terintegrasi.

6) Mempelajari pengetahuan dan teknologi bukan sekedar untuk
menguasainya, tetapi harus dirujukkan pada cita-cita spiritualnya, yaitu
untuk mewujudkan sebanyak mungkin bagi kemaslahatan umat manusia.

Nilai-nilai karakter yang akan diberikan dalam pembelajaran di kelas
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harus benar-benar dikembangkan dapat diimplementasikan dengan sebaik-
baiknya oleh siswa, oleh sebab itu model dan strategi pembelajaran nilai
karakter juga harus mampu diterapkan oleh guru di dalam kelas yang sesuai
dengan capaian kompetensi siswa dengan pendekatan-pendekatan, tehnik
dan metode pembelajaran.

Adapun pendekatan pembelajaran adalah konsep dasar yang mewadahi,
menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan
cakupan teoritis tertenti. Adapun metode pembelajaran adalah prosedur,
urutan, langkah-langkah, dan cara yang digunakan guru dalam pencapaian
tujuan pembelajaran. Dapat dikatakan bahwa metode pembelajaran
merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan dalam
berbgai metode pembelajaran. Dapat pula dikatakan bahwa metode adalah
prosedur pembelajaran yang difokuskan ke pencapaian tujuan (Zubaidah
2011).

Adisusilo (2011), mengambarkan tentang tiga faktor yang perlu
dipahami dalam proses pembelajaran sebagai berikut:

“ada tiga factor yang perlu dipahami oleh seorang guru dalam proses

pembelajaran. Tiga factor itu memilki posisi strategsi guna membawa

siswa mencapai suatu tahapan mampu melakukan perubahan prilaku.

Ketiga factor yang dimaksud, yaitu metode evaluasi, cara belajar, dan

tujuan pembelajaran.”

Gambar 3.2. Faktor belajar

~

Metode evaluasi Cara belajar

\

Shimhar: Adicnicila (20110
Tujuan Belajar
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Dari penjelasan serta gambaran tentang ketiga faktor strategis yang
dikemukakan oleh di atas maka dapat dikatakan bahwa antara ketiga faktor
tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adisusilo (2011)
menambahkan:

“Seorang guru perlu memahami metode evaluasi dan penilaian. Yang
dimaksud dengan metode evaluasi yaitu cara-cara evaluasi yang
digunakan oleh seorang guru agar memperoleh informasi yang
diperlukan. Dari pemahaman bermacam-macam metode evaluasi
tersebut, kemudian dipilih yang paling tepat untuk dapat diterapkan
kepada para siswa”

F. Evaluasi Pendidikan Karakter

Evaluasi merupakan yang kegiatan yang berencana untuk mengetahui
sejauh mana proses pelaksanaan program-program yang telah dilaksanakan
untuk memberikan penilaian pada objek atau suatu keadaan mengunakan
instrument yang hasilnya kemudian dibandingkan dengan komponen-
komponanya yang terukur.

Menurut Stufflebeam, dkk (2011), evaluasi merupakan the process of
delineating, obtaining, and providing useful information for judging decision
alternatives, artinya evaluasi merupakan proses mengambarkan, memperoleh,
dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif
keputusan.

Isdisusili (2011) mengemukakan tentang penilaian hasil belajar
pendidikan karakter sebagai berikut:

“proses penilaian hasil pendidikan karakter yang terintegrasi dalam

mata pelajaran berbeda dengan penilaian hasil belajar sebuah mata

pelajaran. Pendidikan karakter tidak diujikan secara lisan dan tulisan.

Hasil belajar pendidikan karakter akan terlihat dari pola kehidupan dan

kebiasaan peserta didik sehari-hari disekolah. Untuk memudahkan para

pengajar dalam menilai tingkat keberhasilan peserta didik setelah
mendapat pendidikan karakter, maka para guru dapat mengunakan
indicator, misalkan, indicator untuk menilai disiplin dalam satu
semester dirumuskan dengan “datang tepat waktu, mengunkan seragam
dengan benar, memelihara fasilitas sekolah”. berdasarkan indicator
tersebut, guru mengamati (dengan berbagai cara) apakah perilaku
keseharian peserta didik telah menerima dan menerapkan nilai disiplin”
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Menurut Sulistyowati (2012), menjelaskan bahwa
“dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah, harus dilakukan
kegiatan monitoring dan evaluasi. Tujuannya untuk mengetahui tingkat
pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan
dengan hasil yang dicapai melalui kegiatan dan/atau program secara
berkala.”

Ditambahkan oleh sulistyowati (2012), evaluasi cendrung untuk
mengetahui sejauh mana efektivitas program pendidikan karakter
berdasarkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Evaluasi pembelajaran pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana
pelaksanaan berjalan seperti apa yang menjadi tujuan pembelajaran tersebut.
Nitko dan Brookhart (mansur, dkk, 2009) mendefinisikan evaluasi sebagai
suatu proses penetapan nilai yang berkaitan dengan kinerja dan hasil karya
siswa. Fokus belajar evaluasi dalam konteks ini adalah individu, yaitu prestasi
belajar yang dicapai kelompok siswa atau kelas. Sudut pandang ini melihat
bahwa evaluasi merupakan suatu proses penentuan sejauh mana tujuan
pendidikan telah tercapai. Menurut mansyur, dkk (2009), evaluasi secara
singkat didefinsikan sebagai proses mengumpulan informasi untuk
mengetahui pencapaian belajar kelas atau kelompok.

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan apa yang
dimaksud dengan evaluasi pendidikan karakter adalah untuk mengetahui dan
mamahami sejauhmana pelaksanaan metode serta program yang telah
dilakukan sebagai bahan untuk memperbaiki serta membenahi kekurangan-
kekurangan yang ada untuk meningkatkan proses pendidikan dan proses
pembelajaran di kelas.
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BABV

GURU SEBAGAI AGEN NILAI, MORAL DAN
ETIKA KEPEMIMPINAN

A. Nilai
1. Secara Pengertian

Nilai dalam bahasa Inggris “value”, dalam bahasa latin “velere”, atau
bahasa Prancis kuno “valoir” atau nilai dapat diartikan berguna, mampu akan,
berdaya, berlaku, bermanfaat dan paling benar menurut keyakinan seseorang
atau sekelompok orang”. Dalam kamus besar bahasa Indonesia nilai diartikan
sebagai sifat-sifat (hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau
sesuatu yang menyempurnaka manusia. Sehingga nilai merupakan kualitas
suatu hal yang menjadikan hal yang disukai, diinginkan, dikejar, dihargai,
berguna dan suatu yang terpenting atau berharga bagi manusia sekaligus inti
dari kehidupan.

Sedangkan Nilai kepemimpinan menurut versi Islam merupakan
Sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin agar
kepemimpinannya dapat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan. Sifat-sifat utama tersebut ibarat “roh” nya pemimpin yang
membuat seseorang mampu menjalankan kepemimpinannya dengan berhasil.
Tanpa roh kepemimpinan, posisi atau jabatan sebagai pemimpin tidak ada
artinya.

Sejalan dengan pendapat Raths dan Kelven, sebagaimana yang dikutip
oleh Sutarjo Adisusilo sebagai berikut:
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“values play a key role in guiding action, resolving conflicts, giving

direction and coherence to live.

Artiannya nilai mempunyai peranan yang begitu penting dan banyak di
dalam hidup manusia, sebab nilai dapat menjadi pegangan hidup, pedoman
penyelesaian konflik, memotivasi dan mengarahkan pandangan hidup.

Menurut Milton Rokeach dan James Bank mengungkapkan sebagaimana
yang dikutip dalam bukunya M. Chabib Thoha bahwa nilai:

Nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup

sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau

menghindari suatu tindakan mengenai sesuatu yang pantas atau tidak
pantas untuk dikerjakan”.

Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai suatu tipe kepercayaan
yang menjadi dasar bagi seseorang maupun sekelompok masyarakat,
dijadikan pijakan dalam tindakannya, dan sudah melekat pada suatu sistem
kepercayaan yang berhubungan dengan manusia yang meyakininnya.

Nilai merupakan sesuatu realitas yang abstrak, nilai mungkin dapat
dirasakan dalam diri seseorang masing-masing sebagai daya pendorong atau
prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Nilai juga dapat
terwujud keluar dalam pola-pola tingkah laku, sikap dan pola pikir. Nilai
dalam diri seseorang dapat ditanamkan melalui suatu proses sosialisasi, serta
melalui sumber dan metode yang berbeda-beda, misalkan melalui keluarga,
lingkungan, pendidikan, dan agama.

Jika dikaitkan dengan pendidikan disuatu lembaga pendidikan nilai
yang dimaksudkan disini adalah nilai yang bermanfaat serta berharga dalam
praktek kehidupan sehari-hari menurut tinjauan keagamaan atau dengan kata
lain sejalan dengan pandangan ajaran agama Islam.

2. Macam-macam Nilai
a. Nilai Ilahi
Nilai Ilahi adalah nilai yang difitrathkan Tuhan melalui para rasul-
Nya yang berbentuk iman, takwa, adil, yang diabadikan dalam wahyu
[llahi. Nilai Illahi ini merupakan sumber utama bagi para penganutnnya.
Dari agama, mereka menyebarkan nilai-nilai kebajikan untuk
diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang dijelaskan
dalam Q.S. al-An’am/6: 115
Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat
yang benar dan adil. tidak ada yang dapat merobah robah kalimat-kalimat-
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3.

Nya dan Dia lah yang Maha Mendenyar lagi Maha mengetahui. (Q.S. al-
An’am/6: 115)

Nilai-nilai Illahi selamanya tidak akan mengalami perubahan. Nilai-
nilai Illahi yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan
manusia selaku sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, serta tidak
berkecenderungan untuk berubah mengikuti selera hawa nafsu manusia.

Pada nilai Illahi ini, tugas dari manusia adalah menginterpretasikan
serta mengplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Dengan
interpretasi itu manusia akan mengetahui dan melaksanakan ajaran
agama yang dianutnya.

Nilai Insani

Nilai insani ialah nilai yang tumbuh atas dasar kesepakatan manusia
serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia, nilai ini bersifat
dinamis. Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/8:53

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah
sesuatu nikmat yang telah diberikan-Nya kepada suatu kaum, hingga
kaum itu meubah apa yang ada pada diri mereka sendiri dan
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Q.S. Al-
Anfal/8:53)

Nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi-tradisi
yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang
mendukungnya.

Nilai Illahi mempunyai relasi dengan nilai insani. Namun nilai Illahi
(hidup etis religius) memiliki kedudukan vertikal yang lebih tinggi
daripada nilai hidup lainya. Di samping hirarkinya lebih tinggi, nilai
keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainya, dan sebaliknya
nilai lainnya itu memerlukan nilai pijakan yang berupa nilai etis religius.
Fungsi Nilai

Nilai mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar pembentukan konflik

dan pembuat keputusan, motivasi dasar penyesuaian diri dan dasar
perwujudan diri. Nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang mempunyai
sejumlah fungsi yang dapat kita cermati, antara lain:

a.

b.

Nilai memberi tujuan atau arah (goals of purpose) kemana kehidupan
harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan.

Nilai memeberi aspirasi (aspirations) atau inspirasi kepada seseorang
untuk hal yang berguna, baik, dan positif bagi kehidupan.
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C. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (attitudes), atau
bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan
atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku.

d. Nilai itu menarik (interests), memikat hati seseorang untuk dipikirkan,
direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan diahayati.

e. Nilai itu mengusik perasaan (feelings), hati nurani seseorang ketika sedang
mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, seperti senang, sedih,
tertekan, bergembira, bersemangat, dll.

f Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (beliefs and convictions)
seseorang, terkait dengan nilai-nilai tertentu.

g Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (activities) perbuatan atau tingkah
laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada
pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan
sesuatu sesuai dengan nilai tersebut.

h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran
seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan,
mengalami dilema atau mengahadapi berbagai persoalan hidup (worries,
problems, obstacles)®.

Dengan mengetahui sumber, fungsi dan sarana dan prasarana
menanamkan nilai-nilai, orang dapat memahami kekuatan nilai-nilai tersebut
bertahan pada seorang pribadi dan juga cara-cara yang kiranya dapat
direncanakan untuk mengubabh nilai yang kurang baik kearah nilai yang baik.

Nilai-nilai adalah dasar atau landasan bagi perubahan. Oleh karena itu
fungsi nilai berperan penting dalam proses perubahan sosial, karena nilai
berperan sebagai daya pendorong dalam hidup untuk mengubah diri sendiri
atau masyarakat sekitarnya.

Lebih lanjut Hill dalam Sutarjo Adisusilo berpendapat bahwa nilai
berfungsi sebagai acuan tingkah laku dalam kehidupan, yang mempunyai tiga
tahapan, yaitu:

1) Values Thinking, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau values
cognitive;

2) Values affective, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada
diri seseorang untuk melakukan sesuatu.

3) Values actions, yaitu tahap dimana nilai yang menjadi keyakinan dan
menjadi niat (komitmen kuat) diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata
atau perbuatan kongkret.
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Dalam pandangan Hill seseorang hanya berhenti pada tahap pertama,
yaitu tahap tahu atau paham tentang nilai-nilai kehidupan, tetapi tidak sampai
pada perwujudan tingkah laku. Secara kognitif sesorang memang sudah
mengetahui banyak tentang nilai, tetapi tidak sampai melangkah pada values
affective, apalagi sampai values action.

Selanjutnya, dalam kaitannya dengan nilai pada bahasan ini akan
ditelaah mengenai nilai-nilai tentang penghayatan terhadap agama yang
dianutnya, baik nilai yang bersifat vertikal yakni kepada Allah SWT yang
berbentuk rituis, maupun nilai horisontal yakni nilai yang diterapkan kepada
sesama mahkluk hidup.

B. Moral
1. Secara Pengertian

Keraf (2000, hal.14) menyatakan bahwa kata moral berasal dari bahasa
Latin yaitu mos, dalam bentuk jamaknya yaitu mores, yang bisa diartikan
sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Sedangkan etika berasal dari bahasa
Yunani yaitu ethos, dan dalam bentuk jamaknya yaitu ta etha, yang berarti
adat istiadat atau kebiasaan.

Melihat pengertian moral dan etika di atas, terlihat Keraf mengatakan
bahwa moral dan etika adalah sama, yaitu kebiasaan atau adat istiadat.
Pernyataan ini disanggah oleh Bertens (2007, hal.4) yang menyatakan hal
yang sama, yaitu bahwa moral dan etika adalah sama-sama, karena keduanya
berasal dari kata adat dan kebiasaan. Perbedaan kedua kata itu hanyalah
bahasa asalnya. Kata etika berasal dari bahasa Yunani dan kata moral berasal
dari bahasa Latin.

Sulistyorini (2011, hal.4) juga nenyatakan hal yang sama. Menurutnya,
moral maupun etika merupakan bagian dari budi pekerti. Dilihat dari segi
etimologi, kata “etika” sama dengan kata “moral”, karena keduanya berasal
dari kata yang berarti kesusilaan. Hanya bahasa asalnya yang berbeda, kata
“moral” berasal dari bahasa Latin, sedangkan kata “etika” berasal dari bahasa
Yunani.

Namun, meskipun keduanya sama dari segi etimologi, moral dan etika
tetap memiliki perbedaan. Wibowo (2009, hal.160) menyatakan bahwa moral
dan etika berbeda dalam kutipan berikut ini:

Hubungan antara etika dan moral juga erat, tetapi keduanya memiliki
sifat yang saling berbeda. Moral lebih merupakan suatu ajaran, wejangan-
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wejangan, patokan- patokan, kumpulan peraturan, baik lisan maupun tertulis,
tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia
yang baik, sedangkan etika adalah cabang filsafat yang mengkaji secara kritis
dan mendasar tentang ajaran-ajaran moral tersebut

Pengertian moral yang lain dinyatakan oleh Poerwadarminta dalam
Anshoriy (2008, hal.29) yang mengartikan kata moral sebagai ajaran tentang
baik dan buruk perbuatan dan kelakuan termasuk juga akhlak, kewajiban dan
sebagainya. Sedangkan Suseno dalam Tilaar (2003, hal.221) menyatakan
bahwa moral adalah tolok ukur untuk menentukan baik buruknya sikap dan
kelakuan yang dilakukan oleh manusia.

Menurut Nurgiantoro (2000, hal.324), ajaran moral, mencangkup
persoalan hidup dan kehidupan. Secara garis besar, persoalan hidup tersebut
bisa dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan
dirinya sendiri. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia lain di
dalam lingkungan sosial termasuk juga di dalamnya hubungan manusia
dengan lingkungan alam. Yang ketiga adalah hubungan manusia dengan
Tuhannya.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan moral di atas, maka kata moral
sebagian besar menyangkut tentang pengajaran nilai atau penilaian tentang
baik buruknya perlakuan manusia melalui perlakuan yang dilakukannya pada
diri sendiri, pada lingkungan sosial, dan kepada Tuhannya. Penilaian tersebut
termasuk semua perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak
disengaja.

2. Jenis-Jenis Moral
Menurut Sulistyorini (2011), moral bisa dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:
a. Moral Individual
Moral individual adalah moral yang menyangkut hubungan
manusia dengan kehidupan diri pribadinya sendiri atau tentang cara
manusia memperlakukan dirinya sendiri. Moral individual ini
mendasari perbuatan manusia dan menjadi panduan hidup bagi
manusia, yang merupakan arah dan aturan yang perlu dilakukan
dalam kehidupan pribadi atau sehari- harinya.
Moral individual mencakup: Kkepatuhan, pemberani, rela
berkorban, jujur, adil bijaksana, menghormati dan menghargai,
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bekerja keras, menepati janji, tahu balas budi, baik budi pekerti,
rendah hati, dan hati-hati dalam bertindak. (Sulistyorini, 2011)
Moral Sosial

Moral sosial menurut Sulistyorini (2011) adalah moral yang
menyangkut tentang hubungan manusia dengan manusia yang lain
dalam kehidupan dalam masyarakat atau lingkungan di sekitarnya.
Dalam berhubungan dengan masyarakat, manusia perlu memahami
norma-norma yang berlaku dalam masyarakat supaya hubungannya
dengan manusia lain dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi
kesalahpahaman diantara manusia-manusia tersebut.

Moral sosial ini mencakup: bekerja sama, suka menolong, kasih
sayang, kerukunan, suka memberi nasihat, peduli nasib orang lain, dan
suka menolong orang lain. (Sulistyorini, 2011)

Moral Religi

Moral religi adalah moral yang menyangkut tentang hubungan
manusia dengan Tuhan yang diyakininya. Moral religi mencakup:
percaya kuasa Tuhan, percaya adanya Tuhan, berserah diri kepada
Tuhan, dan memohon ampun kepada Tuhan. (Sulistyorini, 2011)

Salam dalam Sulistyorini (2011) menyatakan bahwa moral
kepada Tuhan mencakup: beriman dan meyakini bahwa Tuhan itu
ada, Taat menjalankan perintah dan larangan Tuhan, berpasrah
kepada Tuhan, beribadah dan berdoa dengan sungguh-sungguh,
berpengharapan bahwa Tuhan akan melimpahkan rahmatNya,
berpikiran baik tentang Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan,
bersyukur kepada Tuhan, dan bertobat kepada Tuhan.

Menurut Dirgantara (2012) moral yang mengeratkan hubungan
kita kepada Tuhan adalah: berdoa kepada Tuhan, berserah diri kepada
Tuhan, pengakuan adanya Tuhan, dan bersyukur atas rezeki yang
diberikan Tuhan.

3. Contoh Moralalitas di Jepang

Moral sosial di Jepang memiliki banyak aspek. Khan (1997, hal.201)

menyatakan bahwa moral sosial di Jepang dapat dibagi menjadi dua
kelompok. Kelompok pertama adalah moral yang berhubungan dengan

individu atau diri sendiri, yang terdiri atas: sikap terhadap peraturan (setsudo
aru seikatsu taido), kerajinan dan kerja keras (kinben doryoku), keberanian
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(yuuki), kejujuran dan ketulusan (shojiki seijitsu), dan keterusterangan
(meiryo).

Kelompok moral yang kedua menurut Khan (1997) adalah moral yang
berhubungan dengan hubungan antara individu dengan orang lain atau
sekitarnya, yang terdiri atas: tata krama (reigi saso), kepedulian dan kebaikan
(omoiyari, shinsetsu), kepercayaan dan persahabatan (shinrai yuujyo), dan
penghargaan (kansha).

Selain itu Khan (1997) juga menerangkan adanya moral individu lain
yang sengaja dibedakan dan dikelompokkan ke dalam moral sosial, yaitu:
sapaan (aisatsu), penggunaan bahasa (kotobazukai), dan sikap ramah (kimochi
no yoi dousa).

a) Konsep Omoiyari

Pengertian omoiyari bila diterjemahkan secara kasar adalah
perilaku empati dengan adanya kepekaan terhadap kebutuhan dan
perasaan orang lain dan tanpa meminta imbalan (Shimizu, et al. 2001,
hal.xvi). Kata omoi dalam omoiyari berarti memikirkan orang lain dan kata
yari (bentuk nomina dari verba yaru) berarti memberikan sesuatu kepada
orang lain. Untuk itu, Hara (2006) menyimpulkan bahwa omoiyari secara
harafiah berarti memberikan perhatian atau rasa kepedulian kepada
orang lain.

Lebra dalam Shimizu, et al. (2001) mengartikan omoiyari demikian:

In terms of semantics, she defines omoiyari as “the ability and

willingness to feel what others are feeling, to vicariously experience

the pleasure and pain that they are undergoing, and to help them

satisfy their wishes” (hal. 38)

Terjemahan:

Berdasarkan semantik, dia mengartikan omoiyari sebagai

“kemampuan dan kemauan untuk merasakan apa yang dirasakan

oleh orang lain, untuk seolah-olah merasakan sendiri kegembiraan

dan kesedihan yang sedang mereka alami, dan untuk menolong

memenuhi keinginan mereka.” (hal. 38)

Seorang antropologis, Akanuma dalam Hara (2006, hal.27)
mengartikan omoiyari sebagai sikap menebak perasaan orang lain dan
memperhatikan dengan sungguh- sungguh perasaan mereka, menerima
hal-hal yang telah terjadi (atau akan terjadi) pada orang lain, seperti
menerima hal-hal yang telah terjadi (atau akan terjadi) pada diri sendiri,
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dan seorang psikologis sosial, Ninomiya dalam Hara (2006, hal.27)
mengartikan omoiyari sebagai tindakan sukarela yang dilakukan demi
kepentingan orang lain.

Kenji (2003, hal.221) menyatakan omoiyari seperti berikut ini:
BUODOY EFBEFICALAD TROVDYDA yE—2) %,
TENFER., FYKITEHZLTHD. TBLVOYDAYtE
—T1 X BFZEEFOHRY BFITTLEDRTBHIEEFD
L5A, bi2ELEREDLENT, RV UIYDKEZRE
UTBHIEELD
Terjemahan:
Omoiyari adalah hal memberikan “pesan omoiyari” sebanyak
mungkin, dan sedapatnya dilakukan secara terus menerus. Yang
dimaksud dengan “pesan omoiyari” adalah hal memuji dan pastinya
memberikan hadiah kepada orang lain, menyapa dan mengajak
bicara sebentar, serta memperlihatkan senyum yang luar biasa
kepada orang lain.

Berdasarkan pengertian-pengertian omoiyari di atas, dapat
dikatakan bahwa omoiyari menyangkut semua hal yang memerlukan
pembagian perasaan dengan orang lain dan dilakukan secara sukarela.
Sehingga pengertian omoiyari adalah intuisi pemahaman perasaan
sesama yang biasanya akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk
memahami hal-hal yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan
kepada sesama. (Hara, 2006).

Nakazato dan Nakamura dalam Rena (2005, hal.144) masing-masing
menyatakan bahwa dalam penelitian tentang omoiyari sebelumnya telah
ditemukan bahwa di dalam omoiyari terdapat sikap prososial dan sikap
altruistik. Empat kondisi sikap prososial menurut Eisenberg, et al. dalam
Rena (2005, hal.144) dijelaskan dalam kutipan berikut:

DZOFBIEFOHRICHIENTHD L. D2HPY

BRI BIAEME SKTOALD, ALLMEEEs

52 &ITEoT, BEMNDWVY, BELDATESZY &L
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Terjemahan:
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b)

(1) Perilaku tersebut merupakan hal yang bisa membantu atau
menguntungkan orang lain. (2) Perilaku ini dilakukan sesuai
dengan kepercayaan diri sendiri tanpa mengharapkan imbalan
berupa uang maupun barang. Imbalan yang diperoleh dari perilaku
ini berupa penghargaan secara mental seperti meningkatnya harga
diri. (3) Perilaku tersebut disertai dengan hal seperti kerugian diri
sendiri. (4) Perilaku ini merupakan hal yang dilakukan secara
sukarela.

Empat kondisi sikap prososial diatas selaras dengan empat
karakteristik omoiyari yang dikemukakan oleh Kikuchi dalam Hara (2006,
hal.28-29). Keempat karakteristik omoiyari tersebut adalah (1) Aksi yang
membantu orang lain, (2) Dilakukan tanpa mengharapkan imbalan dari
orang lain, (3) Disertai resiko atau pengorbanan diri, (4) Dilakukan secara
sukarela.

Sedangkan sikap altruistik menurut Ninomiya dalam Rena (2005)
merupakan perilaku yang dilakukan secara sukarela demi orang lain,
yang memotivasi orang dan sering mengacu hanya pada keadaan yang
tidak mengandung motif egois dalam diri pelakunya.

Teori Drama

Drama dalam masyarakat kita dapat dibagi menjadi dua definisi,
yaitu definisi dalam arti luas dan definisi dalam arti sempit (Wiyanto,
2002, hal.3). Drama dalam arti luas adalah semua bentuk tontonan yang
mengandung cerita yang dipertunjukkan di depan khalayak atau orang
banyak. Drama dalam arti sempit adalah kisah hidup manusia di dalam
masyarakatnya, yang diproyeksikan ke atas panggung, disajikan dalam
bentuk dialog dan gerak berdasarkan naskah dan didukung oleh tata
panggung, lampu, musik, tata rias serta busana yang dikenakan.

Menurut Wiyanto (2002), drama termasuk salah satu jenis seni
karena di dalamnya terdapat berbagai keindahan yang dapat dinikmati
oleh para penontonnya. Seni drama adalah satu-satunya jenis seni yang
paling kompleks karena pembuatannya memerlukan keterlibatan
berbagai seniman, seperti sastrawan (untuk mengerjakan naskah drama),
pemain (para aktor atau aktris pemain drama), komponis (untuk
mengerjakan musik latar drama), dan pelukis (untuk mengerjakan tata
rias dan panggung drama).

Wiyanto (2002) mengatakan bahwa ada banyak macam jenis drama
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sesuai dengan dasar yang digunakan. Tiga diantara banyak macam itu
adalah pembagian drama berdasarkan penyajian lakon, drama
berdasarkan sarana, dan drama berdasarkan keberadaan naskah.

Berdasarkan penyajian lakon, antara lain: drama tragedi, drama
komedi, drama tragekomedi, opera, melodrama, farce, tablo, dan
sendratari. Berdasarkan sarana, antara lain: drama panggung, drama
radio, drama televisi, drama film, wayang, drama boneka (Wiyanto, 2002,
hal.11-12).

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Wiyanto (2002, hal.11-12),
bahwa berdasarkan keberadaan naskah drama dapat dibagi menjadi dua,
yaitu drama tradisional dan drama modern. Siswanto (2008, hal.165) juga
menyatakan demikian. Menurutnya, drama tradisional adalah drama yang
lahir dan diciptakan oleh masyarakat tradisional yang digunakan untuk
kegiatan sosial ataupun keagamaan. Sedangkan, drama modern adalah
drama yang lahir pada masyarakat industri yang dalam pementasannya
sudah menggunakan teknologi modern.

C. ETIKA
1. Kepemimpinan Etis

Studi tentang etika merupakan hal yang penting dalam rangka
pengembangan dan peningkatan peran profesi akuntan terhadap perilaku
tidak etis di dalam bisnis (Widiastuti, 2003). Perilaku yang beretika dalam
organisasi adalah melaksanakan tindakan secara fair sesuai hukum
konstitusional dan peraturan pemerintah yang dapat diaplikasikan (Steiner
dalam Reiss dan Mitra, 1998).

Suseno (dalam Ludigdo, 1999) mengungkapkan bahwa etika merupakan
filsafat atau pemikiran Kkritis dan mendasar tentang ajaran- ajaran dan
pandangan-pandangan moral. Mengutip pendapat Madjid (dalam Ludigdo,
1999) mengungkapkan bahwa etika (ethos) adalah sebanding dengan moral
(mos), yang mana keduanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan
(sitten). Sitten dalam perkataan Jerman menunjukkan arti moda (mode)
tingkah laku manusia, suatu konstansi tindakan manusia. Karenanya secara
umum etika atau moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang moda-moda
tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.

Brown, Trevino, dan Harrison (2005) didefinisikan kepemimpinan etis
sebagai demonstrasi perilaku normative yang tepat melalui tindakan pribadi
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dan hubungan interpersonal. Studi tentang kepemimpinan etis dibangun atas
dasar pembelajaran sosial. Sosial pembelajaran mengusulkan bahwa para
pemimpin akan mempengaruhi perilaku etis dari orang lain melalui
pemodelan (Brown, Trevino, & Harrison, 2005). Ini adalah tanggung jawab
pemimpin untuk model perilaku etis yang mereka inginkan dari pengikut.
Wimbush dan Shepard (1994) menemukan bahwa bawahan meniru perilaku
supervisor 'karena pengawas yang memegang bawahan jawab atas tindakan
mereka.

Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan
mengapa seseorang mengikuti suatu ajaran moral tertentu atau bagaimana
seseorang harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan
dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Menurut Robbins dan Coulter
(1999:150), istilah etika lazimnya merujuk pada aturan-aturan atau prinsip-
prinsip yang merumuskan perilaku benar dan salah. Artinya etika menjadi
faktor penentu keberhasilan suatu kepemimpinan. Dalam organisasi,
kepemimpinan yang dinilai baik apabila fungsi-fungsi kepemimpinan
dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip beretika sesuai dengan nilai-nilai yang
dianut organisasi.Kepemimpinan beretika akan menciptakan suasana kerja
dalam organisasi lebih nyaman, produktivitas lebih tinggi, dan menyelesaikan
konflik yang ada di dalam organisasi

Etika biasanya mengacu pada " bagian atau hak standar perilaku antara
individu-individu dalam situasi tertentu "(Fraedrich 1993). Standar ini dapat
didefinisikan sebagai prinsip-prinsip sosial yang melibatkan keadilan dan
kewajaran (Browning dan Zabriskie 1983). etika melibatkan hubungan
manusia yang mendasar antara pihak dalam proses pertukaran, yaitu, anggota
organisasi (atasan, rekan-rekan, dan bawahan), pesaing, pelanggan, dan
masyarakat umum. Masing-masing pihak dalam proses pertukaran adalah
berhutang tugas dan tanggung jawab (Akaah 1992).

Menurut Nurcholish Madjid (1995) etika ialah karakter dan sikap,
kebiasaan serta kepercayaan dan seterusnya yang bersifat khusus tentang
seorang individu atau sekelompok manusia. Sebagaimana dikatakan
Amundsen and de Andrade (2009), etika kepemimpinan berkaitan dengan
interaksi dan tanggungjawab pemimpin publik terhadap masyarakat luas,
sektor bisnis, luar negeri, atau terhadap instansi publik itu sendiri. Hal ini
menunjukkan bahwa seorang pemimpin perlu menjalin hubungan baik
dengan siapa saja berdasarkan standar etika tertentu yang dianggap baik,
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Khususnya dalam konteks Indonesia.

Di antara etika yang dikembangkan adalah jujur, tanggung jawab, tidak
menipu, menepati janji, murah hati, dan tidak melupakan akhirat (At Tamimi,
1992). Kejujuran diartikan secara luas seperti tidak berbohong, tidak
mengada-adakan fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji.
Senada dengan pernyataan tersebut, hubungan antara etika individu dengan
etika organisasi khususnya antara atasan dengan pegawainya dapat
dikembangkan dengan nilai-nilai etika yang tinggi. Dalam operasionalisasi
program organisasi diperlukan kesamaan perilaku (conduct) untuk
memperoleh tujuan kolektif.

Kesemuanya itu harus direpresentasikan dalam perilaku seperti
kejujuran (honest), keterbukaan (open), penghormatan (respectful), sepenuh
hati (conscientious) dan bersungguh mengabdikan diri kepada organisasi
tempatnya bekerja (loyal toward the organization) (Ladd,1992). Etika
kepemimpinan harus fokus pada usaha menciptakan kondisi yang tepat pada
budaya organisasi untuk membantu perkembangan perilaku yang beretika
dari pada membangun kepatuhan infrastruktur. Dengan kata lain, mereka
harus membuat landasan etika untuk melakukan bisnis dengan berlatih
berperilaku etis dalam kehidupan pribadi mereka, dalam bisnis mereka, dan
dalam hubungan mereka (Sims & Brinkmann 2002).

2. IKlim etis

Menurut Martin dan Cullen (2006) Mendefinisikan Iklim etis sebagai
Sekelompok iklim yang di tentukan untuk mencerminkan prosedur organisasi,
kebijakan, dan praktik sesuai konsekuensi moral. Victor dan Cullen (1988)
mendefinisikan Iklim etis sebagai persepsi yang berlaku di organisasi dan
prosedur yang memiliki konten etis. Hal ini juga mengacu pada pelaksanaan
dan penegakan etika, juga mengacu pada implementasi dan penegakan etika
peraturan dan kebijakan untuk mendorong perilaku etis dan untuk
menghukum perilaku yang tidak etis (Schwepker, 2001). Victor dan Cullen
(1988) mengemukakan, Iklim etis organisasi mengacu pada perilaku yang
dianggap etis benar dan bagaimana isu-isu mengenai penyimpangan jauh dari
perilaku yang diharapkan ditangani dalam organisasi.

Iklim etis berisi petunjuk yang memandu perilaku karyawan dan
mencerminkan karakter organisasi yang etis (Mulki, Jaramillo, & Locander,
2009) Dengan adanya suatu iklim etis, maka akan mengurangi resiko dari
tindakan tidak etis karyawan terutama tenaga penjual dalam melakukan
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pekerjaan mereka. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Mulki, Jaramillo, &
Locander, (2008). bahwa iklim etis merupakan jenis iklim pekerjaan yang
mencerminkan prosedur, kebijakan organisatoris, dan praktek yang
mempunyai konsekuensi moral. Dengan demikian karyawan akan lebih
mudah dalam menerapkan iklim etis yang ada dalam perusahaan karena
mereka dapat dengan jelas mengetahui batasan- batasan tentang apa dan
bagaimana seharusnya mereka bersikap dalam menjalankan pekerjaan
mereka agar tidak melanggar etika serta iklim etis perusahaan

Martin dan Cullen (dalam Mulki, Jaramillo, & Locander, 2009)
menyatakan bahwa iklim etis merupakan suatu jenis iklim kerja yang
mencerminkan kebijakan, prosedur, dan praktek organisasi yang memiliki
konsekuensi moral. Fusun & Ela, (2009)berpendapat bahwa iklim etis
bertindak sebagai suatu pencerminan persepsi dimana para pekerja
mendiagnosa dan menilai situasi. Victor dan Cullen (dalam Mulki, Jaramillo, &
Locander, 2009) menggambarkan Iklim etis sebagai ,,, pemberlakuan persepsi
tentang tipe praktek organisatoris yang khas dan prosedur yang mempunyai
isi etis". Pendapat lain juga dikemukakan oleh Victor dan Cullen (dalam Kim
dan Miller, 2008) bahwa iklim etis merupakan persepsi bersama dari perilaku
etis mana yang benar dan bagaimana isu etis harus ditangani. Deshpande dan
Joseph (2009) mengidentifikasikan iklim etis organisasi sebagai suatu
kelompok iklim yang ditentukan yang mencerminkan prosedur organisasi,
kebijakan dan praktek dengan konsekuensi moral.

Dari berbagai pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, dapat
disimpulkan bahwa iklim etis sangat penting bagi kelangsungan hidup
perusahaan dan dapat membantu meningkatkan citra perusahaan di mata
para pelanggan. Hal ini dikarenakan dengan penerapkan iklim etis dari suatu
perusahaan akan mencerminkan perilaku dari para karyawan termasuk
tenaga penjual. Jika para pelanggan percaya bahwa tenaga penjual bekerja
pada suatu perusahaan yang menerapkan iklim etis yang baik,maka pelanggan
akan memandang perusahaan serta tenaga penjual sebagai satu kesatuan yang
memiliki kredibilitas yang baik dalam berbisnis. Hal ini akan sangat
membantu promosi produk yang dijual serta membuat pelanggan menjadi
loyal terhadap perusahaan.

3. Perilaku Etis

Mengasumsikan perilaku etis adalah masalah sosial penting untuk

semua organisasi bisnis.Ini juga merupakan masalah yang kompleks yang
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membutuhkan pemahaman yang mendalam dari banyak faktor yang
berkontribusi terhadap keputusan karyawan untuk berperilaku etis atau tidak
etis (Stead, Worrell, & Stead, 1990).

Harsono (1997) menyimpulkan bahwa etika adalah hal-hal yang
berkaitan dengan masalah benar dan salah. Frederick.dalam Harsono (1997)
memberikan pengertian bahwa etika adalah konsep perilaku benar dan salah.
Dengan mengkritik terlalu sederhananya persepsi umum atas pengertian etika
yang hanya dianggap sebagai pernyataan benar vs. salah atau baik vs. buruk,
Ward. dalam Ludigdo dan Machfoedz (1999) mengungkapkan bahwa etika
sebenarnya meliputi suatu proses penentuan yang kompleks tentang apa yang
harus dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Proses ini sendiri meliputi
penyeimbangan pertimbangan sisi dalam dan sisi luar yang disifati oleh
kombinasi unik dari pengalaman dan pembelajaran masing-masing individu.
Kemudian Chua.dalam Sihwahjoeni dan Gudono (2000) dalam konteks etika
profesi, mengungkapkan bahwa etika profesional juga berkaitan dengan
perilaku moral. Perilaku moral disini lebih terbatas pada pengertian yang
meliputi kekhasan pola etis yang diharapkan untuk profesi tertentu.

Menurut Keraf (dalam Retnowati, 2003) etika secara umum dibagi
menjadi dua yaitu etika umum dan khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua
yaitu (1) etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia
terhadap dirinya sendiri, dan (2) etika sosial yang menyangkut hubungan
manusia dengan manusia baik secara perorangan maupun dalam bentuk
kelembagaan. Etika sosial dibagi menjadi beberapa etika yaitu etika keluarga,
etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik ideologi, dan sikap
terhadap sesama. Etika profesi merupakan etika khusus yang menyangkut
dimensi sosial. Etika profesi khusus berlaku dalam kelompok profesi yang
bersangkutan, yang mana dalam penelitian ini adalah akuntan. Mulyadi
(dalam Retnowati, 2003) menyatakan bahwa etika profesi dikeluarkan oleh
organisasi profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan
praktek profesinya bagi masyarakat. Etika profesi merupakan suatu
konsensus dan dinyatakan secara tertulis atau formal dan selanjutnya disebut
sebagai “kode etik”. Etika profesional bagi praktik akuntan disebut sebagai
kode etik akuntan.

Perilaku etis juga sering disebut sebagai komponen dari kepemimpinan,
yang mana pengembangan etika adalah hal penting bagi kesuksesan individu
sebagai pemimpin suatu organisasi (Morgan, 1993). Collins (dalam Borkowski
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dan Ugras, 1998) mengatakan bahwa perkembangan dan ekspresi dari
perilaku dan sikap yang beretika adalah area konsentrasi praktik bagi
masyarakat bisnis sebagai indikasi dengan meningkatnya studi, artikel, dan
interview yang dipublikasikan dalam jumlah yang banyak. Penelitian tentang
kemungkinan perilaku yang tidak beretika dari manajer masa depan akan
membantu manajemen untuk mengembangkan cara untuk mengurangi
masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang (Hegarty dan Sim dalam
Reiss dan Mitra, 1998). Larkin (2000) juga menyatakan bahwa kemampuan
untuk dapat mengidentifikasi perilaku etis dan tidak etis sangat berguna
dalam semua profesi termasuk auditor. Apabila seorang auditor melakukan
tindakan- tindakan yang tidak etis, maka hal tersebut akan merusak
kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor itu (Khomsiyah dan
Indriantoro, 1998).

D. Nilai-Nilai Moral Kepemimpinan Guru

Beberapa nilai-nilai moral kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang
pemimpin menurut Dr. H. Marzuki Alie, antara lain :
a. Wara (Kesucian Hati)

Seorang pemimpin yang senantiasa menjaga kesucian, baik jasmani
maupun rohani dengan mengendalikan sebagai perilaku dan aktifitas
kesehariannya. la akan melakukan suatu yang bermanfaat, baik bagi
dirinya maupun bagi orang lain. Penampilan yang diperhatikannya adalah
penampilan low profile.

b.  Zuhud (Tidak Berambisi)

Seorang pemimpin hendaknya memiliki sifat zuhud agar ia tidak
berambisi untuk mempertahankan kedudukan dan mencari kekayaan
yang berlebihan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Sahal bin
Sa’ad, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya :

“ Zuhud dunia niscaya kamu akan dicintai Allah. Dan zuhudlah apa
yang ada di tangan manusia niscaya kamu akan dicintai oleh manusia dan
yang lainnya.”

¢ Fagqir (Tidak Materialistis)

Sesungguhnya nilai kefagiran, pada esensinya tidak terletak pada
ketiadaan harta benda, akan tetapi ada pada kesadaran atau perasaan
seseorang (state of mind) orang yang fakir meskipun kaya harta. Hatinya
tidak bergantung pada kekayaan yang dimilikinya, harta benda tidak lebih
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merupakan materi yang diujikan oleh Allah SWT, yang harus
dipertanggung jawabkan pada Allah SWT.
Sabar

Pada dasarnya kesabaran adalah wujud dari konsistensi diri
seseorang untuk memegang prinsip yang telah dipegang sebelumnya.
Kesabaran merupakan suatu kekuatan yang membuat diri seseorang
dapat bertahan dari segala macam dorongan dan gangguan yang datang
dari luar tersebut dihantarkan oleh nafsunya. Jika seseorang berhasil
mengekang hawa nafsunya, ia akan tetap pada pendiriannya. Sebagaimana
yang dijelaskan didalam Al-Qur’an pada surat Ali-Imran ayat 200, yaitu :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan
kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan
negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung.
Tawakal

Seseorang memiliki sifat tawakal akan merasakan ketenangan dan
ketentraman. [a senantiasa merasa mantap dan optimis dalam bertindak.
Di samping itu, ia akan mendapat kekuatan spiritual serta keperkasaan
luar biasa, yang dapat mengalahkan segala kekuatan yang bersifat
material. la juga merasakan Kkerelaan yang penuh atas segala yang
terimanya dan selanjutnya ia akan senantiasa memiliki harapan atas
segala yang dikehendaki dan dicita-citakannya. Sebagaimana yang telah
dijelaskan pada Al-Qur’an surat Ali-Imran ayat 122, yaitu:

Artinya : Ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena
takut, Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu. karena itu
hendaklah kepada Allah saja orang- orang mukmin bertawakkal. Yakni:
Banu Salamah dari suku Khazraj dan Banu Haritsah dari suku Aus,
keduanya dari barisan kaum muslimin.

Muroqobah (Konsisten)

Hal penting dari orang yang muroqobah adalah konsistensi diri
terhadap perilaku yang baik atau yang seharusnya dilakukan. Konsistensi
ini dapat diupayakan dengan senantiasa mawas diri, sehingga tidak
terjerumus atau terlena dari keinginan-keinginan sesaat. Seorang yang
muroqobah berarti menjaga diri untuk senantiasa melakukan yang terbaik,
sesuai dengan kodrat dan eksistensinya. Oleh karena itu seorang yang
melakukan muroqobah membutuhkan kedisiplinan yang tinggi, tidak silau
dengan jabatan dan peluang keduniaan, karena didalam hatinya terpatri

Falsafa Gurw | 179



perasaan senantiasa diawasi oleh Allah SWT. Kamera Allah SWT dirasakan
dalam 24 jam sehari semalam, dan senantiasa mengarah pada dirinya.
Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an pada surat Al-Maidah
ayat 8, yaitu :

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi
dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu
kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

g Mahabbah (Agamis)

Sifat mahabbah yang tertinggi adalah cinta kepada Allah SWT. Hal
ini tampak dari semangat tinggi untuk berupaya mendekatkan diri kepada
Sang Khaliq yaitu Allah SWT. Sholat lima waktu senantiasa dikerjakannya
tepat waktu. Puasa senin kamis senantiasa dilakukannya sebagai wujud
kecintaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana dalam Surat Ali-Imran ayat
31, yaitu :
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